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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB — LATIN

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai

berikut:

| ; a 3 D) ¥ d o= od Sk
- b 3 z L t J I
< t D r L z A m
.l § B Z & ¢ O n
z J o s £ g B W
z h o sy —a f 5 h
& ¢ kh Ua s 3 q s y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:
dahas = mugaddimah
5 54l Aaall = al-Madinah al-Munawwarah



C.Vokal
1. Vokal Tunggal
fathah - ditulisa contoh U§
kasrah - ditulis i contoh &)
dammah 2 ditulisu contoh <8

2. Vokal Rangkap
Vokal Rangkap (5! (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: &35 7="-zainab = <&S ‘= kaifa

Vokal Rangkap 3" (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh*J38 " = haula J3 = gawla

3. Vokal-Panjang (maddah)

U'dan o (fathah) ditulisd  contoh: W&+ = gama

(e (kasrah) ditulisT  contoh: = rahim
&5

» (dammah) ditulisa contoh: = ‘uliim
sk

D. Ta’ Marbitah

Ta’Marhitah yang mati atau mendapatkan harakat sukun ditulis /h/

Contoh: 3@3533\ & = Makkah al-Mukarramah
‘GL..‘),EJ\ = al-Syari’ah al-Islamiyyah
0Ly

Ta’ Marbitah yang hidup, transliterasinya /t/
“\:.‘-91*-“‘}“ :\-3;5;3\ = al-Hukamatul-islamiyyah
3);’\}1&\ :\:id\ = al-Sunnatul-mutawatirah

E. Hamzah

Xi



Xii

Huruf hamzah (+) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda

apostrof (°)

Contoh: Ol = iinan, bukan ‘Tman
SN AlLS) = ittihad al-Ummah, bukan ‘ittihad al-
Ummah

F. Lafzu al-Jalalah
Lafzu al-Jalalah (kata fﬂ\) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa
hamzah.
Contoh: M3 “diitulis: ‘Abdullah, bukan Abd Allah
A 55 ditulis: darullah,
G. Kata Sandang “al-*
1) Kata Sandang “al-“ tetap ditulis “al-*, baik pada kata yang-dimulai dengan

huruf gamariyah maupun syamsiyah

Contaoh: L334l :')51-2\3“ = al-Amakin al-Mugaddasah
e yall Al — al-Siyasah al-Syariyyah

2) Huruf “a” pada kata sandang ““al-* tetap ditulis dengan huruf kecil,

meskipun merupakan nama diri.

Contoh: Cﬁé}juﬂ = al-Mawardi
JAJY‘ = al-Azhar
Ej)bm] = al-Mansiirah

3) Kata Sandang “al-“ di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di
tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.
Contoh:  Al-Afgant adalah seorang tokoh pembaharu
Saya membaca Al-Qur’an al-Karim
Singkatan:

Swt. = subhanahu wa ta’ala



Xiii

Saw. =sallallahu ‘alaihi wa sallam
ra. = radiyallahu ‘anhu
as. = ‘alaihi al-salam

Q.S. = Al-Qur’an Surah
H.R. = Hadis Riwayat

UU  =Undang-Undang

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit
Cet. = cetakan

t.th. = = tanpa tahun

h. =-halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi

l. = lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun
Q.S....[..:4 =Quran, Surah ..., ayat 4.






ABSTRAK

Nama :  Ahmad
NIM/NIMKO :181011240/85810418240
Judul : Standar  Sertifikasi ~ Penyembelihan  Halal

Berdasarkan Perspektif Mazhab Syafii dan
Hambali (Studi Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009)

Penyembelihan merupakan syariat yang Allah Swt. tetapkan sebagai syarat
dihalalkannya untuk mengonsumsi beberapa jenis hewan. Majelis Ulama Indonesia
menetapkan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi
Penyembelihan Halal sebagai .pedoman penyembelihan bagi kaum muslimin
terutama bagi pelaku usaha _pemotongan hewan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pandangan.ulama mazhab terkait ‘standar. penyembelihan hewan,
khususnya Mazhah Syafii-dan Hambali. Permasalahan yang.penulis angkat dalam
penelitian ini adalah: pertama, Bagaimanakah Fatwa MUI‘Nomor 12 Tahun 2009
tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal; kedua, bagaimana pandangan
Mazhab Syafii dan Hambali tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

Penelitian ini- menggunakan jenis penelitian Deskriptif -Kualitatif untuk
menggambarkan aspek - hukum  berdasarkan - perspektif = mazhab, dengan
menggunakan metode Pendekatan Hukum Normatif dan Pendekatan Perbandingan.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah: Pertama, Fatwa MUI Nomor 12
Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelinan Halal adalah standar yang
ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI berdasarkan dalil Al-Qur’an, Hadis Rasulullah
saw., pendapat para ulama khususnya Mazhab Syafii dan Hambali berdasarkan
pedoman-dan ‘prosedur penetapan fatwa MUI, dengan standar ketentuan hukum
yaitu, a) hewan yang akan disembelih, b) penyembelih, c) alat yang dipergunakan,
d) proses penyembelihan, e) pengolahan, penyimpanan serta pengiriman, f) sunah
penyembelihan, stunning, mengutamakan penyembelihan manual, dan Q)
keharaman penggelonggongan hewan. Kedua, Berdasarkan perspektif Mazhab
Syafii secara umum ketentuan hukum  yang ditetapkan MUI berbeda dengan
pandangan Mazhab Syafii terkait dengan syarat penyembelihan, kecuali dalam a)
hewan dalam keadaan sehat, b) alat penyembelihan harus tajam bukan gigi, kuku
dan tulang, ¢) penyembelihan dilakukan satu kali dan secara cepat, d) adanya aliran
darah dan gerakan sebagai tanda hidupnya hewan, e) matinya hewan disebabkan
oleh penyembelihan, dan f) pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan
mati. Begitu pula dalam Mazhab Hambali berbeda kecuali dalam hal; a) hewan
dalam keadaan sehat, b) penyebelih seorang muslim, akil balig dan memahami
penyembelihan secara syar’i, ¢) niat menyembelih dan menyebut asma/nama Allah,
d) alat harus tajam, bukan gigi, kuku, dan tulang, €) adanya aliran darah atau
gerakan sebagai tanda hidupnya, f) mengalirkan darah dengan memotong empat
saluran, dan g) hewan mati karena sebab penyembelihan, h) pengolahan dilakukan
setelah hewan dalam keadaan mati.

Kata Kunci: Standar Sertifikikasi Penyembelihan Halal, Perspektif, Mazhab Syafii,
Mazhab Hambali
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna, dimana segala aspek kehidupan
telah dijelaskan oleh Allah Swt., baik berupa firman-Nya yang tertuang di dalam
Al-Qur’an, maupun melalui lisan Rasulullah saw. yang mulia dalam riwayat hadis.
Diantara aspek kehidupan yang:telah dijelaskan tersebut adalah tentang tata cara
bersuci, adab makan dan minum, salat, puasa, zakat, haji, jual beli, makanan dan
minuman yang diperbolehkan dan dilarang untuk dikonsumsi dan lain sebagainya.

Segala sesuatu yang Allah Swit. ciptakan di dunia bagi manusia pada asalnya
adalah halal, atau diperbolehkan untuk digunakan, dimanfaatkan ataupun
dikonsumsi, kecuali-ada dalil yang membatasi atau melarang akan hal tersebut,
Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Bagarah/2: 29.

Bhean (il o8 L g1 GBI o3l b
Terjemahnya:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi
untuk kalian.*

Manusia -membutuhkan bahan makanan untuk menunjang aktifitasnya
sehari-hari. Tidak hanya makanan yang sekadar dapat dikonsumsi, akan tetapi bagi
seorang muslim Allah Swt. memerintahkan untuk mengonsumsi makanan yang
halal dan baik (\-\;\L Y%) Makanan yang halal merupakan makanan yang
dihalalkan berdasarkan syariat Islam dan tidak ada dalil tentang larangan untuk
mengonsumsi makanan tersebut. Adapun makanan yang baik yaitu berupa makanan
yang sehat dan memberi manfaat bagi tubuh manusia. Makanan yang sehat adalah

makanan yang terdiri dari kandungan yang lengkap berupa protein, lemak,

'Kementerian Agama R.1., Al-Qur’an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna),
(Bandung: Cordoba, 2017), h. 5.



karbohidrat serta mineral yang bermanfaat bagi tubuh manusia, Allah Swit.
berfirman dalam Q.S. Al-Bagarah/2: 168.

ik Y318 i Y1 8 L 13 AT,
Terjemahnya:

Wahai sekalian manusia !, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik
yang terdapat di muka bumi.?

Dalam Tafsir al-Muyassar dijelaskan bahwa maksud dari makanan yang
halal dan baik adalah suci dan‘tidak mengandungunsur najis (u-u-d‘ e },UA\)
kemudian bermantfaat dan tidak menimbulkan efek buruk (LUl & &80) pagi
tubuh manusia.® Oleh karena itu penting bagi setiap Muslim untuk memperhatikan
setiap makanan yang akan dikonsumsinya, tidak hanya halal tetapi juga memiliki
kandungan yang bermanfaat bagi tubuh manusia.

Protein dari bahan makanan yang dibutuhkan manusia terdiri dari protein
nabati dan protein hewani. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-
tumbuhan;- sedangkan protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan.
Mengonsumsi protein hewani memiliki manfaat untuk membantu menjaga
kestabilan -metabolisme tubuh manusia dan diantaranya sangat baik untuk
pertumbuhan anak dan mencegah terjadinya stunting*.®

Penyembelihan merupakan syariat yang Allah tetapkan sebagai syarat
dihalalkannya untuk mengonsumsi beberapa jenis hewan. Diantara tujuan dari

penyembelihan adalah agar kualitas daging sembelihan menjadi baik dengan jalan

2Kementerian Agama R.1., Al-Qur’an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna), h.
25.

®Nukhbatu min Asatizatit-Tafsir, Al-Tafsir al-Muyassar (t.t.: Mujamma’ al-Malik Fahd li
Tiba’ati al-Mushaf al-Syarif, 1430 H/2009 M), h. 25.

4Stunting merupakan suatu kegagalan pertumbuhan yang menjadi masalah global di dunia
saat ini khususnya di negara berkembang. Proses kegagalan ini dikaitkan dengan tidak terpenuhinya
zat gizi yang berlangsung lama, salah satunya adalah asupan protein hewani.

SUus Usratussachiyah, dkk., “Konsumsi Protein Hewani sebagai Bentuk Pencegahan dan
Penanganan Stunting pada Anak”, Nusantara Hasana Journal 2, no. 3 (2022): h. 107-113.



mengalirkan darah. Dalam Islam hewan yang dapat dikonsumsi tanpa melalui
proses penyembelihan adalah ikan dan hewan yang sebagian besar hidupnya di air
termasuk pula belalang. Sementara beberapa jenis hewan lainnya agar dapat
dikonsumsi maka harus melalui proses penyembelihan. Terkait dengan hewan yang
sebagian besar hidupnya di air, terdapat suatu hadis riwayat Ahmad bin Hambal
dari sahabat Abu Hurairah ra..
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Artinya:

Dari’/Abu Hurairah ra., ia berkata : “Seseorang bertanya kepada Rasulullah
saw..dan berkata : “Sesungguhnya kami berlayar di lautan dan kami
membawa sedikit air, maka jika kami berwudu dengannya maka kami akan
kehausan, apakah kami berwudu dengan air laut?, AbuHurairah berkata :
“Maka Nabi saw. bersabda: “Air laut suci dan halal bangkainya”.

Semua-jenis hewan ternak seperti halnya kambing, sapi, domba dan lain
sebagainya telah Allah Swt. jelaskan akan kehalalannya untuk-dikonsumsi dan
dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia, kecuali beberapa jenis hewan yang
dijelaskan di dalam Al-Qur’an dan Sunah tentang keharamannya. Hal tersebut
sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Ma’idah/5: 1.

AL
Terjemahnya:

Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu,
dengan t7idak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau
umrah).

5Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal, Juz 8 (Cet. ;
Kairo: Da>r al-Hadis, 1995), h. 403, no. 8.720.

"Kementerian Agama R.1., Al-Qur’an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna), h.
106.



Hewan yang sebagian besar hidupnya di darat seperti halnya hewan ternak
sebelum dikonsumsi disyariatkan untuk disembelih. Mengonsumsi hewan yang
telah disyariatkan untuk disembelih akan tetapi tidak melalui proses penyembelihan
maka hal tersebut diharamkan, atau telah melalui proses penyembelihan akan tetapi
tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat penyembelihan maka status hewan
tersebut dapat dihukumi sebagaimana halnya bangkai atau tidak halal untuk
dikonsumsi. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ma’idah/5: 3.
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Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan daging
hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul,
yang jatuh, yang di tanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang
sempat 8kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk
berhala.

Menyembelih secara bahasa berarti memotong atau menggorok leher, dalam
bahasa arab yaitu (Zabaha, yazbahu) édde ¢ @J , dalam bentuk masdar (al-zabhu)
@35‘ yang bermakna memotong saluran pernafasan dari sisi dalam.® Proses
penyembelihan halal adalah proses menggorok atau memotong leher binatang®
untuk mengalirkan darah dengan memutus saluran makan, minum, nafas dan urat
nadi pada leher hewan dengan alat yang tajam, selain alat yang terbuat dari gigi,
kuku dan tulang dan sesuai dengan syariat 1slam. Hal tersebut sebagaimana hadis

riwayat Al-Baihagt dari Abu Umamah.

8Kementerian Agama R.1., Al-Qur’an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna), h.
107.

Isma’il ibn ‘Ibad, Al-Muhit fi al-Lughah, Juz 3 (Cet. I; Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1414 H/
1994 M) h. 70.

Opysat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Cet. I;
Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1400.
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Artinya:
Dari Abu Umamah Al-Bahily ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

(dibolehkan sebagai alat menyembelih) setiap alat yang memotong urat-urat
sepanjang bukan taring ataupun kuku.

Selain beberapa ketentuan dalam hal penyembelihan yang disebutkan dalam
hadis tersebut, Allah Swt. menyebutkan pula Kketentuan terkait dengan
penyembelihan, yaitu menyebut nama Allah dalam pelaksanaan penyembelihan.
Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-An’am /6: 118,

Gt 4Ll 8K () Adle 22 S e 1 510
Terjemahnya:

Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah
Swi. ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.*2

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya populasi manusia,
kebutuhan-manusia akan protein hewani juga semakin meningkat, khususnya bagi
kaum muslimin. Bagi kaum muslimin tidak hanya sekadar baik untuk dikonsumsi
tetapi juga halal dan sesuai dengan ketentuan syariat. Di tengah tingginya
permintaan konsumen akan hewan sembelihan yang halal untuk dikonsumsi maka
para pelaku usaha berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan mendirikan
rumah potong hewan, baik yang sifatnya tradisional atau penyembelihan secara
manual maupun moderen atau penyembelihan dengan bantuan peralatan mekanik.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan suatu lembaga keagamaan di
Indonesia yang dipercaya memahami persoalan halal dan haram dalam syariat.

Diantara peran MUI adalah membimbing dan menyelesaikan pesoalan keagamaan

1 Abu Bakr Ahmad ibn Al-Husayn ibn “Ali al-Baihaqy, Al-Sunan al-Kubra, Juz 9 (Cet. l1;
Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H/2003 M). h. 467, nomor hadis 19127.

2Kementerian Agama R.l., Al-Qur’an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warnay),
h. 142,



di tengah-tengah masyarakat muslim di Indonesia, sekaligus memberikan solusi
terkait permasalahan tersebut. MUI dalam menetapkan suatu permasalahan atau
ketentuan hukum mengacu pada metode atau pedoman dan prosedur yang
dipergunakan komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa, diantara metode
tersebut adalah dilakukan melalui tiga pendekatan,®® yaitu pendekatan Nas Qat i,
Pendekatan Qauli, dan Pendekatan Manhaji.

Pada tahun 2009 MUI telah menyusun pedoman  pelaksanaan
penyembelihan berdsarkan syariat Islam, sebagaimana tertuang dalam Fatwa MUI
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Fatwa
tersebut merupakan tolak ukur standar sertifikasi pelaksanaan penyembelihan halal,
sebagai bentuk jaminan bagi masyarakat muslim akan kehalalan hewan sembelihan
yang beredar di tengah masyarakat. Diantara pertimbangan MU! adalah bahwa
pelaksanaan penyembelihan harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga
halal untuk dikonsumsi. Kemudian, berkembangnya teknolagi- penyembelihan
sehingga ™ muncul pertanyaan terkait kesesuaian pelaksanaan penyembelihan
tersebut dengan ketentuan hukum Islam.

Jauh sebelum itu para ulama mazhab telah berusaha berijtihad dengan
metode intinbas mereka masing-masing untuk menetapkan persoalan Syariat
berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis,  diantaranya adalah tentang standar
penyembelihan halal. Mazhab Syafii merupakan mazhab yang lebih dulu tersebar
secara luas di negara-negara Asia Tenggara termasuk di dalamnya Indonesia,
dimana sebagian besar masyarakat muslim bersandar pada pemahaman Mazhab

Syafii.1* Begitu pula Mazhab Hambali yang pemahamannya tersebar luas di Jazirah

BAhmad Mukhlishin, dkk.,“Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa” Al-Istinbath 3,
no. 2, (2018): h. 175.

14 Anny Nailatul Rohmah dan Ashif Az Zafi, “Jejak Eksistensi Mazhab Syafii di Indonesia”
Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam 8, no. 1, (2020): h. 175.



Arab,'® namun pemahamannya juga dianut oleh kaum muslimin di Indonesia yang
telah menimba ilmu di wilayah Jazirah Arab khususnya Timur-Tengah dan kembali
ke Indonesia untuk menyampaikan ajaran Islam.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan implementasi Fatwa
MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal di
beberapa daerah di Indonesia pada unit usaha rumah potong hewan. Dalam
beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat beberapa rumah
potong hewan yang “telah. melaksanakan ketentuan Standar Sertifikasi
Penyembelihan Halal berdasarkan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009. Namun, di
sisi lain terdapat.pula beberapa rumah potong hewan yang belum melaksanakan
sepenuhnya ketentuan Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, dan dikatakan
dalam beberapa penelitian sebelumnya bahwa hasil penyembelihan belum dapat
dikatakan halal. Akan tetapi jika ditinjau berdasarkan perspektif beberapa mazhab,
pelaksanaan penyembelihan yang dilakukan masih berdasarkan ketentuan syariat
dan hasil penyembelihan belum dapat dihnukumi sebagaimana halnya bangkai atau
haram untuk dikonsumsi.

Penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilaksanakan menekankan
pada pendekatan hukum empiris yaitu terkait dengan implementasi Fatwa MUI
Nomor 12 Tahun 2009 dalam pelaksanaan penyembelihan di beberapa rumah
potong hewan. Maka dalam penelitian ini peneliti akan meninjau fatwa tersebut
berdasarkan pendekatan hukum normatif atau materi dari ketentuan hukum dalam

fatwa tersebut berdasarkan perspektif mazhab.

5Marzuki, “Ahmad bin Hanbal (Pemikiran Fikih dan Ushul Fikihnya)”, Hunafa 2, no. 2,
(2005): h. 116.

¥Wahyudin, “Menyoal Gerakan Salafi di Indonesia (Pro-Kontra Metode Dakwah Salafi)”,
Al-Tafagquh: Journal of Islamic Law 2, no. 1, h. 31.



Dalam berbagai permasalahan seputar fikih setiap mazhab memiliki
perbedaan ataupun kesamaan pandangan khususnya yang akan menjadi objek
penelitian ini, yaitu dalam hal penyembelihan hewan, oleh karena itu dalam
penelitian ini akan diuraikan tentang standar sertifikasi penyembelihan halal
menurut Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 berdasarkan perspektif atau sudut

pandang dari dua mazhab yaitu Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas:maka penulis merumuskan dua
rumusan masalah diantaranya ;
1. Bagaimana Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal berdasarkan Fatwa
MUI"Nomor 12 Tahun 2009?
2. Bagaimana pandangan Mazhab Syafii dan Hambali-—tentang Standar

Penyembelihan Halal berdasarkan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 20097

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan yang diinginkan bersama, dan menghindari
kesalahan yang tidak diinginkan, serta perbedaan pemahaman yang bisa terjadi, dari
penelitian yang berjudul “Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal Berdasarkan
Perspektif Mazhab Syafii dan Hambali (Studi Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009)”,
terlebih dahulu penulis akan memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap
penting, terhadap himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, yaitu sebagai
berikut:

1. Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal



a. Standar adalah alat penopang atau ukuran tertentu yang dipakai sebagai
patokan atau sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai
sebagai ukuran nilai.t’

b. Sertifikasi Halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan
melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku,
proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah
sesuai dengan standar yang ditetapkan. sementara Sertifikat Halal adalah fatwa
tertulis yang dikeluarkan-cleh MUI melalui keputusan sidang Komisi Fatwa
yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan proses audit.®

c. Penyembelihan Halal adalah penyembelihan hewan bedasarkan ketentuan
hukum Tstam.*°

Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah standar penyembelihan halal yang ditetapkan oleh Majelis Ulama

Indonesia, yaitu fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi

Penyembelihan Halal. Adapun yang menjadi objek dari penelitian kami adalah

beberapa hal penting dari fatwa tersebut yakni yang merupakan rukun dan syarat

penyembelihan. Beberapa hal yang tercantum dalam fatwa dan telah jelas dalil dan
hukumnya maka tidak dicantumkan dalam pembahasan penelitian ini. Hal tersebut
karena diantara pedoman dan prosedur dalam fatwa MUI bahwa jika suatu
permasalahan telah jelas dalil. dan hukumnya maka MUI akan menetapkan
sebagaimana adanya.?® Kemudian, dalam penelitian juga tidak dicantumkan terkait

dengan permasalahan-permasalah yang sifatnya kontemporer dan tidak tercantum

1"Pusat Bahasa Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat
Bahasa, 2008), h. 1507.

18Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru (Jakarta: Emir
Cakrawala Islam, 2015), h. 9.

¥Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru, h. 845.
20Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru, h. 10.
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dalam kitab para ulama mazhab. Berikut adalah beberapa poin dari Fatwa MUI

Nomor 12 Tahun 2009 diantaranya;

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

Kondisi hewan harus dalam keadaan sehat.

Penyembelih beragama Islam dan sudah akil balig dan memahami tata cara

penyembelihan secara syari serta memiliki keahlian dalam penyembelihan.

Alat penyembelihan harus tajam dan alat yang dimaksud bukan kuku,

gigi/taring atau tulang.

Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma

Allah.

Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah-melalui pemotongan

saluran ~makan  (mari/esophagus), saluran pernafasan/tenggorokan

(hulgum/trachea), dan dua pembuluh darah (wadajain/vena jugularis dan

artert-carotids).

Penyembelihan dilakukan dengan-satu kali dan secara cepat.

Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda

hidupnya hewan (hayah mustagirrah).

Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan dan

pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab

penyembelihan tersebut.

2. Perspektif adalah sudut pandang; pandangan.?* Perspektif juga adalah
kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai, dan perangkat
gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya
akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.

3. Mazhab merupakan haluan atau aliran mengenai fikih yang menjadi

acuan umat Islam (dikenal empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki,

2lpysat Bahasa Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 864.



11

Syafi’t, dan Hambali).?? Sedangkan secara istilah ulama kontemporer
mengartikan “sejumlah dari fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat seorang
alim terkemuka di dalam urusan agama, baik ibadah maupun lainnya”.%3
Mazhab secara bahasa artinya; pergi, berjalan atau melewati. mazhab
merupakan masdar ( awal kata) sama halnya dengan kata Zzahab ( pergi)
yaitu kepercayaan atau keyakinan yang menjadi jalan atau tempat ia
pergi. Dikatakan “‘seseorang pergi untuk mendapatkan emasnya”
maksudnya jalan atau tempat ia pergi yang.ia pergi itulah yang disebut
mazhab.?* Sedangkan secara istilah ulama kontemporer mengartikan
“sejumlah dari fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat seorang alim besar
didalam urusan agama, baik ibadah maupun lainnya”.?

4. Mazhab Syafii adalah mazhab yang dinisbatkan kepada“Muhammad bin
Idris al-Syafii. Adapun Mazhab Hambali adalah ‘mazhab yang

dinisbatkan kepada Ahmad bin-Hambal.

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian
Judul dari penelitian yang akan dilakukan adalah Standar Sertifikasi
Penyembelihan Halal Berdasarkan Perspektif Mazhab Syafii dan Hambali (Studi
Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009) dan berdasarkan hasil penelaahan, penulis
menemukan beberapa buku yang memiliki pembahasan terkait dengan judul

penelitian yang akan penulis lakukan, khususnya dalam hal penyembelihan.

22pysat Bahasa Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 931.

BMaryam Muhammad Salih al-Zafiri, Mustalahdt al-Mazahib al-Fighiyyah wa Asrar al-
Figh al-Marmiiz (Cet 1; Beirut: Dar Ibn Hazm, 1422 H/2002 M) h. 208.

2*Maryam Muhammad Salih al-Zafiri, Mustalahdt al-Mazahib al-Fighiyyah wa Asrar al-
Figh al-Marmiiz, h. 207.

SMaryam Muhammad Salih al-Zafiri, Mustalhar al-Mazahib al-Fighiyyah wa Asrar al-
Figh al-Marmiiz, h. 208.
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Dengan demikian penulis akan lebih banyak mengutip referensi dari kitab-kitab

tersebut, dan diantara kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kitab Al-Umm,?® merupakan karya dari Abu Abdillah, Muhammad ibn Idris al-
Syafii. Lahir pada tahun 150 Hijriah-dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Kitab ini
merupakan kitab yang membahas seputar permasalahan fikih dan merupakan
kitab rujukan bagi ulama-ulama yang menisbahkan dirinya kepada Mazhab
Syafii. Diantara pembahasan yang memiliki kaitan dengan penilitian kami
adalah pada Kitab al-Dahaya, Kitab al-Said'wa al-Zabai, serta Kitab al-A¢ imah.

b. Mukhtasar min ‘Ilmia\-Syafii wa min Ma 'na Qaulihi (Mukhtasar al-Muzany),?’
merupakan Karya dari Abu Ibrahim, Isma’il tbn Yahya al-Muzany merupakan
murid.dart-Syafii lahir pada tahun 174 Hijriah dan wafat pada tahun 264 Hijriah.
Kitab ini_juga merupakan kitab yang membahas seputar_permasalahan fikih
berdasarkan Mazhab Syafii. Pembahasan yang berkaitan dengan-permasalahan
penelitian yang akan kami lakukan adalah pada Kitab al-Said wa al-Zabdih,
Kitabal-Dahaya dan Kitab al-4¢ imah.

c. Al-Mughni li Ibn Qudamah,® yang ditulis oleh Abu Muhammad, Abdullah ibn
Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Magqdisi, ia lahir pada tahun 541 Hijriah
dan wafat pada tahun 620 Hijriah. Kitab tersebut merupakan kitab fikih yang
bersandar pada Mazhab Hambali. Pembahasan yang memiliki kaitan dengan
penelitian kami adalah pembahasan tentang penyembelihan yang dibahas pada

Kitab al-Said wa al-Zabaih dan Kitab al-Adahy.

% Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi’1, Al-Umm (Beirut : Dar Al-Fikr, 1983).

27 Abu lbrahim Ismail ibn Yahya al-Muzany, Mukhtashar min ‘Imi al-Syafi Twa min Ma 'na
Qaulihi (Mukhtasar al-Muzany) (Riyadh: Dar al-Madarij li Nasyr, 2019).

ZBAbu Muhammad, Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-
Mughni li Ibn Qudamah (Cet. 111; Riyad : Dar ‘Alam al-Kutub li Taba’ati wa al-Nasyr wa al-Tauzi’,
1417 H/1997 M).
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d. Raudatut Talibin wa ‘Umdatul Muftin,?® merupakan kitab yang ditulis oleh Abu
Zakariya, Muhyiddin, Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, lahir di Nawa, Suriah pada
tahun 631 H dan wafat pada tahun 676 H. Kitab ini membahas seputar persoalan
fikih dan dalam pembahasannya banyak menukil riwayat dari Syafii dan kitab
ini merupakan salah satu kitab yang terkenal dalam Mazhab Syafii. Selain itu
kitab ini juga merupakan ringkasan dari kitab Fathu al- ‘Aziz ‘ala Kitabi al-Wajiz
karya al-Rafi’1. Pembahasan yang memiliki kaitannya dengan penelitian kami
adalah pada pembahasan-Kitab al-Dihaya, Kitab.al-Said wa al-Zabdih, serta
Kitab al-A¢ imah.

e. Zadu al-Mustagni’ fi Ikhtisari al-Mugni’,*° ditulis Syarifuddin AbT al-Naja Miisa
ibn Ahmad-ibn Miisa ibn Salim ibn ‘Isa bin Salim al-Hajjawil Al-Maqdisi, lahir
pada tahun 895 Hijriah dan wafat pada tahun 968 Hijriah, Al-Hajjawi bersandar
pada-Mazhab Hambali. Kitab tersebut merupakan ringkasan kitab fikih dari kitab
Al-Mugni’ fi Fighi al- Ahmad karya karya Ibn Qudamah. Pembahasan yang
berhubungan dengan penelitian kami adalah pada Kitab® al-4z’imah yang
membahas seputar penyembelihan.

f. Al-Mathla’v ‘al@ Daqaiqi Zadi al-Mustagni’,** ditulis oleh Abdul Karim ibn
Muhammad ibn Abdul Aziz al-I.ahim, lahir pada tahun 1355 Hijriah dan wafat
pada tahun 1438 Hijriah. Muhammad ibn Abdul Aziz al-Lahim bersandar pada
Mazhab Hambali, pada salah satu dari kitab tersebut membahas tentang fikih

penyembelihan yang berhubungan dengan judul penelitian kami, yaitu pada

29 Abu Zakariya, Muhyiddin, Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Raudatu al-Talibin wa ‘Umdatu
al-Muftin (Cet. I11; Beirut: Al-Maktab al-Islamy, 1412 H/1991 M).

30Miisa bin Ahmad bin Miisa bin Salim bin ‘Isa bin Salim al-Hajjawi, Zadu al-Mustaqgni’ fr
Ikhtisari al-Mugni’ (Riyad: Dar al-Watan li al-Nasyr, 1431 H).

3L Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Aziz al-Lahim, Al-Matla u ald Dagaiqi Zadi al-
Mustagni’ (Cet. |; Riyad: Dar al-Kuniiz Isybiliya li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1433 H/2012 M).
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Kitab Al-Mathla’u ala Dagaiqi Zadi al-Mustaqni Fighu al-A¢imah wa al-Zakah

wa al-Said wal al-Zabaih wa al-Aiman wa al-Nuziir.

2. Penelitian Terdahulu
Berdasarkan penelusuran yang kami lakukan, belum ada karya tulis atau
skripsi yang membahas tentang Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 ditinjau
berdasarkan perspektif Mazhab Syafii dan Hambali. Oleh karena itu kami
menganggap bahwa penelitian ini masih layak-untuk dilakukan.

a. Penelitian Achmad Ariftahun 2022 tentang.Pelaksanaan Penyembelihan Hewan
Menurut Mazhab Syafii di Rumah Potong Ayam-.di Ponorogo®?, dari hasil
penelitian lapangan diperoleh kesimpulan bahwa ada 12 ketentuan di dalam
ajaran Mazhab Syafii terkait penyembelihan hewan yang harus diperhatikan,
dan secara garis besar penyembelihan hewan di rumah potong ayam (RPA) telah
sesuai dengan Mazhab Syafii . Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian
yang akan dilakukan adalah terkait dengan metode penyembelihan berdasarkan
perspektif Mazhab Syafii , dan adapun perbedaan dengan penelitian yang akan
lakukan adalah terletak pada metode penelitian yang merupakan penelitian
lapangan, dimana peneliti menjelaskan tentang penerapan  standar
penyembelihan halal di Rumah Potong Ayam berdasarkan Mazhab Syafii,
namun dalam penelitian ini tidak dikaitkan dengan Standar Sertifikasi
Penyembelihan Halal MUI.

b. Berdasarkan skripsi Evi Yuliana Tahun 2020 tentang Analisis Fatwa MUI
Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal

Terhadap Pemotongan Ayam di RPH “Restu Ibu” Desa Karang Kecamatan

%2Achmad Arif, dkk., “Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Menurut Mazhab Syafi’1 di
Rumah Potong Ayam di Ponorogo”, ljtihad 8, no. 1 (2022): h. 41.
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Balong Kabupaten Ponorogo, dari hasil penelitian lapangan (Field Research)
tersebut disimpulkan bahwa masih ditemukan hasil sembelihan yang tidak sesuai
dengan standar MUI diantaranya tentang kesehatan hewan, kemudian
penyembelihan, dimana masih ditemukan ayam yang gagal dalam proses
penyembelihan yaitu masih adanya urat nadi yang belum terputus secara
sempurna serta tidak dipisahkannya antara hewan yang gagal sembelih dan
hewan yang telah memenuhi syarat penyembelihan. Persamaan penelitian
tersebut dengan penelitian-yang akan dilakukan- adalah terkait dengan Fatwa
MUI Nomor 12 Tahun 2009, dan adapun perbedaan dengan penelitian yang akan
dilakukan adalah terletak pada metode penelitian-yang digunakan, dimana
metode penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut merupakan penelitian
lapangan yaitu peneliti menjelaskan tentang penerapan Fatwa MUl Nomor 12
Tahun 2009 tersebut di Rumah Potong Hewan atau sisi empiris dalam penelitian
hukum.

c. Kemudian hasil penelitian Siti Aisyah Tahun 2020 ' tentang Praktek
Penyembelihan Ayam Potong di Pasar Angso Duo ditinjau dari Fatwa MUI
Nomor 12 Tahun 2009, dari hasil penelitian lapangan diperoleh hasil penelitian
bahwa penyembelihan di tempat tersebut tidak memenuhi standar Fatwa MUI
sehingga hasil penyembelihan dinyatakan haram dimana pembacaan bismillah
hanya dilakukan sekali sebelum menyembelih secara massal, nhamun setelah
diadakan sosialisi maka pelaksanaan penyembelihan telah sesuai dengan Fatwa

MUI. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan

3Evy Yuliana, “Analisis Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi
Penyembelihan Halal Terhadap Pemotongan Ayam di RPH “Restu Ibu” Desa Karang Kecamatan
Balong Kabupaten Ponorogo”, Skripsi (Ponorogo: Fak. Syariah IAIN Ponorogo, 2020).

3Siti Aisyah, “Praktek Penyembelihan Ayam Potong di Pasar Angso Duo ditinjau dari
Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 20097, Skripsi (Jambi: Fak. Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi,
2020).
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adalah terkait dengan Fatwa MUl Nomor 12 Tahun 2009, dan adapun perbedaan
dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada metode penelitian
yang merupakan penelitian lapangan, dimana peneliti menjelaskan tentang
penerapan Fatwa tersebut di Pasar-Angso atau sisi empiris dalam penelitian
hukum.

d. Kemudian hasil penelitian Novita Nanda Sari BR. Ritonga Tahun 2018 tentang
Pemotongan Ayam Oleh Pedagang Ayam Potong di Pasar Tradisional
Sukaramai Medan Area ‘Kota Medan (Tinjauan.Menurut Standar Srtifikasi
Penyembelihan Halal Menurut Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009)*° dengan
kesimpulan bahwa masih ada hasil sembelihan yang tidak. memenuhi standar
MUI dari tiga tempat yang diteliti, diantaranya dari 800 ekor ayam yang
disembelih 9 diantaranya gagal penyembelihan, kemudian dari 1.000 ekor ayam
yang-disembelih 5 diantaranya gagal penyembelihan, serta dari 800 ekor ayam
yang. disebelih 6 diantaranya gagal-penyembelihan. Persamaan penelitian
tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terkait dengan Fatwa
MUI Nomor 12 Tahun 2009, dan adapun perbedaan dengan penelitian yang akan
dilakukan adalah terletak pada metode penelitian yang merupakan penelitian
lapangan (Field Research), dimana peneliti menjelaskan tentang sisi empiris
dalam penelitian hukum atau penerapan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 pada

Pedagang Ayam Potong di Pasar Tradisonal Sukaramai.

E. Metodologi Penelitian

Metode adalah teknik, tata cara ataupun prosedur. Sedangkan penelitian

pada dasarnya merupakan suatu upaya pencaharian atau di sebut dengan istilah

*Novita Nanda Sari BR. Ritonga, “Pemotongan Ayam Oleh Pedagang Ayam Potong di
Pasar Tradisional Sukaramai Medan Area Kota Medan (Tinjauan Menurut Standar Srtifikasi
Penyembelihan Halal Menurut Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009)”, Skripsi (Medan: Fak. Syariah
dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2018).
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bahasa Inggris research yang berarti mencari kembali.®® Metodologi mempunyai
peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, dengan
menggunakan teknik serta alat-alat untuk mendapatkan suatu kebenaran yang
objektif dan terarah. Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu
penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,

metodologis, dan konsisten.®” Metode penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian -ini- merupakan penelitian deskriptif dimana penelitian ini
bertujuan untuk. menggambarkan aspek hukum seputar penyembelihan dalam
perspektif .mazhab. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian. yang bertujuan
untuk melukiskan (menggambarkan) suatu permasalahan di daerah tertentu atau
pada saat tertentu.

Menurut Sugiyono sebagaimana dikutip oleh Suteki (2018) ' menyatakan
bahwa metode deskriptif ini adalah suatu metode yang . digunakan untuk
menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan
untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian deskriptif bertujuan untuk
menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi

atau mengenai bidang tertentu.*®

2. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Penelitian Hukum

Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

%Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.
27.

$7Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 17.

%8Suteki, dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)
(Cet. I; Depok: Rajawali Pers. 2018), h.133.
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bahan pustaka atau bahan sekunder belaka,®® pendekatan ini diperlukan untuk
menelusuri suatu sumber hukum atau materi hukum yaitu dengan menelusuri atau
mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur’an dan hadis Nabi saw. serta
literatur para ulama.

Studi hukum dapat dilakukan dari dua sisi yaitu dari sisi normatif dan dari
sisi empiris. Perbedaan antara studi hukum yang normatif dan empiris membawa
pada konsekuensi pada langkah-langkah teknis penelitian yang harus ditempuh.
Meskipun dasar-dasar metodologi antara keduanya tidak berbeda, namun langkah-
langkah teknis dan.desain-desain penelitian yang. dibuat dalam dua tipe penelitian
hukum tersebut kenyataannya berbeda. Satu sisi menekankan pada langkah-langkah
spekulatif-kontemplatif dari analisis normatif-kualitatif, sedangkan yang lain lebih
menekankan -~ pada langkah observasi dan analisis yang bersifat empirik-
kuantitatif.*

Selain itu untuk mendukung pendekatan penelitian tersebut di atas maka
digunakan pula Comparative Approach (pendekatan perbandingan). Pendekatan ini
dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan
hukum itu sendiri merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu Negara
dengan hukum Negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum
dari waktu yang lain. Tujuan dari perbandingan tersebut adalah untuk memperoleh
perbedaan dan persamaan hukumnya.*! Pendekatan perbandingan juga dapat
digunakan oleh peneliti dalam hal permasalahan  penelitiannya yang
mempermasalahkan adanya kekosongan norma. Artinya, tidak ada norma yang

dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu, atau diperlukan norma yang sama

%9Soerjono dan Sri dalam Henni Muchtar, “Analisis Yuridis Normatif Singkronisasi
Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia”, Humanus 14, no. 1 (2015), h. 80-91.

40Spetandyo Wingnyosoebroto dalam Faisar Ananda dan Watni Marpaung, Metodologi
Penelitian Hukum Islam, (Cet. II' Jakarta: Kencana, 2018) h. 62.

41Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum (Cet. |; Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 63.
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sekali baru untuk mengaturnya.*’Sementara pada penelitian yang kami lakukan
adalah membandingkan antara fatwa MUI tentang standar sertifikasi
penyembelihan halal dengan pandangan ulama-ulama berdasarkan mazhab tentang

standar penyembelihan halal.

3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data penulisan dilakukan dengan mengumpulkan data bahan
bacaan berupa kitab-kitab atau buku-buku, maupun literatur lainnya yang berkaitan
dengan pembahasan penelitian.
Adapun sumber data penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Sumber data primer, yaitu sumber yang diperoleh melalui'sumber kitab suci Al-
Qur’an dan hadis, beserta literatur fikih yang ditulis oleh para ulama Mazhab
Syafii dan'Hambali tentang penyembelihan.

b. Sumber data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, seperti buku-buku atau literatur lainnya yang secara umum
berkaitan dengan penyembelihan dan bersandar pada Mazhab Syafii dan

Hambali serta membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penulisan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Untuk pengolahan data, penulis menggunakan metode kepustakaan yaitu
dengan mengolah data yang telah dikumpulkan dari artikel ilmiah, buku-buku yang
memuat pendapat para ulama Mazhab Syafii dan Hambali dalam permasalah
penyembelihan, serta sumber lain yang sesuai dengan penelitian dengan cara
mengartikan kata, menguraikan serta menelaah dari data-data yang telah

dikumpulkan.

42| Made Pasek Diantha dalam Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum (Cet. I; Yogyakarta:
Deepublish, 2021), h. 63.
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Menurut Faisar Ananda dan Watni Marpaung (2018) Secara singkat studi

kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan misalnya;
a. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
b. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan yang digunakan.
c. Sebagai sumber data sekunder.
d. Mengetahui historis dari perspektif dan permasalahan penelitiannya.
e. Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis  data yang dapat

digunakan.
f. Memperkaya ide-ide baru.
g. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama-dan siapa pemakai

hasilnya.*®

Data yang telah dikumpulkan dan diolah sedemikian-rupa, selanjutnya

dianalisis. Untuk itu analisis data dengan-menguraikannya dalam bentuk kalimat
yang teratur, runtun, sesuai logika, dan efektif sehingga mempermudah pemahaman
hasil analisis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan metode
reflektif, yaitu mengkombinasikan antara pola fikir deduktif dan induktif dengan
menjabarkan permasalahan kemudian dari-hasil komparasi ditarik kesimpulan.**
Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bidang kajiannya adalah kitab-kitab fikih
yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang seputar penyembelihan. Metode ini
dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dan bahan dari sumber tersebut
kemudian membandingkan pandangan mazhab terkait dengan permasalahan yang

dibahas, dimana tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pandangan

®Faisar Ananda dan Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Cet. II
Jakarta: Kencana, 2018) h. 62.

4Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 111; Yogyakarta: Rakesarasin,
1996), h. 6.
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ulama Mazhab Syafii dan Hambali terhadap standar sertifikasi penyembelihan

halal berdasarkan fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan

dari penelitian ini adalah:
a. Untuk Mengetahui Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal berdasarkan Fatwa
MUI Nomor 12 Tahun 2009
b. Untuk Mengetahui pandangan Mazhab Syafii dan Hambali tentang standar
sertifikasi-penyembelihan halal
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran ‘besar dalam
pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam..bidang fikih, dan
memberikan konstribusi yang signifikan bagi para intelektual dalam hal
peningkatan wawasan pengetahuan keagamaan dan sebagainya.

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau menjadi rujukan dalam
penelitian selanjutnya, mengenai pembahasan tentang fikih, terkhusus pada standar
penyembelihan hewan.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai kegiatan ilmiah, skripsi ini diharapkan bisa memberi kontribusi
kepada masyarakat terkhusus bagi pelaku usaha penyembelihan atau RPH (Rumah
Potong Hewan).

Masyarakat dapat lebih memahami secara mendalam terhadap batasan-
batasan yang telah ditetapkan Islam dalam hal fikih, dan terkhusus dalam hal

standar penyembelihan hewan.



BAB 11
GAMBARAN UMUM TENTANG PENYEMBELIHAN DAN
SERTIFIKASI HALAL

A. Syariat Penyembelihan Hewan

1. Pengertian Penyembelihan

Penyembelinan dalam bahasa Arab menggunakan kata éuﬂ\‘ ’C-'J-‘ ‘és dan
kata DA A% HAd serta Kata 4985 « 8X &3 dan dalam bab beberapa kitab
fikih menggunakan kata S atau £G3) bentuk jamak dari” &3, Penyembelihan
secara umum menggunakan kata 583 Karena S8 mencakup édﬂ\ dan a3

sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn Usaimin.
140N e e 3a el 848 08 3 A3 31 YA el sl a5 AN

Artinya:

Penyembelihan adalah menyembelih (leher bagian bawah) hewan-hewan
yang halal dan hidup di darat atau menyembelih (leher bagian atas) atau
melukai pada tempat-tempat tertentu dari bagian tubuh hewan.

2. Dalil-dalil tentang Penyembelihan

Dalil-dalil tentang penyembelihan telah disebutkan dalam Al-Qur’an
maupun pada hadis Rasulullah saw.. Tidak hanya tentang penyembelihan secara
umum tapi juga secara khusus. Berikut adalah beberapa dalil-dalil dalam Al-Qur’an
dan Hadis terkait dengan syariat penyembelihan.

a. Menyebut nama Allah Swt. ketika menyembelih
Sebagai bentuk keimanan kepada Allah Swt. adalah menyebut nama Allah

ketika melakukan penyembelihan Q.S. Al-An’am/6: 118.

!Muhamad ibn Saleh ibn Muhamad ibn Usaimin, Ahkam al-Udhiyyah wa al-Zakah, Juz 2
(Cet. I; Makah: Dar al-Tsigah linnasyr wa al-Tauzi’, 1412 H/1992 M), h. 259.

22
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Giiase s B8 &) adle ) 4l 555 Las |G
Terjemahnya:
Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketlka disembelih) disebut
nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.?

Larangan mengonsumsi makanan yang tidak disebutkan nama Allah
padanya (Q.S. Al-An’am/6: 121).
S5 ) 6 s Gl &5 Gl A5 ale ) &Y Tl | BB Y
Ol ) g kil ()5 & sl
Terjemahnya:

Janganlah kamu.makan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih)
tidak disebut: nama- Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan.
Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan-kepada. kawan-kawannya
agar-mereka agar mereka membantah kamu. Dan Jjika- kamu menuruti
mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik.®

b. Binatang ternak adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi.

aas A Ehana dis s [ das e ale B V) e e &1 4
Wl

Terjemahnya:

Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu,
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau
umrah) (Q.S. Al-Ma’idah/5; 1).4

&jﬁﬁ@jé&jiuaweﬁ\.@h AP
Terjemahnya:

Dan hewan ternak telah diciptakan-Nya untuk kamu, padanya ada (bulu)
yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebaglannya kamu makan
(Q.S. Al-Nahl/16: 5).°

2Kementerian Agama R.l., Al-Qur’an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna),
(Bandung: Cordoba, 2017), h. 142.

3Kementerian Agama R.1., Al-Qur’an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna), h.
143.

4Kementerian Agama R.1., Al-Qur’an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna), h.
106.

SKementerian Agama R.1., Al-Qur’an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna), h.
267.
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c. Binatang yang diharamkan dan yang halal kecuali melalui penyembelihan
Allah Swt,. menjelaskan tentang hewan-hewan yang haram untuk
dikonsumsi, diantaranya hewan yang telah mati (bangkai), daging babi serta darah.
Kemudian hewan yang mengalami-kondisi-kondisi tertentu, seperti tercekik,
ditanduk atau diterkam binatang lainnya, hukumnya tidak halal kecuali telah
melalui proses penyembelihan. Diantara hewan dan kondisi yang diharamkan
sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ma’idah/5: 3.
£3 8 5l 5 ARl 5 au i) o Sl ey s siaiaals adn g sl skl e
L RERN L Y 08 5 da el s Agaoiall
Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging-babi, dan (daging)
hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang. tercekik, yang
dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan-yang diterkam binatang buas
kecuali yang sempat kamu sembelih.®

d. Penyembelihan boleh dilakukan oleh wanita dan menggunakan henda apa saja
yang mampu mengalirkan darah.
G kgl o 20 i ¢ A, B S B e el sl e
e A0 el e TA S aete 431 20 EAS Sl 05 LR Hali e
TN s A O Al el s ol e o
Artinya:

Dari Ka’ab bin Malik, bahwasanya seorang wanita telah menyembelih
seekor domba dengan sebuah batu, maka Nabi saw. ditanya tentang hal
tersebut, maka Rasulullah saw. memerintahkan untuk memakannya. Dan
Al-Laits berkata : menceritakan kepada kami Nafi’ bahwa sesungguhnya ia
mendengar seorang laki-laki dari kalangan Anshar mengabarkan kepada
Abdullah dari Nabi saw. bahwa wanita tersebut adalah budak Ka’ab.

bKementerian Agama R.1., Al-Qur’an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna), h.
108.

"Abu Abdillah Muhamad ibn Ismail Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Juz 5 (Damaskus: Dar
Ibnu Katsir, 1993), h. 2096, nomor hadis 5185.
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e. Menajamkan pisau untuk sembelihan dan menenangkannya termasuk bentuk

ihsan
R ehj‘\ﬂf— B L i U5k e glilaia SBE OB Ll cn oG Ge
| siald 2250 1) Al ) 5L.ale A 138 o (K B JLAY) G
Artinya:

Dari Syaddad bin Aus ra. berkata ; dua riwayat yang telah aku hafal dari
Rasulullah saw., beliau bersabda : Sesungguhnya Allah telah mewajibkan
ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh
(pada sesuatu yang dibolehkan syari’at).maka lakukanlah dengan baik. Dan
apabila kalian menyembelih, maka lakukanlah penyembelihan dengan baik,
dan hendaklah-kalian “menajamkan pisaunya dan menenagkan hewan
sembelihannya.

f. Semua benda yang tajam dapat digunakan untuk menyembelih kecuali gigi dan
kuku
V) Ao e e 08 alg alle A e @A) JE 08 ik o 815 (o
ool
Artinya:

Dari Rafi’ bin Khadij berkata : Rasulullah saw. bersabda: Makanlah I, yaitu
sembelihan yang disembelih dengan apa saja yang mampu mengalirkan
darah kecuali gigi dan kuku.

g. Hewan yang diperbolehkan dikonsumsi setelah disembelih

Dalam sebuah riwayat Rasulullah saw. menyembelih seekor kuda,
berdasarkan riwayat dari sahabat Asma’ binti Abu Bakr. Hal tersebut menunjukkan
bolehnya mengonsumsi kuda selain memiliki berbagai bermanfaat, diantaranya

sebagai alat transportasi.

8Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim, Al-Jami’ al-Sahih (Sahih Muslim), Juz 6 (Turki: Dar al-
Taba’ah al-‘Amirah, 1334 H), h. 72, no. 1955.

®Abu Abdillah Muhamad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari,
Sahih al-Bukhart, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dar Tauq al-Najah, 1422 H), h. 92, no. 5506.
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Artinya:
Dari Asma binti Abi Bakr ra. berkata: Kami pada masa Rasulullah saw.
menyembelih seekor kuda lalu kami memakannya.

h. Diperboleh memanfaatkan kulit-dari hewan yang statusnya bangkai tetapi tidak
untuk memakannya

8 e gflar | A Blman 5 - g alle 0 o @ Ol B e o ce
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Artinya:

Dari-lbn Abbas, sesungguhnya Rasulullah saw. mendapati bangkai domba,
kemudian diberikan kepada orang yang telah memerdekakan Maimunah
sebagai bentuk sedekah, kemudian Rasulullah saw. bertanya: Tidakkah
engkau memanfaatkan kulitnya?. Maka mereka berkata: sesungguhnya itu
adalah bangkai. Kemudian Rasulullah bersabda: sesunggunya hanya
diharamkan untuk memakannya. (hadis) Dikeluarkan oleh Al-Bukhari
dalam “Al-Sahih” dari Sa’id bin Kasir bin”Ufair, dan dikeluarkan pula oleh
Muslim dari Abu Tahir, keduanya dari Ibn Wahb. Mereka berkata: Maka
(Rasulullan) 'menghususkan keharaman memakannya. Dan telah
meriwayatkan Abu Bakr al-Huzaly dari Al-Zuhry dalam hadis ini sebagai
tambahan tidak menyertainya, baginya sigah.

i. Bagian tubuh hewan yang dipotong adalah bangkai

©Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn lorahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-
Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 7, h. 93, no. 5510.

1 Abu Bakr Ahmad ibn Al-Husayn ibn Ali al-Baihaqt, Al-Sunan al-Kubra, Juz 1 (Cet. I;
Kairo: Markaz Hijr li al-Buhtis wa al-Dirasat al-Arabiyyati wa al-Islamiyyah, 1432 H/2011 M), h.
63, no. 77.
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Artinya:

Dari Abu Waqid, berkata kepadaku Rasulullah saw.: Apa (bagian tubuh)
yang dipotong dari hewan sementara ia (hewan tersebut) dalam keadaan
hidup, maka bagian yang dipotong tersebut adalah bangkai. Dan telah
dijadikan dalil dengan hadis ini terkait dengan rambut dan kuku.

B. Sertifikasi Halal
1. Pengertian Sertifikasi-Halal

Berdasarkan Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI (2012) Lembaga
Pengkajian-Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, disebutkan
bahwa LPPOM MUI merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI dengan
tugas menjalankan fungsi MUI untuk melindungi konsumen muslim dalam
mengkonsumsi makanan, minuman obat-obatan maupun.kosmetika:** Selain itu
LPPOM MUI dalam menjalankan fungsi MUI pula dalam mengkaji kehalalan suatu
produk pangan, obat-obatan dan kosmetika dalam sudut pandang sains dan
teknologi sebagai dasar dalam menetapkan status hukum atas suatu produk yang
akan disertifikasi halal.** Sertifikasi Halal dilakukan agar produsen memperoleh
pengakuan serta jaminan akan kehalalan suatu produk bagi konsumen maka ada
suatu langkah yang perlu dilakukan. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan
oleh Lies Afroniyati (2014) bahwa produk yang beredar di Indonesia sangat
beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada

setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen

2Abu Bakr Ahmad ibn Al-Husayn ibn Ali al-Baihaqt, Al-Sunan al-Kubra, Juz 1, h. 63, no.
79.

13| PPOM-MUI, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI, Jakarta:
LPPOM-MUI, 2008.h. 9.

14Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru (Jakarta: Emir
Cakrawala Islam, 2015), h. 8.
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dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi
produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya
warga muslim.*®

Sertifikasi Halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan
melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku,
proses produksi , dan Sistem Jaminan Halal (SJH) produk pada suatu perusahaan
sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan olen LPPOM MUI.1® Sistem Jaminan
Halal (SJH) dibentuk untuk..menjamin serta mempertahankan atau menjaga
kesinambungan kehalalansuatu produk.

Sistem Jaminan Halal (SJH) merupakan suatu-sistem.manajemen yang
disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk
menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM
MUI. Suatu perusahaan atau badan usaha yang telah diakui kehalalannya oleh MUI
maka berhak atas Sertifikat Halal.-Selanjutnya Sertifikat Halal merupakan fatwa
tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang
merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang
dilakukan olen LPPOM MUI."Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maka Sertifikat Halal dikeluarkan oleh
BPJPH bherdasarkan keputusan dari Komisi- Fatwa MUI tentang kehalalan suatu

produk.

1 Lies Afroniyati, “Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama
Indonesia”, Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik 18, no. 1 (2014): h. 37-52.

18] PPOM-MUI, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI, h. 8.
YLPPOM-MUI, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI, h. 8.
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2. Prosedur Sertifikasi Halal

Sertifikasi melibatkan 3 pihak yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga
pemeriksa halal (LPH), dan MUI. BPJH melaksanakan penyelenggaraan jaminan
produk halal yaitu dari Kementerian Agama Republik Indonesia. LPPOM MUI
melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan
audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian
berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa
menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan ketetapan
halal MUI.

Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, perusahaan harus sudah
menerapkan Sistem-Jaminan Halal (SJH) yang sesuai dengan regulasi pemerintah
dan HAS 23000. Untuk penerapan SJH yang sesuai, perusahaan perlu memahami
terlebih dahulu kriteria SJH yang dipersyaratkan dalam HAS 23000.

HAS . 23000 disusun berbasis tematik sesuai dengan proses bisnis
perusahaan. LPPOM MUI menyediakan buku HAS 23000 untuk perusahaan yang
ingin memahami lebih dalam tentang persyaratan sistem jaminan halal. Buku
tersedia dalam bentuk buku cetak dan e-book yang dapat dipesan. Selain itu,
perusahaan juga dapat mengikuti pelatihan SJH yang diselenggarakan oleh lembaga
pelatihan SJH yang kompeten, sebagaimana yang tertera pada website resmi
LPPOM MUI (2023).18

Pada website resmi LPPOM MUI (2023) disebutkan pula bahwa HAS
23000 merupakan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI
guna sertifikasi halal suatu produk. Persyaratan tersebut berisi Kriteria Sistem

Jaminan Halal (SJH) dan persyaratan lain, seperti kebijakan dan prosedur sertifikasi

18_embaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
(LPPOM  MUI), “Pemeriksaan Kehalalan Produk”, Situs Resmi LPPOM MUI,
https://halalmui.org/pemeriksaan-kehalalan-produk/, (30 Mei 2023).


https://halalmui.org/pemeriksaan-kehalalan-produk/
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halal. Berdasarkan website resmi LPPOM MUI dijelaskan terkait tentang Sistem
Jaminan Halal yang tertuang dalam HAS 23000. Terdapat 11 kriteria SJH yang
dicakup dalam HAS 23000. Seluruh Kkriteria tersebut wajib dipenuhi oleh
perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal untuk produknya. Berikut

adalah 11 kriteria SJH:1°

a. Kebijakan Halal

Kebijakan halal adalah komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal
secara konsisten.. Kebijakan halal harus ditetapkan dan didiseminasikan kepada
pihak yang berkepentingan.
b. Tim Manajemen Halal

List ttem Description manajemen halal adalah sekelompok orang yang
bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi. dan perbaikan
sistem jaminan halal di perusahaan. Manajemen puncak harus menetapkan tim
manajemen halal dengan disertai bukti tertulis. Tanggung jawab tim manajemen
halal harus diuraikan dengan jelas. Manajemen puncak harus menyediakan sumber
daya yang diperlukan oleh tim manajemen halal.
c. Pelatihan

Pelatinan ‘adalah kegiatan peningkatan pengetahuan (knowledge),
keterampilan (skill), dan sikap (attitude) untuk mencapai tingkat kompetensi yang
diinginkan. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan.
Pelatihan harus diberikan oleh personel yang memiliki kompetensi dalam

merencanakan, implementasi, evaluasi dan perbaikan sistem jaminan halal sesuai

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
(LPPOM MUI), “Kriteria Sistem Jaminan Halal Dalam HAS23000”, Situs Resmi LPPOM MUI,
https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/, (30 Mei 2023).
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dengan persyaratan sertifikasi halal. Pelatihan harus dilaksanakan setidaknya
setahun sekali. Hasil pelatihan internal harus dievaluasi untuk memastikan
kompetensi peserta pelatihan.
d. Bahan
Bahan ini mencakup:
1. Bahan baku (raw material), yaitu bahan utama untuk menghasilkan
produk
2. Bahan tambahan (additive), yaitu bahan tambahan untuk meningkatkan
sifat produk
3. Bahan penolong (processing aid), yaitu bahan yang digunakan untuk
membantu produksi tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk
(ingredient)
4. Kemasan yang kontak langsung dengan bahan dan produk
5. Pelumas (greases) yang-digunakan untuk mesin yang kemungkinan
kontak lengsung dengan bahan dan produk
6. Sanitizer dan bahan pembersih untuk sanitasi fasilitas/peralatan yang
menangani bahan dan produk
7. Media validasi hasil pencucian yang kontak langsung dengan produk.
e. Fasilitas Produksi
Fasilitas produksi mencakup bangunan, ruangan, mesin dan peralatan utama
serta peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk. Persyaratan
fasilitas produksi untuk setiap produk berdeda berdasarkan jenis usaha produksi:

1) Industri Olahan Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika
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a) Semua pabrik, baik milik sendiri maupun yang disewa dari pihak lain, untuk
menghasilkan produk yang didaftarkan dan dipasarkan di Indonesia harus
didaftarkan.?

b) Produksi halal dapat dilakukan di halal dedicated facility dan sharing facility.

c) Fasilitas pendingin (chiller/refrigerator dan freezer) yang digunakan untuk
menyimpan bahan dari bagian tubuh hewan sembelihan dan produk olahannya,
harus halal dedicated.?

d) Fasilitas selain yang disebutkan pada point (c).di atas dapat bersifat sharing
facility. Jika produksi halal dilakukan di sharing facility, maka semua fasilitas
yang kontak langsung dengan bahan atau produk harus bersifat bebas bahan babi
dan turunannya (pork/porcine free).

e) Untuk sharing facility pada point (d) di atas, perusahan perlu menjamin fasilitas
dibersihkan terlebih dahulu saat pergantian produksi dari produksi produk yang
tidak disertifikasi ke produk yang disertifikasi apabila terdapat bahan turunan
hewan (selain babi) untuk produk yang tidak disertifikasi.

2) Restoran/Katering/Dapur

a) Semua dapur, gudang dan outlet yang digunakan untuk menghasilkan produk,
baik milik sendiri atau disewa daripihak lain, harus didaftarkan.

b) Fasilitas berikut harus bersifat halal dedicated facility.

Outlet restoran yang dilengkapi fasilitas pendingin (chiller/refrigerator dan
freezer) di dapur atau di gudang di luar outlet yang digunakan untuk menyimpan

daging atau produk olahannya.

20 embaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
(LPPOM MUI), “Kriteria Sistem Jaminan Halal Dalam HAS23000”, Situs Resmi LPPOM MUI,
https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/, (30 Mei 2023).

2l embaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
(LPPOM MUI), “Kriteria Sistem Jaminan Halal Dalam HAS23000”, Situs Resmi LPPOM MUI,
https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/, (30 Mei 2023).
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c) Fasilitas selain yang telah disebutkan pada poin (b) di atas dapat bersifat sharing
facility, maka semua fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk
harus bersifat bebas babi (pork free).

3) Rumah Potong Hewan (RPH)

a) Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal (tidak
bercampur dengan pemotongan untuk hewan tidak ‘halal (halal dedicated
facility).

b) Lokasi RPH harus terpisah.secara nyata dari RPH/peternakan babi, yaitu RPH
tidak berlokasi dalam satu site dengan RPH babi, tidak bersebelahan dengan site
RPH babi, dan berjarak minimal radius 5 km dari peternakan babi, serta tidak
terjadi kontaminasi silang antara RPH halal dan RPH/peternakan babi.

c) Jika proses deboning dilakukan di luar RPH tersebut (misal: unit penanganan
daging), maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH- halal.

d) Alat penyembelihan harus memenuhipersyaratan berikut:

Tajam, bukan berasal dari kuku, gigi/taring atau tulang, ukuran disesuaikan
dengan leherhewan yang akan dipotong, dan tidak diasah di depan hewan yang
akan disembelih. Untuk alat penyembelihan mekanis harus memenuhi
persyaratan penyembelihan halal.

f. Produk

Produk yang didaftarkan dapat berupa produk retail, non retail, produk akhir
atau produk antara (intermediate). Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh
memiliki kecendrungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram. Bentuk
produk tidak menggunakan bentuk produk, bentuk kemasan atau label yang
menggambarkan sifat erotis, vulgar atau porno. Khusus untuk produk retail, jika

suatu produk dengan merk/brand tertentu didaftarkan, maka semua varian atau
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produk lain dengan merk/brand yang sama yang dipasarkan di Indonesia harus
didaftarkan.??
g. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis
Aktivitas kritis adalah aktivitas yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk.
Secara umum aktivitas kritis mencakup:

1) Penggunaan bahan baru untuk produk

2) Formulasi dan pengembangan produk

3) Pemeriksaan bahan datang

4) Produksi

5) Pencucian fasilitas produksi

6) Penyimpanan bahan dan produk

7) Transportasi bahan dan produk

Ruang lingkup aktivitas kritis dapat bervariasi sesuai dengan proses bisnis
perusahaan. Prosedur tertulis dapat berupa SOP (Standard Oprating Prosedure),
intruksi ‘kerja atau bentuk panduan kerja yang lain. Prosedur tertulis ini dapat
digabungkan dengan prosedur sistem lain yang diterapkan perusahaan.
h. Kemampuan Telusur
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis yang menjamin

ketertelusuran produk yang disertifikasi yang menjamin produk tersebut dapat
ditelusuri berasal dari bahan yang disetujui LPPOM MUI dan diproduksi di fasilitas
yang memenuhi Kkriteria fasilitas.?®

i. Penanganan Produk Yang Tidak Memenuhi Kriteria

22| embaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
(LPPOM MUI), “Kriteria Sistem Jaminan Halal Dalam HAS23000”, Situs Resmi LPPOM MUI,
https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/, (30 Mei 2023).

ZLembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
(LPPOM MUI), “Kriteria Sistem Jaminan Halal Dalam HAS23000”, Situs Resmi LPPOM MUI,
https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/, (30 Mei 2023).
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Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis menangani produk yang
tidak memenuhi kriteria yang menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria tidak
diproses ulang atau di downgrade dan harus dimusnahkan atau tidak dijual ke
konsumen yang membutuhkan produk halal. Jika produk sudah terlanjur dijual,
maka produk harus ditarik.?*

J. Audit Internal

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan
SJH. Audit internal harus dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Jika
ditemukan kelemahan (tidak terpenuhinya kriteria) dalam.audit internal, maka
perusahaan harus mengidentifikasi akar penyebabnya dan melakukan perbaikan.
Pernaikan- harus-dilakukan dengan target waktu yang jelas-dan harus mampu
menyelesaikan kelemahan serta mencegah terulangnya di masa yang akan datang.
k. Kaji-Ulang Manajemen

Perusahaan harus mempunyaiprosedur tertulis kaji ulang manajemen. Kaji
ulang manajemen harus dilakukan setidaknya sekali dalam setahun.

Pendaftaran sertifikasi halal diawali dengan pengajuan permohonan STTD
(Surat - Tanda Terima Dokumen) ke BPJPH. Informasi terkait pengajuan
permohonan STTD dan dokumen yang dipersyaratkan oleh BPJPH dapat
ditemukan dalam laman www.halal.go.id. Selanjutnya, perusahaan agar memilih
LPPOM MUI untuk pemeriksaan kehalalan produk.

Sejak tanggal 17 Oktober 2019 pelaksanaan sertifikasi dilakukan oleh
BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dalam hal ini adalah

Kementrian Agama.?® Namun dalam proses pendaftaran BPJPH bersinergi dengan

% embaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
(LPPOM  MUI), “Pemeriksaan Kehalalan Produk”, Situs Resmi LPPOM MUI,
https://halalmui.org/pemeriksaan-kehalalan-produk/, (30 Mei 2023).

%Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), “Pendaftaran Sertifikat Halal”,
Situs Resmi BPJPH, https://sihalal.com/, (4 Juli 2023).


http://www.halal.go.id/
https://halalmui.org/pemeriksaan-kehalalan-produk/
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LPPOM MUI, sehingga proses pendaftaran dapat dilakukan di ptsp.halal.go.id dan
CEROL-SS23000 melalui website www.e-lppommui.org. Dalam Surat Keputusan
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satuan Tugas Layanan
Sertifikasi Halal Daerah disebutkan bahwa permohonan pengembangan produk
yang sertifikat halalnya dikeluarkan MUI dan masih berlaku, disampaikan secara
langsung kepada LPPOM-MUI. Kemudian, pengembangan produk yang sertifikat
halalnya dikeluarkan oleh BRPJPH, permohonan diajukan kepada BPJPH.
Pendaftaran ke LPPOM MUI dilakukan secara online menggunakan sistem
CEROL-SS23000 « melalui website www.e-lppommui.org.”.Di sistem online
CEROL-SS23000, perusahaan perlu mengisi data registrasi,-data fasilitas, data
produk, data bahan, data matriks bahan beserta produk, dan mengunggah sejumlah
dokumen —yang dipersyaratkan. Adapun dokumen-dokumen - _yang perlu
dipersiapkam oleh perusahaan untuk proses lebih lanjut adalah sebagai berikut ;
1. Ketetapan Halal sebelumnya untuk kelompok produk yang sama (khusus
registrasi pengembangan atau perpanjangan)
2. Manual SJH/SJPH (khusus registrasi baru, pengembangan dengan status
SJH B, atau perpanjangan).
3. Status/Sertifikat SJH terakhir (khusus registrasi pengembangan atau
perpanjangan)
4. Diagram alir proses produksi untuk produk yang didaftarkan (untuk setiap
jenis produk)
5. Pernyataan dari pemilik fasilitas produksi bahwa fasilitas produksi yang
kontak langsung dengan bahan dan produk (termasuk peralatan pembantu)
tidak digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan

produk yang mengandung babi/turunannya atau jika pernah digunakan


http://www.e-lppommui.org/
http://www.e-lppommui.org/
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untuk memproduksi produk yang mengandung babi dan turunannya maka
telah dilakukan pencucian 7 kali menggunakan air dan salah satunya
menggunakan tanah, sabun, deterjen atau bahan kimia yang dapat
menghilangkan bau dan warna najis.

6. Daftar alamat seluruh fasilitas produksi, termasuk pabrik maklon dan
gudang bahan/produk intermediet. Khusus untuk restoran, fasilitas yang
diinformasikan perlu mencakup kantor pusat, dapur eksternal, dan tempat
makan atau minum, Khusus untuk produk gelatin, jika bahan baku (kulit,
tulang, kerongkongan, bone chips, dan/atau 0ssein) tidak bersertifikat halal,
maka alamat seluruh pemasok bahan baku, juga harus dicantumkan.

7. Buktrdiseminasi kebijakan halal.

8. Bukti kompetensi tim manajemen halal, seperti sertifikat penyelia halal,
sertifikat pelatihan eksternal dan/atau bukti pelatihan- internal (daftar
kehadiran, materi pelatihandan-evaluasi pelatihan).. Khusus registrasi
pengembangan fasilitas, diperlukan bukti pelatihan internal di fasilitas baru
tersebut.

9. Bukti pelaksanaan audit internal SJH.

10. Bukti ijin perusahaan seperti: NIB, Surat Izin Usaha Industri, Surat Izin
Usaha Mikro dan Kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atau Surat
Keterangan Keberadaan Sarana Produksi yang diterbitkan oleh perangkat

daerah setempat (untuk perusahaan yang berlokasi di Indonesia).?’

%] embaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
(LPPOM  MUI), “Pemeriksaan Kehalalan Produk”, Situs Resmi LPPOM MUI,
https://halalmui.org/pemeriksaan-kehalalan-produk/, (30 Mei 2023).

2"Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
(LPPOM  MUI), “Pemeriksaan Kehalalan Produk”, Situs Resmi LPPOM MUI,
https://halalmui.org/pemeriksaan-kehalalan-produk/, (30 Mei 2023).
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11. Sertifikat atau bukti penerapan sistem mutu atau keamanan produk (bila

ada) sertifikat HACCP, GMP, FSSC 22000 untuk pangan, sertifikat laik
hygiene sanitasi untuk restoran dan jasa boga, Cara Pembuatan Pangan yang
Baik (CPPB), Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Cara Pembuatan

Kosmetika yang Baik, dan sebagainya.

12. STTD dari BPJPH.

Khusus untuk pendaftaran Rumah Potong Hewan, terdapat tambahan

dokumen yang diperlukan;

1.
2.
3.

Nama Penyembelih
Metode penyembelihan (manual atau mekanik)
Metode stunning (tidak ada stunning/ada stunning mekanik atau elektrik).

Pendaftaran melalui website resmi BPJPH Kementerian Agama dapat

dilakukan_melalui ptsp.halal.go.id. Beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi

adalah sebagai berikut;

1.

w

A A

Belum pernah mendapatkan fasilitas Sertifikasi Halal dan tidak sedang/akan
menerima fasilitas Sertifikasi Halal dari pihak lain;

Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB);

Memiliki modal usaha/aset dibawah Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar
Rupiah) yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB;
Melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 (tiga) tahun;
Memiliki fasilitas produksi dan/atau outlet dan paling banyak 1 (satu);
Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi;

Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara
mandiri (jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan oleh LPH).

Menurut Hayyun (2019) Pada awalnya sertifikasi dilakukan oleh MUI

melalui LPPOM MUI. Secara garis besar alur proses sertifikasi LPPOM MUI
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terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu sebagai berikut; 1) Pelaku usaha mempersiapkan
segala kelengkapan dokumen, 2) Verifikasi dokumen oleh LPPOM MUI, 3)
Melakukan audit yang dilakukan oleh auditor LPPOM MUI, 4) MUI mengkaji dan
menetapkan kehalalan produk, 5) Penerbitan sertifikat halal. Begitu pula lembaga
yang terlibat dalam sertifikasi halal pada awalnya terdiri dari (1) MUI melalui
Komisi Fatwa sebagai pemberi fatwa dan sertifikat halal, (2) LPPOM MUI sebagai
pemeriksa kehalalan produk mulai dari bahan baku sampai proses produksi, (3)
BPOM sebagai pemberi izin.dalam pemasangan.label halal, (4) Kementerian
Agama sebagai pembuat kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat,
dan (5) Kementerian terkait lainnya.?

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal, maka terdapat beberapa perubahan terkait lembaga yang terlibat
dalam sertifikasi, yaitu (1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal (2) Lembaga
Pemeriksa Halal sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk
halal. Sedangkan LPPOM MUI akan menjadi salah satu bagian dari LPH bersama
LPH lain baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun masyarakat (3) MUI tetap
sebagai pemberi fatwa, namun tidak berwenang penuh dalam proses sertifikast halal
(4) MUI dan BPJPH bersama-sama melakukan sertifikasi terhadap auditor halal dan
akreditasi LPH.

Alur mekanisme sertifikasi halal melalui BPJPH tidak jauh berbeda dengan
alur sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI, yakni melalui lima tahapan utama.
Adapun lima tahapan tersebut yakni: 1) mendaftarkan diri dan melampirkan berkas
persyaratan; 2) BPJPH akan meneliti persyaratan yang telah dilampirkan; 3)

Melakukan audit dan pemeriksaan produk, 4) Menyerahkan hasil pemeriksaan

ZHayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan
Impementasi”, Journal of Halal Product and Research 2, no. 2 (2019): h. 75.
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kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa; dan 5) Mengeluarkan sertifikat halal jika
sudah lolos audit. Untuk saat ini, produk yang belum melakukan sertifikasi tidak
langsung terjerat oleh hukum. Namun akan diberi sosialisasi dan pembinaan serta
kurun waktu lima tahun ini akan dilakukan sertifikasi secara bertahap.?°Atau lebih
tepatnya pembinaan dan sosialisasi akan dilakukan hingga tahun 2024. Sertifikat

Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI melalui keputusan sidang.

YHayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan
Impementasi”, h. 75.

30Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru, h. 9.



BAB Il1
FATWA MUI TENTANG PENYEMBELIHAN HALAL

A. Sejarah MUI

Menurut Abdul Azis Thaba (1996) Setiap babak sejarah di Indonesia mulai
dari zaman kerajaan sampai saat ini, para ulama telah berkiprah mengambil
perannya masing-masing di setiap perjalanan sejarah. Eksistensi ulama sangat
penting, tidak saja terlibat dalam struktur pemerintahan, tetapi juga sebagai agent
of change (agen perubahan) dalam kehidupan masyarakat, bernegara dan beragama.

Menyadari peran dantugas yang cukup penting, tuntutan dan keinginan para
ulama mengkonsolidasikan diri dalam kelembagaan sebelum kemerdekaan adalah
sebuah kebutuhan vital, namun karena benturan politis selalu menjadi penghalang
dan proses pertumbuhan dan perkembangannya dan ini menjadi Sejarah penting
sebagai-awalpendirian MUI.

Masa-revolusi dan demokrasi parlementer yakni pemerintahan Soekarno
adalah cikal bakal terbentuknya MUI. Salah satu cara pemerintah Soekarno
menyelenggarakan administrasi Islam adalah dengan dibentuknya Majelis Ulama
pada bulan Oktober 1962.

Namun peran dan Kiprahnya dibatasi terutama bidang politik formal.
Fungsinya hanya mengatur persoalan keagamaan yang terdiri dari: Pertama, majelis
ulama adalah organisasi masyarakat muslimin dalam rangka Demokrasi Terpimpin.
Kedua, ikut mengambil bagian dalam penyelesaian revolusi dan pembangunan
semesta berencana sesuai dengan karya keagamaan dan keulamaan bidang mental,

rohani dan agama. Ketiga, Majelis Ulama Indonesia, bertujuan selain menjadi

tAbdul Azis Thaba, Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru (Jakarta : Gema Insani
Pres, 1996) hal. 220-221, dalam Hanif Lutfi, Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia (Cet.
I; Jakarta; Rumah Figih Publishing, 2019) h. 22.,
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penghubung masyarakat Islam dengan pemerintahan juga sebagai tempat
mengkoordinir segala usaha umat Islam dalam bidang mental, rohani dan agama
serta tempat menampung segala persoalan umat Islam.

Bergantinya pemerintahan orde lama dengan orde baru, majelis ini pun
dibubarkan. Kebijakan orde baru juga semakin memarjinalkan peran agama dalam
politik formal dengan desakralisasi parpol, peran ulama diakui pada batas mengurus
persoalan keagamaan, di pesantren, mubalig dan lainnya. Faktor ini menjadi pemicu
untuk melahirkan wadah'baru.sebagai media untuk-mengimplementasikan politik
formalnya.

Dalam konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat
Dakwabh Jdslam disarankan untuk membentuk sebuah majelis'ulama dengan tugas
mengeluarkan fatwa. Namun saran ini baru empat tahun kemudian direalisasikan
tepatnya tahun 1974, ketika berlangsungnya lokakarya nasional-bagi juru dakwah
muslim Indanesia, di sinilah kesepakatan- membentuk majelis-majelis ulama tingkat
daerah.

Setahun kemudian ketika Presiden Soeharto menerima delegasi Dewan
Masjid Indonesia, menegaskan perlu dibentuknya Majelis Ulama Indonesia, dengan
alasan: Pertama, keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu. Kedua,
kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat direalisasikan tanpa
keikut sertaan para ulama.?

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki suatu wadah
atau lembaga sebagai tempat berkumpulnya bagi para cendikiawan muslim, para
ulama dan zu’ama yang mengayomi, membina dan membimbing serta mengatasi

persoalan-persoalan keagamaan di tengah masyarakat mulim di Indonesia.

2Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru (Jakarta : Gema Insani
Pres, 1996) hal. 220-221, dalam Hanif Lutfi, Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia (Cet.
I; Jakarta; Rumah Figih Publishing, 2019), h. 24
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Lembaga tersebut disebut dengan Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama
Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26
Juli 1975 di Jakarta.?

Pendirian MUI dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran kolektif pimpinan
umat Islam bahwa negara Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi
pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan
organisasi para ulama, zuama dan cendikiawan muslim ini merupakan konsekuensi
logis bagi berkembangnya hubungan yang harmonis.antara berbagai potensi untuk
kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Sebelum pendirian MUI, telah muncul beberapa kali pertemuan yang
melibatkan para ulama dan tokoh Islam. Pertemuan tersebut untuk mendiskusikan
gagasan akan pentingnya suatu majelis ulama yang menjalankan fungsi ijtihad
kolektif-dan memberi masukan dan nasehat keagamaan kepada pemerintah dan
masyarakat. Pada tanggal 30 September 1970 Pusat Dakwah Islam
menyelenggarakan sebuah konferensi. Konferensi tersebut = digagas untuk
membentuk sebuah majelis ulama yang berfungsi memberikan fatwa.*

Salah satu gagasan pembentukan majelis muncul dari sebuah makalah yang
dipresentasikan oleh Ibrohim Hosen yang mengutip keputusan Majma’ al-Buhiis
al-Islamiyyah (Cairo, 1964) tentang pentingnya melakukan ijtinad kolektif. Buya
Hamka, yang juga menjadi penyaji makalah saat itu, dengan keras menolak gagasan
tersebut, terutama mengenai pelibatan sarjana sekuler dalam ijtihad kolektif.
Akhirnya, sebagai ganti gagasan itu, Buya Hamka merekomendasikan kepada

Presiden Soeharto agar memilih seorang mufti yang akan memberikan nasihat

*Majelis  Ulama Indonesia (MUI), “Sejarah MUI”, Situs Resmi MUI,
https://mui.or.id/sejarah-mui/, (13 Juni 2023).

“Hanif Lutfi, Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia (Cet. |; Jakarta; Rumah Figih
Publishing, 2019), h. 25.
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kepada pemerintah dan umat Islam Indonesia. Karena muncul kontroversi, maka
tidak ada keputusan membentuk sebuah majelis.

Singkatnya, konferensi tersebut hanya merekomendasikan bahwa Pusat
Dakwah Indonesia akan melihat kembali kemungkinan tersebut dengan berbagai
pertimbangan. Selama empat tahun berikutnya, rekomendasi ini tidak diperhatikan
lagi. Pada tahun 1974, Pusat Dakwah Indonesia kembali menyelenggarakan
konferensi untuk para Dai. Konferensi menyimpulkan pentingnya pendirian majelis
ulama dan merekomendasikan para ulama 'di setiap tingkat provinsi harus
mendirikan sebuah majelis ulama. Presiden Soeharto menyatakan pentingnya
sebuah badan ulama bagi sebuah negara untuk menghadirkan muslim dalam
kehidupan antar-umat beragama. Pada tanggal 24 Mei 1975, lagi-lagi Presiden
Soeharto menekankan pentingnya sebuah majelis setelah menerima kunjungan dari
utusan Dewan Masjid Indonesia.”

Menurut Abdul Azis Thaba (1996) pada tanggal 21-27 Juli.1975 digelarlah
sebuah konferensi ulama nasional. Pesertanya terdiri dari wakil majelis ulama
daerah yang baru berdiri, pengurus pusat organisasi Islam, sejumlah ulama
independen dan empat wakil dari ABRI.® Sebagaimana disebutkan pula dalam
website resmi- MUI (2023) MULI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau
musyawarah para ulama, cendikiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai
penjuru tanah air, antara lain dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26
Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari

ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti.

SMajelis Ulama Indonesia, 20 Tahun Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Majelis Ulama
Indonesia, 1995), hal. 28, dalam Hanif Lutfi, Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia (Cet.
I; Jakarta; Rumah Figih Publishing, 2019) h. 27.,

®Majelis Ulama Indonesia, 20 Tahun Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Majelis Ulama
Indonesia, 1995), hal. 28., dalam Hanif Lutfi, Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia, h.
27.
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Al Washliyah, Mathlaul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyah, 4 orang
ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut
dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendikiawan yang merupakan tokoh perorangan.’
Total keseluruhan peserta yang hadir-pada pertemuan tersebut adalah sebayak 53
orang peserta.

Menurut Abdul Azis Thaba (1996) Kesepuluh ormas beserta ulama yang
merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat tersebut adalah : NU (KH.
Moh Dahlan), Muhamadiyyah. (lr. H. Basit Wahid), Syarikat Islam (H. Syafi’i
Wirakusumah), Perti (H.~Nurhasan Ibn Hajar), Al-Wasliyah (Anas Tanjung),
Mathla’ul Anwar (KH. Saleh Su’aidi), GUPPI (KH. S. Qudrotullah), PTDI (H.
Sukarsono), DMI' (KH. Hasyim Adnan), Al-1ttihadiyah (H. Zaenal Arifin Abbas).
Pertemuan alim ulama yang melahirkan MUI tersebut ditetapkan sebagai Munas
(Musyawarah Nasional) MUI pertama. Dengan demikian, sebelum adanya MUI
Pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk Majelis Ulama.®

Berdasarkan website resmi Majelis Ulama Indonesia (2023) disebutkan
bahwa dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk
membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendikiawan
muslim, yang tertuang dalam sebuah  “Piagam Berdirinya MUI”, yang
ditandatangani oleh  seluruh peserta - musyawarah yang kemudian disebut
Musyawarah Nasional Ulama 1. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika
bangsa Indonesia berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka,
di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok

dan kurang peduli terhadap masalah Kkesejahteraan rohani umat. Dalam

"Majelis  Ulama Indonesia (MUI), “Sejarah MUI”, Situs Resmi MUI,
https://mui.or.id/sejarah-mui/, (13 Juni 2023).

8Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru (Jakarta : Gema Insani
Pres, 1996) hal. 220-221, dalam Hanif Lutfi, Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia (Cet.
I; Jakarta; Rumah Figih Publishing, 2019), h. 28.
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perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai
wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendikiawan muslim berusaha untuk:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam
mewujudkan kehidupan beragama dan bermasayarakat yang diridhai Allah
Swit.

2. Memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan
kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyrakat, meningkatkan kegiatan
bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama
dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;

3. Menjadi .penghubung antara ulama  dan umara . (pemerintah) dan
penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan
pembangunan nasional;

4. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam
dan cendikiawan muslim dalam-memberikan bimbingan dan tuntunan
kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengdakan konsultasi
dan informasi secara timbal balik.°
Buya Hamka, tokoh yang awalnya menolak pendirian sebuah majelis,

menjadi Ketua Umum MUI pertama kali (1975-1981). Hamka memberikan dua
alasan atas penerimaan jabatan ketua umum MUI. Pertama, umat Islam harus
bekerja sama dengan pemerintah Soeharto, sebab pemerintah Soeharto anti-
komunis. Kedua, pedirian MUI harus bisa meningkatkan hubungan antara

pemerintah dan umat Islam,*°

®Majelis Ulama Indonesia (MUI), “Sejarah MUI”, Situs Resmi MUI,
https://mui.or.id/sejarah-mui/, (13 Juni 2023).

©Hanif Lutfi, Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia, h. 28.
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Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali
musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum,
yaitu:

1. 1977 — 1981 Prof. Dr. Hamka
1981 — 1983 KH. Syukri Ghozali
1985 — 1998 KH. Hasan Basri
1998 — 2000 Prof. KH. Ali Yafie
2000 — 2014 KH."M. Sahal Mahfudz
2014 — 2015 Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin
2015 - 2020 Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin

© N g B~ w D

2020 — Sekarang KH. Miftachul Akhyar
Ketua Umum MUI yang pertama, kedua, ketiga, dan kelimatelah meninggal
dunia dan_mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan yang keempat ‘dan dua yang

terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.*

B. Metode Penetapan Fatwa MUI

1. Metode Fatwa MUI
Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses
penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan Nas Qat’i,
Pendekatan Qauli dan Pendekatan Manhaji. Pendekatan Nas Qar’i dilakukan
dengan berpegang kepada nas Al-Qur’an atau Hadis, jika yang ditetapkan terdapat
dalam nas Al-Qur’an ataupun Hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat
dalam nas Al-Qur’an ataupun Hadis maka penjawaban dilakukan dengan

pendekatan Qauli dan Manhaji.

“Majelis Ulama Indonesia (MUI), “Sejarah MUI”, Situs Resmi MUI,
https://mui.or.id/sejarah-mui/, (13 Juni 2023).
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Pendekatan Qauli adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan
mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam Kkitab-kitab fikih
terkemuka (al-kutub al-mu ‘tabarah). Pendekatan Qauli dilakukan apabila jawaban
dapat terpenuhi oleh pendapat dalam kitab-kitab fikih terkemuka (al-kutub al-
mu tabarah) dan hanya terdapat satu pendapat (gaul), kecuali jika pendapat (gaul)
yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk
dilaksanakan (ta 'assur atau ta’azur al- ‘amal atau su’iibah al-amal) , atau karena
alasan hukumnya ( ‘illah) berubah. Dalam kandisi seperti ini perlu dilakukan telaah
ulang (i’adatu al-nazar), sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu.
Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada
bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk didijadikan pedoman.
Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh nas gaz 7 dan juga
tidak dapat dicukupi oleh pendapat yang ada dalam kitab-kitab fikih terkemuka (al-
kutub al mutabarah), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui Pendekatan
Manhayji.*?

Pendekatan Manhaji adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa
dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (al-gawa’id al-Usiiliyyah) dan
metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum
suatu masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad secara kolektif
(ijtihad jama’i), dengan menggunakan metode : mempertemukan pendapat yang
berbeda (al-Jam'u wa al-Taufig), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya
(tarjihi), menganalogikan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang
telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fikih (ilhaqgi) dan istzinbati. Dalam
masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan imam mazhab maka penetapan fatwa

didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat imam

2Ahmad Mukhlishin, dkk., “Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa” Al-Istinbath 3,
no. 2, (2018): h. 175.
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mazhab melalui metode al-Jam 'u wa al-Taufiq. Jika usaha al-Jam 'u wa al-Taufiq
tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode tarjihi (memilih
pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya), yaitu dengan
menggunakan metode perbandingan -mazhab (mugaran al-mazahib) dan dengan
menggunakan kaidah-kaidah usul al- figh perbandingan. Membiarkan masyarakat
untuk memilih sendiri pendapat para ulama yang ada sangatlah berbahaya, karena
hal itu berarti membiarkan masyarakat untuk memilih salah satu pendapat (qaul)
ulama tanpa menggunakan prosedur, batasan dan patokan. Oleh karena itu, menjadi
kewajiban lembaga fatwa yang memiliki kompetensi untuk memilih pendapat
(gaul) yang rajih. (lebih kuat dalil dan argumentasinya) untuk dijadikan pedoman
bagi masyarakat.

Ketika satu masalah atau satu kasus belum ada pendapat (gaul) yang
menjelaskan secara persis dalam kitab fikih terdahulu (al-kutub al-mu tabarah)
namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penjawabannya dilakukan
melalui metode ilhagi, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus
padanannya dalam al-kutub al-mu ‘tabarah. Sedangkan metode Istinbayi dilakukan
ketika tidak bisa dilakukan dengan metode ilhagi karena tidak ada padanan
pendapat (mulhaq bih) dalam al-kutub al-mu ‘tabarah. Metode Istinbari dilakukan
dengan memberlakukan metode qiyasi, istislahi, istihsani dan sad al-Zari’ah.
Secara umum penetapan fatwa di MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan
umum (masalih ‘ammah) dan intisari ajaran agama (magashid al-syari’ah).
Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI benar-benar bisa menjawab
permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar dapat menjadi alternatif pilihan

umat untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupannya.*?

3Ahmad Mukhlishin, dkk., “Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa”, h. 175.
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2. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa

Menurut Majelis Ulama Indonesia (2015), MUI yang merupakan wadah
musyawarah para ulama, zu’ama dan cendikiawan muslim serta menjadi pengayom
bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga yang berkompeten dalam menjawab
dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat
luas.

Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya bila MUI, sesuai dengan
amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000, senantiasa berupaya untuk
meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam.memberikan jawaban
dan solusi keagamaan terhadap setiap permasalahan. Hal ini‘dimaksudkan untuk
dapat memenuhi harapan umat Islam Indonesia yang semakin-kritis dan tinggi
kesadaran keberagamaannya.

Sebagai wujud nyata untuk memahami harapan tersebut di atas Majelis
Ulama ‘Indonesia menetapkan Pedoman-dan Prosedur Penetapan. Fatwa Majelis
Ulama Indonesia. Penetapan dilakukan melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-
Indonesia melalui Sidang Pleno di Jakarta, tanggal 22 Syawal 1424 H/16 Desember
2003 M. Pedoman_ dan Prosedur yang ditetapkan MUI berpegang pada prinsip
sistematis (zafsili), argumentatif (berpijak pada dalil syari), kontekstual (waqiiy),
dan aplikatif (tatbigy).**

Pada Bab Il terkait dengan Kelembagaan, Dasar Umum dan Sifat Fatwa,
disebutkan dalam pasal 2 terkait dengan kelembagaan bahwa penetapan fatwa
dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disebut Komisi Fatwa.
Kemudian pada pasal 3 disebutkan bahwa penetapan fatwa didasarkan pada Al-

Qur’an, Hadis, Ijma’, Qiyas dan dalil lain yang muktabar.

14Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru, h. 7.
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Kemudian pada pasal 4 terkait dengan sifat fatwa. Dalam pedoman
disebutkan bahwa:

1) Proses penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif.

2) Fatwa yang ditetapkan bersifat argumentatif (memiliki kekuatan hujjah),
legitimatif (menjamin penilaian keabsahan hukum), kontekstual (wagqi’iy),
aplikatif (siap diterapkan), dan moderat.

Pada Bab IIl Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI disebutkan
tentang Metode Penetapan Fatwa. Pada bal ini terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 5,
pasan 6 dan pasal 7. Pada pasal 5 disebutkan bahwa:

1) Sebelum fatwa ditetapkan dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu
guna memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah (tasawwur ai-
masalah), rumusan masalah termasuk dampak sosial keagamaan yang
ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syariah) yang
berkaitan dengan masalah tersebut.

2) Kajian komprehensif dimaksud pada ayat (1) mencakup telaah atas
pandangan fukaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam mazhab dan
ulama yang muktabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan
ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.

3) Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat
melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli
yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan
difatwakan.*

Kemudian pada pasal 6 masih terkait dengan Metode Penetapan Fatwa.

Pasal ini terdiri dari 4 ayat, yaitu sebagai berikut:

5Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru, h. 9.
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1) Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya
(ma’lum min al-din bi al-darurah) dilakukan dengan menyampaikan hukum
sebagaimana apa adanya.

2) Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat (masail
khilafiyyah) di kalangan imam mazhab, maka:

a) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu diantara
pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode al-jam 'u wa al-taufiq

b) Jika tidak tercapai titik--temu antara’ antara- pendapat-pendapat tersebut,
penetapan didasarkan pada hasil tarjih._melalui . metode mugaranah
(perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah-usu/ figh muqaran.

3) Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan-pendapat hukum
di kalangan imam mazhab atau ulama yang mu 'tabar, didasarkan pada
ijtihad kolektif melalui metode bayani dan ta 'lili (giyasi,-istihsany, ilhaqiy,
istihsany dan sad al-zara i) serta-metode penetapan hukum. (manhaj) yang
dipedomani oleh para imam mazhab.

4) Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan
dikalangan Anggota Komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan
fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai
dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal
pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (ikAtiyat) serta
sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (al-khuruj min al-khilaf). 16
Kemudian pada pasal 7 merupakan pasal terakhir pada Bab Ill tentang

Metode Penetapan Fatwa. disebutkan bahwa penetapan fatwa harus senantiasa
memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syariat serta mempertimbangkan

kemaslahatan umum dan magqasid al-syariah.

5Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru, h. 10.
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Pedoman dan Prosedur tentang Fatwa Produk Halal terdapat pada Bab VII.
Pada bab tersebut terdiri dari 2 pasal. Berikut adalah ayat-ayat dari pasal 20 tentang
Fatwa Produk Halal:

1) Penetapan fatwa produk halal dilakukan setelah adanya laporan hasil
pemeriksaan (auditing) oleh Auditor Halal dan telah melalui proses evaluasi
dalam Rapat Auditor LPPOM MUIL.

2) Laporan hasil audit disampaikan oleh Direktur LPPOM MUI atau pengurus
LPPOM MUI lain yang ditunjuk dalam Sidang Pleno Komisi.

3) Dalam bidang yang memerlukan keahlian fikih secara khusus, seperti proses
penyembelihan dan proses penyucian, Auditor-Halal dalam menjalankan
tugasnya disertai oleh Komisi Fatwa.

4) Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia stelah ditetapkan
status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.

Pada pasal 21 tentang Pedoman dan Prosedur terkait dengan Fatwa Produk
Halal. Berikut adalah ayat-ayat dari pasal tersebut:

1) Penetapan fatwa terhadap produk yang berskala nsional dan internasional
dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia.

2) Penetapan fatwa terhadap produk yang berskala lokal dapat dilakukan oleh

Majelis Ulama Indonesia Daerah.'’

C. Fatwa MUI Tentang Penyembelihan Halal

Fatwa yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa
MUI terkait dengan penyembelihan halal telah ditetapakan sejak tahun 1976. Pada
tahun 1976 seiring dengan perkembangan teknologi maka berkembang pula di

tengah masyarakat tentang motode pemotongan hewan yang pada awalnya hanya

"Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru, h. 14.
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dilakukan secara manual beranjak kepada cara pemotongan hewan secara mekanis,
sehingga hal tersebut menjadi pertanyaan bagi masyarakat tentang kesesuaian
pelaksanaan pemotongan tersebut dengan ketentuan hukum Islam. Pada akhirnya
Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa menetapkan Fatwa MUI tentang
Penyembelihan Hewan Secara Mekanis.®

Pada tahun 2001 berdasarkan hasil rapat yang dilakukan Komisi Fatwa MUI
pada tanggal 30 Januari tahun 2000, maka Majelis Ulama Indonesia kemudian
menetapkan Fatwa MUI'Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaporan Hasil
Auidit Pemotongan Hewan. Fatwa tersebut memuat tentang pedoman tentang hal-
hal yang mesti dicantumkan pada hasil audit pemotongan hewan.

Pada tanggal 25 Mei 2003 berdasarkan hasil Keputusan Rapat Koordinasi
Komisi Fatwa dan LP POM MUI serta Departemen Agama R! pada saat itu,
menetapkan -Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Standardisasi Fatwa Halal. Dalam fatwa tersebut disebutkan secara khusus pada
bagian ketiga tentang pemotongan hewan. Standar pemotongan hewan yang
disebutkan dalam fatwa tersebut hendaknya memenuhi rukun dan syarat yang
ditetapkan, dan terkait dengan stunning dengan tujuan pemingsanan dan
penyembelihan secara mekanis yang tidak menyakiti hewan maka hal tersebut
diperbolehkan.?°

Kemudian pada tahun 2006 Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Il
yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, menetapkan Keputusan
Komisi B Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2006 tentang Masail
Wagqi’iyyah Mu’asirah pada Masalah-masalah Kritis dalam Audit Halal. Pada

keputusan tersebut ditetapkan ketentuan hukum tentang kebolehan stunnig atau

8Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru, h. 697-698.
¥Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru, h. 759-761.
20Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru, h. 798-801.
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pemingsanan untuk mempermudah penyembelihan jika sesuai dengan standar, dan
semaksimal mungkin penyembelihan dilakukan secara manual.?

Kemudian selanjutnya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada
tanggal 2 Desember 2009 menetapkan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Pada fatwa tersebut disebutkan tentang
standar dan prosedur penyembelihan halal sebagai dasar pertimbangan untuk

memperoleh sertifikat halal.

2IMajelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru, h. 1092



BAB IV
STANDAR SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN HALAL MUI
BERDASARKAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFII DAN HAMBALI

A. Fatwa Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal MUI

Fatwa Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal MUI merupakan pedoman
penyembelihan yang menjadi dasar pertimbangan MUI dalam_menetapkan
kehalalan hewan yang telah. melalui proses penyembelihan. Dalam hal ini adalah
Fatwa MUI Nomor-12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan
Halal.

1. Dasar Penetapan Fatwa Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal MUI

Berikut “adalah berapa dalil yang menjadi dasar bagi_Majelis Ulama
Indonesia dalam menetapkan fatwa MUI Nomor 12 tahun 2009 tentang Standar
Sertifikasi Penyembelihan Halal;

a. Firman Allah Swt.

Perintah untuk mengonsumsi daging hewan yang telah disembelih dengan
menyebut nama Allah.

Casaadily £ ) aile A L) 583 e 15K
Terjemahnya:

Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut

namalAIIah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya (Q.S. Al-An’am/6:

118).

Allah Swt. menyebutkan tentang hal-hal yang diharamkan untuk
dikonsumsi diantaranya bangkai, darah dan daging babi serta beberapa kondisi

hewan yang tidak dapat dikonsumsi kecuali melalui proses penyembelihan.

'Kementerian Agama R.1., Al-Qur’an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna),
(Bandung: Cordoba, 2017), h. 142.
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Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging)
hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang
dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas (Q.S.
Al-Ma’idah/5: 3).2

Larangan mengonsumsi daging hewan sembelihan yang tidak disebutkan

nama Allah, dan hal tersebut termasuk dalam bentuk kefasikan.
a3l ) oA 0 B ) g GLal A adle sty Y A LSRG Y
ORRA A ALl 5 & Sy

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan dari apa (daging hewan) yang-(ketika disembelih)
tidak ~disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan.
Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya
agar mereka agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti
mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik (Q.S. Al-An’am/6: 121).3

Syariat. Allah Swt. adalah menghalalkan segala sesuatu.yang baik dan
mengharamkan segala sesuatu yang buruk.
Terjemahnya:

(Yaitu) orang yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan
mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (Q.S. Al-A’raf/7: 157).4

Allah Swt. menghalalkan semua jenis hewan ternak kecuali yang disebutkan

pada ayat setelahnya dan bagi seseorang yang sedang ihram.

2Kementerian Agama R.1., Al-Qur’an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna), h.
107.

3Kementerian Agama R.1., Al-Qur’an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna), h.
143.

“Kementerian Agama R.1., Al-Qur’an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna), h.
170.
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Terjemahnya:

Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu,
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau
umrah) (Q.S. Al-Ma’idah/5: 1).°

Allah Swt. menciptakan hewan ternak bagi manusia dengan berbagai
macam manfaat, diantaranya bulu yang dapat dimanfaatkan dan daging yang dapat
dikonsumst.

O 58 ke s paliag £y e &1 GEIA aaiY 5
Terjemahnya:

Dan-hewan ternak telah diciptakan-Nya untuk kamu, padanya ada (bulu)
yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebaglannya kamu makan
(Q.S. Al-Nahl/16: 5).5

b. Hadis Rasulullah saw.
Perintah untuk berbuat ihsan kepada setiap makhluk diantaranya terhadap
hewan yang akan disembelih.
u\ dug“juaj*\‘;mm\dyju;u@mum dlau.uj\u.m\muc
\).\..,..Ala e:;_m \qu ‘ALgS\ \J.L,u;la e.d.\s \qla ‘2&5& JS UJ; Q\.u;:)“ S Q)
P ) i 0 3l
Artinya:
Dari Syaddad bin Aus ra. berkata; dua riwayat yang telah aku hafal dari
Rasulullah saw., beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan
ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh

(pada sesuatu yang dibolehkan syari’at) maka lakukanlah dengan baik. Dan
apabila kalian menyembelih, maka lakukanlah penyembelihan dengan baik,

SKementerian Agama R.1., Al-Qur’an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna), h.
106.

bKementerian Agama R.1., Al-Qur’an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna), h.
267.

"Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim, Al-Jami’ al-Sohih (Sohth Muslim), Juz 6, (Turki: Dar al-
Taba’ah al-*Amirah, 1334 H), h. 72, no. 1955.
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dan hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenagkan hewan
sembelihannya.

Penjelasan Rasulullah saw. tentang alat yang dapat digunakan dalam
penyembelihan, yaitu segala sesuatu yang tajam dan mampu mengalirkan darah
kecuali gigi, kuku dan tulang serta menyebut nama Allah pada saat penyembelihan.
Sal G ale g adle @ L ) I3l JB B de B )y uad 0 dl) (e
Gl Gl fe a&allg by Gl ol o 5lK6 atle i 2 b a3

(s A ol 5 ) Azaall saad Halal il 5 calaad
Artinya:

Dari Rafi’ bin. Khadij ra. berkata : Kami-bertanya: “Wahai Rasulullah,

sesungguhnya kami .akan bertemu musuh besok, dan.tidak ada pada kami

pisau, apakah kami menyembelih dengan kulit?, maka Nabi saw. menjawab

: Apasaja yang mampu mengalirkan darah dan disebutkan.nama Allah maka

makanlah, kecuali gigi dan kuku ; karena sesungguhnya-gigi adalah tulang
bagian dari manusia dan kuku adalah pisau bangsa Hahasyah.

Penjelasan Rasulullah -saw. tentang alat yang dapat-digunakan dalam
penyembelihan, yaitu segala sesuatu yang mampu memotong urat-urat pada hewan
sembelihan selama bukan taring dan kuku.

FsYIe oA G I8 0 8 40 O3 G Ae @ ) B i ge
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Artinya:
Dari- Abu Umamah Al-Bahily ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

(dibolehkan sebagai alat menyembelih) setiap alat yang memotong urat-urat
sepanjang bukan taring ataupun kuku (H.R. Al-Baihaqi).

Hadis tentang perintah Rasulullah saw. untuk menajamkan pisau dan tidak

memperlihatkannya kepada hewan yang akan disembelih.

8Abu Abdillah Muhamad ibn Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 2 (Cet.V; Damaskus:
Dar Ibnu Kasir, 1414 H/1993 M), h. 881, no. 2356.

°Abu Bakr Ahmad ibn Al-Husayn ibn ‘Ali al-Baihaqy, Al-Sunan al-Kubra, Juz 9 (Cet. IlI;
Beirut : Dar al-Kutub al-‘Tlmiyah, 1424 H/2003 M). h. 467, no. 19127. Berdasarkan jalur sanad
hadis ini dilemahkan oleh para ulama karena keberadaan Ali ibn Yazid, namun Al-Albani
mencantumkan hadis ini dalam kitab Silsilah al-4hadis al-Sahihah Juz 5 no. 2029.
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Artinya:
Dari Abdullah bin Umar ra. dia berkata: Rasulullah saw. memerintahkan

untuk mempertajam pisau (alat untuk menyembelih) dan menyembunyikan
dari binatang ternak yang akan disembelih.

Hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah saw. tidak ingin memakan
hidangan dari daging hewan yang telah disembelih, sementara tidak disebutkan
nama Allah atasnya.

05,355 G aley e B0 (T 0 B e T m St o e G
Mgl el im0 e 0% B 08 eyl g i s e
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Artinya;

Dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Nabi saw. bertemu dengan Zaid bin
‘Amr bin Nufail di dekat Baldah sebelum turunnya wahyu, kemudian
dihidangkan makanan (berupa daging) kepada Nabi saw.;-namun beliau
enggan memakannya lantas bersabda: “Sesungguhnya saya tidak memakan
daging yang kalian sembelih atas berhala-berhala kalian. Aku tidak makan
makanan yang tidak disebut nama Allah atasnya.”

c. Pendapat para Ulama
Dalam penetapan fatwa tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal,

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia merujuk pada pandangan para ulama.

Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, Musnad al- Ahmad ibn Hambal, Juz 5 (Kairo: Dar
al-Hadis, 1995), h. 272, no. 5864, dan Abu Bakr ibn Ahmad al-Husain ibn Ali al-Baihagi, Al-Sunan
al-Kubra, Juz 19 (Cet.l; Kairo: Markaz Hijr Lilbuhus wa al-Dirasat al-* Arabiyyati wa al-1slamiyyati,
1432 H/2011 M), h. 316, no. 19169. Berdasarkan jalur sanad, para ulama melemahkan hadis ini
karena keberadaan Ibn Lahi’ah, namun Al-Albani mencantumkan hadis ini dalam kitabnya Silsilah
al-Ahadrs al-Sahihah Juz 7 no. 3130.

" Abu Abdillah Muhamad ibn Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 2, h. 881, no. 2356.
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Diantara ulama yang menjadi rujukan adalah ulama tafsir, ulama kontemporer dan
para ulama mazhab. Berikut adalah pendapat para ulama tentang penyembelihan;
Pendapat Al-Qurtubi dalam tafsirnya tentang alat yang diperbolehkan
dipergunakan dalam penyembelihan.
oA G S G slladl e et e 536 B 45 &85 s 2Ll il
e e abally Gl DA & sl e G 538 2 S5 #2135
12 45V
Artinya:
Para ulama berbeda pendapat mengenai bagaimana sahnya sembelihan.
Menurut jumhur ulama bahwa setiap alat yang-mampu memotong urat-urat

dan mampu mengeluarkan darah adalah termasuk alat penyembelihan selain
gigi-dantulang. Pendapat ini didukung oleh asar yang mutawatir.

Pendapat Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhiiti dalam kitabnya tentang
wajibnya membaca bismillah saat menyembelih hewan. Al-Buhuiti merupakan
ulama Mazhab Hambali.

20) 5 adle s 83 AT G GG W5 I6E Al Faaadd ) L g
SRS, e gn 13 allg adle ) e £ G185 alalhBlalig il
BN Ayl L) e el (Wlle 30 aa 55 Aned k) Al
Gy Adadl S ratall BB D 5 & CaAy (Jiak N5l R0 3akl)
A lian 431 Cah W (RT a5 sty 508) Al g sl Lgra 53
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Artinya:

Dasar keharusan menyebut nama Allah ketika menyembelih adalah firman
Allah: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak
disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang
semacam itu adalah suatu kefasikan.” Fasik adalah haram. Nabi saw. ketika

2Abu Abdillah Muhamad ibn Ahmad al-Anshary al-Qurtuby, Al-Jami’ al-Ahkam al-
Qur’an, Juz 6 (Cet. II; Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1384 H/1964 M), h. 53.

BMansur ibn Yunus ibn Idris al-Buhiti, Kasyyaf al-Qina’ ‘an Matn al-Igna’, Juz 6
(Riyadh: Maktabatu al-Nasr al-Hadisah, 1388 H/1968 M), h. 208.
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menyembelih juga menyebut nama Allah. Dan disunahkan membaca takbir
menyertai tasmiyah dengan mengucapkan: “bismillah wa allahu akbar”
sebagaimana hadis Nabi saw. ketika menyembelih mengucapkan,
“bismillah wa allahu akbar”, demikian juga yang dilakukan Ibu Umar.
Tidak ada perbedaan bahwa ucapan “bismillah” saja sudah cukup.

Muhamad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini merupakan ulama Mazhab
Syafii, dalam kitabnya ia mengungkapkan bahwasanya matinya hewan harus benar-
benar disebabkan oleh penyembelihan.
SV Jad dl e A ald (80 3l slaal JATZ HAT5 W ga Sl 700 AL
Artinya:

Barangsiapa yang menyembelih hewan, kemudian ada orang lain yang
mengeluarkan isi perutnya atau menyobek lambungnya secara bersamaan
maka hukumnya tidak halal karena penyebab kematiannya tidak tertentu.

Ibn Qudamah menjelaskan pula dalam kitabnya, bahwa penyebab matinya
hewan harus-benar-benar disebabkan oleh penyembelihan. Maka jika ada sebab lain
pula yang menyertai penyebab kematian hewan tersebut, maka hewan yang mati
dihukumi haram. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama
Mazhab Hambali, yaitu di kalangan ulama mutakhirin.
el adaiy Ja 2550 2588 B (Jiaa) e 8 23 13)) 106 ¢dlla
sl 158 5 e A e 2 eagie oy (aa (83l o Lo ks
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14Syamsu al-Din Muhamad ibn Ahmad al-Khatib al-Syarbini al-Syafii, Al-Igna’ fi Halli
Alfazi Abi Syuja’, Juz 2 (Beirut: Dar al-Figr, 1431 H), h. 578.
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Artinya:

Apabila ada hewan yang telah disembelih kemudian tubuhnya bergerak dan
belum mati lantas jatuh ke air atau tertimpa sesuatu di atasnya maka hewan
tersebut tidak dimakan, yakni tertimpa sesuatu yang secara umum
menyebabkan kematian. Pendapat ini adalah yang disebutkan Al-Khiraqgi
sebagai pendapat Ahmad. Sementara, kebanyakan ulama mutaakhirin
pengikut Mazhab Hambali menyatakan yang demikian tidak haram.
Demikian pandangan_mayoritas fugaha. Hal ini mengingat ketika sudah
disembelih maka dihukumi mati. Demikian juga ketika dipenggal kepalanya
setelah penyembelihan” hukumnya tidak haram,-sebagaiman pandangan
Ahmad. Landasan Al-Khiragi adalah hadis Nabi saw. yang diriwayatkan
‘Adi bin'Hatim: “Apabila hewan jatuh ke dalam air maka jangan dimakan.”
Ibn ‘Mas’ud" juga meriwayatkan: Barang siapa melempar burung (untuk
berburu) kemudian jatuh ke air dan tenggelam maka jangan dimakan karena
tenggelam (bisa jadi) menjadi sebab yang mematikan. Apabila berkumpul
sebab ini (tenggelam) beserta sebab penyembelihan maka berarti berkumpul
antara \yang menyebabkan boleh (dimakan) dengan yang menyebabkan
haram. Dalam kondisi ini dimenagkan yang haram. Disamping itu, tidak ada
Jaminan sebab yang menentukan kematian. Bisa jadi matinya sebab dua
aktivitas, yakni yang boleh dan yang haram. Hal ini mirip dengan adanya
dua tindakan (subjek) dalam satu hal (objek) atau jika ada (hewan buruan)
dilempar oleh orang Muslim dan orang Majusi kemudian mati.

Pendapat al-Khatib al-Syarbini al-Syafii tentang tanda hidupnya hewan pada
saat penyembelihan.
) e es jall g aalall 238 Sad 485A0) 8§ ) Susd) Adle 43S
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Artinya:
Tanda hayah mustagirrah adalah adanya gerakan yang kuat setelah

pemotongan saluran pernafasan dan saluran makan menurut pendapat yang
lebih sahih dalam Al-Zawaid dan Al-Majmu’.

15Abu Muhamad Abdillah ibn Ahmad ibn Muhamad ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Mugni,
Juz 13 (Cet. IIT; Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub li Tiba’ati wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1417 H/1997 M),
h. 306-307.

8Syamsu al-Din Muhamad ibn Ahmad al-Khatib al-Syarbini al-Syafii, Al-Igna’ fi Halli
Alfazi Abi Syuja’, Juz 2 (Beirut: Dar al-Figr, 1431 H), h. 579.
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Pendapat Al-Nawawi tentang tanda hidupnya hewan (hayah mustagirrah).

Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi adalah ulama terkemuka dari Mazhab Syafii.
o DAl s o ARD odad 3 Bl AR s sEal sLall o i e
BECE

Artinya:

Diantara tanda adanya hayah mustagirrah adalah adanya gerakan yang kuat
setelah  pemotongan . saluran pernafasan dan saluran makanan serta
terpancarnya darah.

Pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang penyembelihan-secara modern dengan
melakukan stunning (pemingsanan) pada hewan.
2lyy b C0dad 550 el el Aagles B Caalal Qi Al Ge gla ¥
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Artinya;

Tidak ‘ada halangan menggunakan sarana-sarana yang 'memperlemah
gerakan. hewan dengan tanpa penyiksaan terhadapnya  (untuk
penyembelihan hewan). Untuk itu dalam Islam dibolehkan-menggunakan
cara pemingsanan modern (stunning) yang tidak mematikan sebelum
penyembelihan.

d. Fatwa serta keputusan hasil rapat Komisi Fatwa MUI diantaranya;
1) Fatwa MUI tentang Penyembelihan Hewan Secara Mekanis.
2) Keputusan Rapat koordinasi Komisi Fatwa dan LP POM MUI serta
Departemen Agama RI, pada 25 Mei 2003 di Jakarta.
3) Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal.

" Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, Raudhatut Thalibin Wa Umdatul
Muftin, Juz 3 (Cet. II; Beirut: Al-Maktab al-Islamy, 1412 H/1991 M), h. 203.

1BWahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 4 (Cet. 1V;
Damaskus: Dar al-Fikr, t. th.), h. 800. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ulama abad 20 yang terkenal di
Syria, pada tahun 2014 termasuk dalam 500 tokoh Muslim yang berpengaruh di dunia. Lahir pada
6 Maret 1932 M/1351 H di Dair ‘Atiyah daerah menuju Damaskus, wafat pada 8 Agustus di usianya
yang ke 83 tahun.
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4) Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 1l Tahun 2006 di Pondok
Pesantren Gontor Ponorogo tentang Masalah-masalah Kritis dalam Audit
Halal
5) Hasil Rapat Kerja Komisi Fatwa MUI Bidang Pangan, Obat-obatan, dan
Kosmetika, beserta Tim LPPOM MUI pada 12 November 2009.
6) Pendapat peserta rapat-rapat Komisi Fatwa, yang terakhir pada tanggal 17
November 2009 dan 2 Desember 2009.
2. Penetapan Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal
Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 2 Desember tahun 2009 menetapkan
Fatwa MUI Nomar 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan
Halal. Fatwa tersebut merupakan pedoman penyembelihan: berdasarkan syariat
Islam. Penetapan fatwa tersebut berdasarkan hasil kajian dari dalil=dalil Al-Qur’an,
Hadis Rasulullah saw., pendapat para ulama yang mu 'tabar, serta pandangan dari
kalangan ulama mazhab dan mengacu pada pedoman dan prosedur penetapan fatwa
MUI. Diantara pendapat ulama mazhab yang menjadi bahan rujukan dalam
penyusunan fatwa adalah pendapat para ulama Mazhab Syafii dan Hambali, yaitu
Al-Nawawi, Al-Buhtiti dan Ibn Qudamah al-Maqdisi. Diantara hal yang menjadi
pertimbangan penetapan fatwa adalah bahwa penting bagi setiap muslim untuk
mengonsumsi hewan yang disembelih berdasarkan syariat Islam. Oleh karena itu
MUI menganggap penting untuk menetapkan standar yang dapat digunakan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan penyembelihan bagi masyarakat khususnya bagi
pelaku usaha Rumah Potong Hewan. Fatwa tersebut merupakan standar
penyembelihan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat halal sebagai
bentuk pengakuan dan jaminan akan kehalalan hewan sembelihan.
Fatwa yang ditetapkan terbagi menjadi beberapa ketentuan hukum.

Ketentuan pertama adalah terkait dengan standar hewan yang akan disembelih.
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Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa hewan yang disembelih adalah hewan
yang boleh dimakan dan hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih serta
kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh lembaga
yang memiliki kewenangan.

Ketentuan kedua adalah ketentuan tentang standar penyembelih. Diantara
standar penyembelih adalah beragama Islam dan sudah akil balig dan memahami
tata cara penyembelihan secara syari serta memiliki keahlian dalam penyembelihan.

Ketentuan ketiga, yaitu ketentuan tentang standar alat penyembelihan yang
akan digunakan, Diantaranya alat penyembelihan® harus -tajam dan alat yang
dimaksud bukan kuku, gigi/taring ataupun tulang.

Kemudian, ketentuan keempat adalah ketentuan ~standar proses
penyembelihan. Terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses
penyembelihan, yaitu penyembelihan dilaksanakan dengan niat-menyembelih dan
menyebut asma Allah, dan penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah
melalui pemotongan  saluran makan (mari /esophagus), saluran
pernafasan/tenggorokan (hulgum/trachea), dan dua pembuluh darah (wadajain/
vena jugulari dan vena carotids), dan penyembelihan dilakukan dengan satu kali
dan secara cepat, selain itu memastikan adanya aliran darah dan atau gerakan hewan
sebagai tanda hidupnya hewan (hayah mustagirrah), serta memastikan matinya
hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.

Ketentuan kelima adalah Kketentuan tentang standar pengolahan,
penyimpanan dan pengiriman. Standar ketentuan yang harus dipenuhi adalah
pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab
penyembelihan, dan hewan gagal penyembelihan harus dipisahkan, kemudian
penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal dan non halal, serta dalam

proses pengiriman daging, harus ada informasi dan jaminan mengenai status
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kehalalannya, mulai dari penyiapan (seperti pengepakan dan pemasukan ke dalam
kontainer), pengangkutan (seperti pengapalan/shipping), hingga penerimaan.
Ketentuan keenam adalah hal-hal lain dalam pelaksanaan penyembelihan
yaitu terkait dengan sunah, penyembelihan secara manual dan mekanisasi
penyembelihan. Diantaranya adalah hewan yang disembelih, disunahkan untuk
dihadapkan ke kiblat, dan penyembelihan semaksimal mungkin dilakukan secara
manual, tanpa didahului dengan stunning (pemingsanan) dan sebagainya.
Kemudian Stunning (pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan
hewan hukumnya boleh, dengan syarat:*° stunning hanya.menyebabkan hewan
pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera
permanen; bertujuan untuk mempermudah penyembelihan; pelaksanaan sebagai
bentuk ihsan, bukan untuk menyiksa hewan; peralatan stunning harus mampu
menjamin_terwujudnya tiga syarat yang sebelumnya telah disebutkan, seta tidak
digunakan antara hewan halal dan nonhalal (babi) sebagai langkah preventif; serta
penetapan ketentuan stunning, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus di
bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya keempat syarat tersebut.
Ketentuan ketujuh adalah pelarangan penggelonggongan hewan, yaitu
menyiksa hewan dengan memberi air minum sebanyak-banyaknya agar bobot dari
hewan dapat meningkat secara drastis. Selain itu menurut kesehatan kualitas daging
hewan tersebut cenderung tidak baik baik untuk dikonsumsi. Dalam ketentuan

tersebut penggelonggongan merupakan perbuatan yang diharamkan.

¥Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru, h. 847.
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B. Pandangan Mazhab Syafii dan Hambali terhadap Standar Penyembelihan

Halal Menurut Fatwa MUI

1. Mazhab Syafii dan Hambali

Muhamad ibn Idris al-Syafii dan Ahmad ibn Hambali merupakan ulama
terkemuka yang diakui kapasitas keilmuannya. Kedua ulama tersebut merupakan
imam dari dua mazhab yang terkemuka serta pemahamannya dianut oleh umat
muslim di dunia yaitu Mazhab Syafii dan Hambali. Indonesia merupakan diantara
negara yang mayoritas.penduduknya merujuk kepada pandangan Mazhab Syafii
serta beberapa diantaranya pula bersandar pada Mazhab Hambali. Berikut adalah

gambaran singkat terkait kedua Mazhab tersebut.

a. Mazhab Syafii

Mazhab Syafii adalah mazhab yang dinisbahkan kepada Muhamad ibn Idris
al-Syafii al-Qurasyi. la dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah, dan meninggal
pada tahun 204 Hijriah di Mesir. Malik ibn Anas penulis kitab Al-Muwatta adalah
guru Al-Syafii di Hijaz, kemudian ia melakukan perjalanan ke Iraq untuk
mempelajari ilmu dari para ulama yang telah mempelajari ilmu dari Abu Hanifah
serta para ulama yang merupakan sahabat dari Abu Hanifah.?° Al-Syafii termasuk
diantara para ulama yang sangat memahami Al-Qur’an dan Sunah, serta
keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang selainnya. Diantara
tanda kekuasaan Allah yang ada padanya adalah terkait dengan pemahaman serta

kekuatan ingatannya.?!

2 Abdullah ibn Abdul Muhsin al-Tariqt, Al-Khuldsatu Tarikh al-Tasyri’wa Marahilihi al-
Fighiyyah Dirdsata Tarikhiyyah wan Manhajiyyah (Cet. 1l; Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-
Wataniyyah, 1432 H), h. 86.

2ZLAhmad ibn Ismail ibn Muhamad Taimur, Nazratu Tarikhiyyah fi Hudisi al-Mazahib al-
Fighiyyah al-Arba’ah: al-Hanafi, al- al-Maliki, al-Syafii, al-Hambali Wantisyaraha ‘Inda Jumhiiri
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Dasar-dasar (usil) Mazhab Syafii adalah:
1) Al-Qur’an al-Karim
2) Sunah Rasulullah saw., dikecualikan hadis-hadis mursal maka tidak
dibenarkan berhujah dengannya. Adapun hadis mursal yang memiliki
syarat-syarat tertentu, diantaranya jika perawi adalah dari kalangan
pembesar (terkenal) tabi’in seperti Sa’id bin al-Musayyab.
3) ljmak
4) Qiyas
5) Perkataan Sahabat
6) ‘Urf?
b. Mazhab Hambali
Mazhab Hambali adalah mazhab yang dinisbahkan kepada Ahmad ibn
Muhamad-ibn Hambal dari bani Syaiban ibn Zuhl. Lahir pada-tahun 164 H dan
wafat pada tahun 241 H di Baghdad.” Ahmad ibn Hambal ahli dalam hal hadis,
fikih, bahasa, Al-Qur’an, pemikiran, kezuhudan, sifat warak dan keimanan dan
dalam hal pengamalan Sunah.
Dasar-dasar Mazhab Ahmad bin Hambal:
1) Nusiis, yaitu Al-Qur’an dan Sunah
2) ljmak
3) Fatwa-fatwa para Sahabat (fatawa al-Sahabah)
4) Perkataan Para Sahabat

5) Hadis Mursal

al-Muslimin (Cet. I; Beirut: Dar al-Qadiry Littiba’ati wa al-Nasyri wa al-Tauzi’, 1411 H/1990 M),
h. 70.

2 Abdullah ibn Abdul Muhsin al-Tariqt, Al-Khuldsatu Tarikh al-Tasyri’wa Marahilihi al-
Fighiyyah Dirasat Tarikhiyyah wa Manhajiyyah, h. 86-87.

ZAhmad ibn Ismail ibn Muhamad Taimur, Nazratu Tarikhiyyah fi Hudisi al-Mazahib al-
Fighiyyah al-Arba’ah: al-Hanafi, al- al-Maliki, al-Syafii, al-Hambali Wantisyaraha ‘Inda Jumhiiri
al-Muslimin, h. 81.
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6) Qiyas
7) ‘Urf

2. Pandangan Mazhab Syafii dan Hambali terhadap Standar
Penyembelihan Halal MUI

a. Pandangan Mazhab Syafii terhadap Standar Penyembelihan Halal MUI
Berdasarkan Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal dalam Fatwa MUI
Nomor 12 Tahun 2009, maka ada beberapa poin yang akan kami bahas berdasarkan
pandangan Mazhab ‘Syafil, yaitu terkait dengan rukun dan syarat penyembelihan,
serta hal-hal 'yang dicantumkan pembahasannya dalam beberapa kitab Mazhab
Syafii, diantaranya :
1) Kondisi-hewan harus dalam keadaan sehat
2) Penyembelih beragama.Islam dan sudah akil balig dan memahami tata cara
penyembelihan secara syar i serta memiliki keahlian dalam penyembelihan
3) Alat penyembelihan harus tajam dan alat yang dimaksud bukan kuku,
gigi/taring atau tulang
4) Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma
Allah
5) Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan
saluran makan (mari/esophagus), saluran  pernafasan/tenggorokan
(hulgum/trachea), dan dua pembuluh darah (wadajain/vena jugularis dan
arteri carotids).

6) Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.

2 Abdullah ibn Abdul Muhsin al-Tariqt, Al-Khuldsatu Tarikh al-Tasyri’wa Marahilihi al-
Fighiyyah Dirasata Tarikhiyyah wan Manhajiyyah (Cet. 1l; Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-
Wataniyyah, 1432 H), h. 87.
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7) Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda
hidupnya hewan (hayah mustagirrah)

8) Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan dan
pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab
penyembelihan tersebut.

Berikut adalah pembahasan terkait dengan poin-poin tersebut di atas
berdasarkan pandangan Mazhab Syafii:

1) Kondisi hewan harus.dalam keadaan‘sehat
Al-Nawawi menjelaskan tentang sifat atau keadaan hewan yang akan

dikurbankan atau disembelih sebaiknya dalam keadaan sehat dan tidak ada penyakit
yang mempengaruhi kualitas daging dari hewan yang akan disembelih.
ain el B OIS s o133 it ol da Ll sa IS0 iy jall,

5 61 531 ada a2l Ads 15
Artinya;

Dalam hal penyakit, jika penyakitnya ringan, tidak .menghalangi
kebolehannya dan jika terlihat jelas karena penyakit tersebut mempengaruhi
berat badan (kurus) dan rusaknya daging, pada yang demikian itu tidak
diperbolehkan.

Dalam Mazhab Syafii disebutkan terkait dengan kondisi hewan yang akan
disembelih sebaiknya memiliki tanda bahwa hewan tersebut masih dalam keadaan
hidup atau sehat. Hal tersebut agar tidak dikhawatirkan bahwa hewan tersebut mati
karena adanya sebab tertentu selain penyembelihan, seperti halnya penyakit yang

dideritanya.

BAbu Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, Raudhatut Talibin wa ‘Umdatul Mufiin, Juz
3 (Damaskus: Al-Maktab al-Islami, 1991), h. 194.
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Artinya:

(Diantara syarat hewan yang akan disembelih) Hendaknya penyembelih
mendapati hewan yang akan disembelih sebelum penyembelihan memiliki
tanda kehidupan (hayah mustagirrah), dan yang dimaksud hayah
mustaqirrah adalah agar hewan mati bukan disebabkan oleh sakit atau luka,
atau keduanya yang menyebabkan kepada tanda-tanda kematian sehingga
menyebabkan gerakan yang keras (menggelepar) sebagaimana gerakan
hewan yang telah disembelih.

Rasulullah saw. pernah’ memerintahkan untuk mengonsumsi sembelihan

seorang budak wanita, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ka’ab bin Malik:
G alg e A s ¢l O« pan S s B 5a G el op sk (e
e Ak el Ba A gl 401 g0 A ol 0 L 56 el
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:Artinya

Dari Ka’ab bin Malik, bahwasanya seorang wanita telah menyembelih
seekor domba dengan sebuah batu, maka Nabi saw. ditanya tentang hal
tersebut, maka Rasulullah saw. memerintahkan untuk memakannya. Dan
Al-Lais berkata : menceritakan kepada kami Nafi’ bahwa.sesungguhnya ia
mendengar seorang laki-laki dari kalangan Ansar mengabarkan kepada
Abdullah dari Nabi saw. bahwa wanita tersebut adalah budak Ka’ab.

Terkait dengan hadis tersebut Ibn Rif’ah memberikan penjelasan bahwa

pada saat itu kondisi hewan yang disembelih oleh seorang budak wanita dari Ka’ab

dalam keadaan sakit.

ZMustofa al-Khin, Mustofa al-Buga, Ali al-Syurbaji, Al-Fighu al-Manhaji ‘ald Mazhabi

al-lmam al-Syafii, Juz 3 (Cet. IV; Damaskus: Dar al-Qalam, 1413 H/1992 M), h. 45.

5185.

27Abu Abdillah Muhamad ibn Ismail Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhart, Juz 5, h. 2096, no.
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Artinya:

Syafii meriwayatkan sebuah hadis dalam musnadnya, dan hadis tersebut
juga diriwayatkan oleh BukharT bahwasanya seorang budak dari keluarga
Ka’ab adalah penggembala kambing bagi mereka, kemudian didapati
seeokor domba dalam keadaan sakit, kemudian ia - memecahkan batu putih
dan menyembelihnya (domba), kemudian majikannya bertanya kepada
Rasulullah saw., maka Rasulullah saw. membolehkan bagi mereka untuk
memakannya.

Kemudian Ibn.Rif’ah menjelaskan beberapa faidah dari hadis tersebut
bahwa seorang wanita yang dalam keadaan haid boleh melakukan penyembelihan,
dan domba yang sakit jika dikhawatirkan akan mati maka boleh-menyembelihnya,
kemudian diperbolehkan menyembelih tanpa seizin pemiliknya (majikan), serta
bolehnya menyembelih dengan batu putih.?

2) Penyembelih beragama Islam, sudah akil balig dan‘memahami tata
cara -penyembelihan secara syar’i serta memiliki -keahlian dalam
penyembelihan
Seorang penyembelih untuk sembelihan yang sifatnya wajib hendaknya

sorang muslim dan telah akil balig, akan tetapi jika dilakukan atau diwakilkan
kepada kalangan ahli kitab maka hal tersebut dimakruhkan dalam Mazhab Syafii.

Termasuk pula wanita dan anak kecil yang belum balig.

28Ahmad ibn Muhamad ibn Ali al-Anshari, Kifayatun Nabih fi Syarhi al-Tanbih, Juz 8 (Cet.
I; t.t.: Dar al-Kutub al-“llmiyah, 2009), h. 141.

Ahmad ibn Muhamad ibn Ali al-Anshari, Kifayatun Nabih fi Syarhi al-Tanbih, Juz 8, h.
142.
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Artinya:
Setiap sembelihan' yang wajib bagi setiap muslim maka aku tidak
menyukainya (makruh) jika diwakilkan penyembelihannya kepada Nasrani
akan tetapi aku tidak mengharamkan hal tersebut baginya apabila ia
menyembelihnya, karena apabila dihalalkan bagi mereka daging sembelihan
maka sembelihannya (hukumnya) lebih ringan, dan setiap sembelihan yang

tidak wajib maka tidak: mengapa disembelih oleh Nasrani, Wanita dan
Anak-anak.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka ada sembelihan yang sifatnya wajib
dan ada pula sembelihan yang sifatnya sunah atau bahkan mubah, diantara
sembelihan yang sifatnya wajib adalah nazar dan fidyah, adapun sunah adalah
menyembelih untuk menjamu tamu atau berkurban pada hari raya‘kurban, adapun
mubah adalah menyembelih untuk sekadar menikmati daging sembelihan. Terkait
dengan' sembelihan yang sifatnya-wajib-maka disebutkan bahwa' hal tersebut
dimakruhkan jika diwakilkan kepada ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), adapun untuk
sembelihan yang sifatnya sunah atau mubah maka hal tersebut diperbolehkan.

Dalam Mazhab Syafii, yaitu sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-
Nawawi, bahwa terdapat perbedaan pandangan berkaitan dengan sembelihan yang
dilakukan oleh anak kecil yang befum memasuki usia mumayyiz, adapun Al-
Nawawi termasuk yang membolehkan hal tersebut. Sementara Al-Ghazali termasuk
yang melarang akan hal tersebut.3' Syarat penyembelih adalah seorang muslim
yang telah balig termasuk hal yang dianjurkan akan tetapi jika tidak terpenuhi syarat

tersebut maka diperbolehkan untuk melakukan penyembelihan.

%0Abu Abdillah Muhamad ibn Idris al-Syafii, Al-Umm, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr,
1403 H/1983 M), h. 244-245,

31Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, Raudhatut Thalibin Wa Umdatul
Muftin, Juz 3 (Cet. II; Beirut: Al-Maktab al-Islamy, 1412 H/1991 M), h. 238.
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Artinya:
Dan aku menyukai jika seorang penyembelih adalah seseorang yang telah
balig, muslim, dan paham tentang syariat, dan siapa yang menyembelih dari
kalangan perempuan atau anak kecil dari kalangan kaum muslimin maka hal

tersebut diperbolehkan, dan begitu pula penyembelih dari kalangan anak-
anak dariahli kitab termasuk pula wanita-wanita mereka.

Dimakruhkan pula sembelihan bagi orang yang gila pada saat kondisinya
gila dan orang yang dalam-keadaan mabuk, ‘namun_sembelihannya tetap halal
sebagaimana pendapat Al-Muzany.
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Artinya:

Aku tidak menyukai sembelihan orang yang dalam keadaan mabuk dan
orang gila pada saat ia gila, akan tetapi bukan berarti sembelihannya haram.

Dengan demikian berdasarkan ungkapan tersebut di atas, maka seorang
yang akil-atau berakal tidak menjadi syarat yang harus dipenuhi: bagi sorang
penyembelih. Sehingga sembelihan yang dilakukan oleh orang yang dalam keadaan
mabuk atau gila tetap dihukumi halal.
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32Abu Abdillah Muhamad ibn Idris al-Syafii, Al-Umm, Juz 2, h. 244-245.

#3Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzani, Mukhtashar min ‘Zlmi al-Syafi’i wa min Ma 'na
Qaulihi (Mukhtashar al-Muzant), Juz 2 (Riyadh: Dar al-Madarij li Nasyr, 2019), h. 557
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Artinya:

Dan sebaiknya (mustahab) orang yang melakukan penyembelihan adalah
laki-laki, karena laki-laki lebih kuat dalam hal penyembelihan daripada
perempuan, dan jika seorang perempuan melakukan penyembelihan maka
hal tersebut diperbolehkan, sebagaiman diriwayatkan dari Ka’ab bin Malik
bahwasanya budak perempuannya memecahkan sebuah batu, kemudian
dengannya ia menyembelih seekor domba, kemudian ditanyakan kepada
Rasulullah  saw. terkait sembelihan ' tersebut,” maka Rasulullah saw.
memerintahkan untuk memakannya. Dan sebaiknya (mustahab)
penyembelin  dalam- keadaan balig, karena lebih ~mampu dalam
penyembelihan, dan jika anak-anak melakukan penyembelihan maka
sembelihannya halal, sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Abbas ra. bahwa
sesungguhnya ia berkata: Barang siapa yang-melakukan penyembelihan dari
kalangan laki-laki atau perempuan, anak-anak ataupun dewasa dan disebut
nama Allah atas sembelihannya maka sembelihannya shalal. Dan makruh
jika-yang melakukan penyembelihan adalah seseorang yang buta karena ia
kemungkinan salah dalam letak (posisi) penyembelihan dan jika ia terluput
ketika melakukan penyembelihan karena tidak ada ‘yang. luput darinya
kecuall penglihatan maka yang demikian itu tidak menjadikannya haram.
Dan.dimakruhkan pula sembelihan orang yang mabuk dan gila karena ia
tidak aman dari kesalahan dalam letak penyembelihan kemudian ia
membunuh hewan, dan jika ia menyembelih “maka dihalalkan
sembelihannya, karena ia tidak fuput dari sembelihan keduanya kecuali
tujuan (niat) dan pengetahuannya-tentang penyembelihan, dan demikian
pula tidak diharamkan sebagaimana ketika ia menyembelih seekor domba
dan ia mengira bahwa ia memotong rumput.

3) Alat penyembelihan harus tajam dan alat yang dimaksud bukan kuku,
gigi/taring atau tulang
Alat yang digunakan dalam penyembelihan sebaiknya dengan besi yang
tajam, karena dengan alat yang tajam penyembelihan dapat dilakukan dengan cepat,
hal tersebut agar hewan sembelihan tidak tersiksa. Sebagaimana pendapat Al-
Syafii;
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Artinya:

3 Abu Ishaq lbrahim ibn Ali bin Yusuf al-Syirazi, Al-Muhazzab fi-Fighi al-Imam al-Syafii,
Juz 3 (Dar Al-Kutub al-limiyah, 1431 H), h. 458.

%5Abu Abdillah Muhamad ibn Idris al-Syafii, Al-Umm, Juz 2, h. 259.
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Aku menyukai penyembelihan dengan sesuatu yang tajam dan dengannya
dilakukan penyembelihan lebih ringan (tidak menyakiti) bagi sembelihan.

Kemudian Ibn Rif'ah menjelaskan terkait dengan tujuan dari
penyembelihan adalah untuk memutuskan saluran nafas sembelihan dengan dengan
seringan-ringannya rasa sakit yang akan dirasakan oleh hewan sembelihan, dan hal
tersebut hanya dapat dilakukan dengan alat sembelihan yang tajam;
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Artinya:

Dan adapun tujuan-dari penyembelihan adalah lenyapnya (terputusnya)
nafas (hewan sembelihan) dengan rasasakit yang paling ringan.

Setelah. menjelaskan tentang tujuan dari penyembelihan kemudian Ibn
Rif’ah menukil sebuah hadis terkait dengan penyembelihan, yaitu Rasulullah saw.
menjelaskan agar setiap muslim mampu berlaku ihsan kepada setiap makhluknya
diantaranya dalam hal penyembelihan, - dimana setiap muslim hendaknya
menyembelih. dengan pisau yang tajam serta menenangkan-hewan yang akan
disembelih, sebagaimana sabda Rasulullah saw.;
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Artinya:

Dari Syaddad bin Aus ra. berkata ; dua riwayat yang telah aku hafal dari
Rasulullah saw., beliau bersabda : Sesungguhnya Allah telah mewajibkan
ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh
(pada sesuatu yang dibolehkan syari’at) maka lakukanlah dengan baik. Dan
apabila kalian menyembelih, maka lakukanlah penyembelihan dengan baik,
dan hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan
sembelihannya.

Terkait denga hadis tersebut maka Al-Nawawi menjelaskan pula bahwa

sebaiknya dalam penyembelihan menggunakan pisau yang tajam. Sehingga tidak

%Ahmad ibn Muhamad ibn Ali al-Anshart, Kifayatun Nabih fi Syarhi al-Tanbih, Juz 8 (Cet.
I; t.t.: Dar al-Kutub al-“llmiyah, 2009), h. 147.

$"Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim, Al-Jami’ al-Sohih (Sohih Muslim), Juz 6, h. 72, no. 1955.
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dibenarkan menggunakan pisau yang tumpul karena justru akan menyakiti hewan
sembelihan.
Artinya:
Dan mustahab agar dalam menyembelih menggunakan pisau yang tajam.
Tidak hanya menggunakan pisau yang terbuat dari besi, bahkan batu atau
benda-benda tajam lainnya dapat digunakan untuk jpenyembelihan. Al-Syafii
menjelaskan tentang alat'yang.dapat digunakan untuk menyembelih adalah segala
sesuatu yang dapat digunakan untuk mengalirkan darah serta tidak menyakiti
hewan sembelihan selain gigi dan kuku.
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Artinya;

Setiap sesuatu yang digunakan untuk mengalirkan darah dan memutuskan
urat-urat (saluran) dan sembelihan (yang telah disembelih) dan tidak
menyakiti maka diperbolehkan penyembelihan dengannya; kecuali kuku
dan gigi.

Al-Syafii-dalam musnadnya meriwayatkan sebuah hadis tetang alat yang
semestinya digunakan dalam penyembelihan. Begitu pula terkait dengan larangan
menggunakan gigi dan kuku termasuk pula tentang penggunaan tulang dalam
pelaksanaan penyembelihan.
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BAbu Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, Al-Majmu’ Syarhi al-Muhazzab, Juz 9
(Kairo: Idaratut Taba’ah al-Muniriyah, 1344 H), h. 80.

39Abu Abdillah Muhamad ibn Idris al-Syafii, Al-Umm, Juz 2, h. 259.
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Artinya:

Dari Rafi” bin Khadij ra. berkata : Kami bertanya : “Wahai Rasulullah,
sesungguhnya kami akan bertemu musuh besok, dan tidak ada pada kami
pisau, apakah kami menyembelih dengan kulit?, maka Nabi saw. menjawab
: Apa saja yang mampu mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah maka
makanlah, kecuali gigi dan kuku ; karena sesungguhnya gigi adalah tulang
bagian dari manusia dan kuku adalah pisau bangsa Habasyah.

Kemudian Al-Syirazy-menjelaskan tentang penggunaan alat penyembelihan
menggunakan gigi dan kuku-dalam kitabnya.- Al-Syrazy mengungkapkan bahwa
jika penyembelihan -dilakukan dengan menggunakan keduanya maka hukum
sembelihannya adalah haram.
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Artinya:

Dan diperbolehkan menyembelih dengan menggunakan segala sesuatu yang
dengan ketajamannya mampu memotong kecuali gigi dan kuku, maka jika
menyembelih dengan keduanya tidak halal (sembelihan).

Al-Mawardy menukil perkataan  Al-Syafii tentang penyembelihan
menggunakan tulang. Bahwasanya Al-Syafii memakruhkan penggunaan tulang
untuk penyembelihan dan tidak mengharamkannya.
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Artinya:

Maka adapun penyembelihan dengan menggunakan tulang, Al-Syafii
berkata: “Aku memakruhkannya”.

40Abu Abdillah Muhamad ibn Idris al-Syafii, Musnad al-Syafii (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Iimiyyah, 1431 H), h. 340.

41Abu Ishaq Ibrahim ibn ‘Ali ibn Yusuf al-Fayriizabady al-Syirazy, Al-Tanbih fi al-Figh al-
Syafii (Cet. I; Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1403 H/1983 M), h. 82.

“2Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhamad ibn Muhamad ibn Habib al-Basry al-Baghdady, Al-
Hawy al-Kabir fi Figh Mazhab al-lmam al-Syafii (Syarhu Mukhtasar al-Muzani), Juz 15 (Cet. I,
Beirut: Dar al-Kutub al-‘Imiyyah, 1419 H/1999 M), h. 29.
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Adapun Al-Nawawi dalam kitabnya mengharamkan penggunaan tulang
dalam penyembelihan. Hal tersebut sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-
Syafii dari Rafi’ bin Khadij dalam musnadnya.*?

4) Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut
asma Allah

Sebelum melaksanakan penyembelihan maka dipersyaratkan berniat untuk
melakukan penyembelihan. Niat® merupakan amalan hati, yaitu seseorang
bermaksud di dalam hatinya-untuk melaksanakan.penyembelihan dan pada saat
yang bersamaan seorang penyembelih melakukan apa yang diniatkanya. lbn Rif’ah
menukil perkataan Al-Mawardy,
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Artinya:

Dan-Al-Mawardy berkata : (niat adalah) maksud untuk melakukan sesuatu
diiringi dengan perbuatan.

Al-Anshari menjelaskan pula bahwa diantara syarat melaksanakan
penyembelihan adalah niat, yaitu mengarahkan pandangan ataupun tubuh ke hewan
sembelihan,
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Artinya:

Dan dipersyaratkan berniat ketika melakukan penyembelihan, yaitu dengan
mengarahkan mata atau tubuh untuk melakukan penyembelihan.

Al-Nawawi menjelaskan pula bahwa niat merupakan syarat dalam

penyelenggaraan hewan kurban.

43Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, Raudhatut Thalibin Wa Umdatul
Muftin, Juz 3 (Cet. II; Beirut: Al-Maktab al-Islamy, 1412 H/1991 M), h. 243.

4 Ahmad ibn Muhamad ibn Ali al-Ansari, Kifayatun Nabih fi Syarhi al-Tanbih, Juz 1 (Cet.
I; t.t.: Dar al-Kutub al-“llmiyah, 2009), h. 266.

*Zakariya ibn Muhamad ibn Ahmad ibn Zakariya al-Anshari, Fathul Wahhab fr Syarhi
Minhaji Tullab, Juz 2 (t.t.: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 226.
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Artinya:

Niat merupakan syarat dalam penyelenggaraan kurban.

Kemudian Al-Muzany menyebutkan pula dalam kitabnya tentang tata cara

penyembelihan. Hal-hal - yang semestinya dilakukan dalam pelaksanaan
penyembelihan adalah diantaranya mengucapkan bismillah.
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Artinya:

Dan-.aku menyukai (seseorang yang menyembelih): menghadapkan

sembelihannya kea arah kiblat dan mengucapkan “Bismillah”, dan aku tidak

memakruhkan untuk berselawat kepada Rasulullah saw., karena salawat
merupakan bentuk keimanan kepada Allah Swt., Rasulullah saw. bersabda
telah ~mengabarkan kepadaku Jibril as. dari Allah Yang Maha Mulia

memperingatkan kepada Jibril as. bahwa sesungguhnyabarang siapa yang
berselawat kepedamu maka Aku (Allah Swt.) akan berselawat kepadanya.

Kemudian berdasarkan pendapat Mazhab Syafii membaca bismillah pada
saat menyembelih hewan adalah mustahab. Hal tersebut sebagaimana firman Allah
Swit. dalam surah Al-Maidah ayat 5 dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhart dari
Aisyah ra.. Maka begitu pula ketika seseorang berniat untuk menyembelih namun
tidak membaca bismillah, maka sembelihannya halal.
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*®Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, Raudhatut Thalibin Wa Umdatul
Muftin, Juz 3 (Cet. II; Beirut: Al-Maktab al-Islamy, 1412 H/1991 M), h. 200.

47Abu lbrahim Ismail ibn Yahya al-Muzani, Mukhtasar al-Muzani, Juz 8 (Cet. I1; Beirut:
Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 392.
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Artinya:

Dianjurkan (musta/zab) membaca bismillah sebagaimana firman Allah Swit.
“Maka makanlah dari apa (hewan sembelihan) yang disebutkan nama Allah
atasnya”. Dan diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi saw. ketika
menyembelih kurban beliau membaca “bismilah” maka jika tidak membaca
bismillah (maka sembelihannya) halal, karena sesungguhnya Allah Swt.
membolehkan sembelihan Ahli Kitab sementara mereka mayoritas tidak
membaca bismillah, dan diriwayatkan pula bahwa orang-orang berkata:
“Wahai Rasulallah sesungguhnya suatu kaum dari orang-orang arab
mendatangi kami -dengan membawa daging, sementara kami tidak
mengetahui apakah mereka menyebut nama Allah atasnya atau tidak™, maka
Rasulullah saw. . bersabda: ‘“Sebutlah namaAllah (bismillah) dan
makanlah”; maka hal tersebut menunjukkan bahwasanya (bismillah) tidak
wajib, serta dalil-dalil lainnya selain dalil tersebut. Adapun berselawat atas
Nabi-saw. maka Al-Syafii telah menunjukkan bahwa haltersebut dianjurkan
(mustasab).

Al-Syafii menjelaskan terkait dengan pengucapan bismillah. Bahwa
pengucapan bismillah hukumnya mustahab. Kemudian jika-seseorang ingin
menambahkan dengan menyebutkan nama Allah selain “bismillah”, maka
diperbolehkan.
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Artinya:

Menyebut nama (Allah) atas sembelihan dengan membaca “bismillah”,
maka apabila seseorang menambah terhadap bacaan tersebut sesuatu
(bacaan) bagian dari zikir (menyebut) nama Allah Swt., maka tambahan
tersebut baik.

5) Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui

pemotongan saluran makan (34’5gﬁlesophagus), saluran

“8Abu Bakr ibn Muhamad ibn ‘Abdi al-Mu’min ibn Hariz ibn Mu’alla al-Husainy al-
Hisany, Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar (Cet. I; Damaskus: Dar al-Khair, 1994), h. 532.

4SAbu Abdillah Muhamad ibn Idris al-Syafii, Al-Umm, Juz 2, h. 262.
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pernafasan/tenggorokan (hulqum/trachea), dan dua pembuluh darah

(Q.g-.\élj /vena jugularis dan arteri carotids).

Al-Syafii mengatakan bahwa sembelihan yang sempurna adalah dengan
memotong empat bagian yang -perlu dipotong vyaitu, saluran makan
(mari’lesophagus), saluran pernafasan/tenggorokan (hulgum/trachea), dan dua
pembuluh darah (Qéé%/vena jugularis dan arteri carotids), adapun jika
pelaksanaan penyembelihan hanya memotong dua bagian yaitu, saluran makan
(s¢s/esophagus), saluran: pernafasan/tenggorokan (eﬁzk/trachea) maka sudah
dianggap cukup .dan minimal yang harus . dipotong. dalam pelaksanaan
penyembelihan adalah dua saluran tersebut.
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Artinya:

Penyembelihan yang sempurna adalah dengan (memotong) empat saluran,
yaitu saluran pernafasan/tenggorokan, saluran makan/saluran makan, dan
dua‘pembuluh darah, dan

Begitu pula dalam salah satu kitab Mazhab Syafii disebutkan bahwa saluran
yang ~wajib dipotong adalah saluran makan (mari’/esophagus), saluran
pernafasan/tenggorokan (hulqum/trachea). Sementara dua saluran lainnya, yaitu
dua pembuluh darah Q§é3j adalah sunah.

s cpanl) gl a4 G
Artinya:

Dan disunahkan bagi penyembelih untuk memotong dua pembuluh darah.

6) Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.

%0Abu Abdillah Muhamad ibn Idris al-Syafii, Al-Umm, Juz 2, h. 259.

*17akariya ibn Muhamad ibn Ahmad ibn Zakariya al- Ansari, Fathu al-Wahhab fi Syarhi
Minhaji al-Tullab, Juz 2 (t.t.: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 226.
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Diantara aturan standar sertifikasi penyembelihan halal adalah
penyembelihan dilakukan sekali dan secara cepat. Terkait dengan cara tersebut juga
disebutkan dalam kitab Mazhab Syafii, dimana jika seseorang melakukan
penyembelihan tidak sebagaiman mestinya yaitu secara cepat dan justru secara
perlahan-lahan maka daging dari sembelihan dihukumi haram.
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Artinya:

Apabila saluran makan dan tenggorokan dipotong-dengan perlahan-lahan di
luar-daripada cara yang biasa dilakukan, kemudian hewan sembelihan
berakhir sampai pergerakan sebagaimana hewan yang telah disembelih,
kemudian selesai penyembelihan, maka hasil sembelihannya tidak halal,
oleh karena itu bagi para penyembelih hendaklah mempercepat
penyembelihan agar sembelihan tidak merasakan (sakit) sampai pada
sebagaimana yang telah kami sebutkan (pergerakan hewan yang telah
disembelih).

Sebagaimana pada poin sebelumnya juga dijelaskan tentang tujuan dari
penyembelihan yaitu matinya hewan dengan rasa sakit yang seminimal mungkin
(;‘Yi L—h\-* uﬂ-\j\ &\53) hal tersebut sebagaimana pula sabda Rasulullah saw.
yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Aus.

7) Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai
tanda hidupnya hewan (hayah mustagirrah)

Al-Syafii menjelaskan dalam kitabnya tentang tanda hidupnya hewan yang
akan disembelih. Bergeraknya hewan sebelum atau setelah penyembelihan hewan

adalah tanda hidupnya hewan yang akan disembelih.

%2]zzuddin ibn Abdul ‘Aziz ibn Abdissalam al-Sulami, Al-Ghayah fi Ikhtisari al-Nihayah,
Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dar al-Nawadir, 1437 H/2016 M), h. 277-278.
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Artinya:

Jika kamu mengenali (tanda) hidupnya domba, yaitu (domba) bergerak
setelah penembelihan atau sebelumnya maka (semelihannya) dapat
dimakan, dan tidaklah (domba) bergerak setelah penyembelihan domba
yang telah mati sebelumnya, sesungguhnya domba bergerak setelah
penyembelihan karena adanya ruh pada domba sebelum penyembelihan
(Berkata Syafii) : Dan semua yang diketahui padanya kehidupan kemudian
disembelih, maka:sembelihan tersebut dapat dimakan.

Pada poin sebelumya telah dijelaskan tentang alat penyembelihan adalah
segala sesuatu yang dengannya dapat digunakan untuk mengalirkan darah serta
memotong saluran-saluran yang semestinya - dipotong. ~Maka memastikan
mengalirnya darah pada saat penyembelihan penting untuk dilakukan.
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Artinya:

Setiap sesuatu yang digunakan untuk mengalirkan darah dan memutuskan

urat-urat (saluran) dan sembelihan (yang telah disembelih) dan tidak

menyakiti maka diperbolehkan penyembelihan dengannya, kecuali kuku
dan gigi.

Al-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya terkait dengan hayah mustagirrah

dari hewan sembelihan. Hal tersebut agar hewan yang disembelih tidak terlebih

dahulu telah menjadi bangkai sebelum dilakukan penyembelihan.

8

AEa BN YO8 5580 U 4 i 385 o el 5 4R R0 4 48
3 e Slia 48Y Jad al 7 530 4898 V) 6580004 BUA 48 S Al ()5 58 3h 5
55 31K31)

53Abu Abdillah Muhamad ibn Idris al-Syafii, Al-Umm, Juz 2, h. 256.
5 Abu Abdillah Muhamad ibn Idris al-Syafii, Al-Umm, Juz 2, h. 259.

5Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, Al-Majmu’ Syarhi al-Muhazzab,
Juz 9 (Kairo: Idaratut Tiba’ah al-Muniriyyah, 1344 H), h. 84.
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Artinya:

Dan jika pisau sampai pada tenggorokan dan saluran makan dan masih ada
tanda hayah mustagirrah maka sembelihan dihukumi halal, karena pada saat
penyembelihan didapati kondisi hewan masih dalam keadaan hidup, dan
Jika tidak ada tanda hayah mustagirrah kecuali hanya gerakan hewan yang
telah disembelih maka sembelihan dihukumi tidak halal (haram), karena
(hewan) sembelihan telah lebih dulu mati sebelum penyembelihan.

Syarbini-al-Syafii mengatakan bahwa tanda hidupnya hewan pada saat
penyembelihan adalah gerakan yang kuat.
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Artinya:
Tanda_hayah mustagirrah adalah adanya gerakan ‘yang kuat setelah

pemotongan saluran pernafasan dan saluran makan menurut pendapat yang
lebih sahih dalam Al-Zawaid dan Al-Majma’.

Al-Nawawi tentang tanda hidupnya hewan (hayah mustagirrah) pada saat
penyembelihan adalah adanya gerakan yang kuat pada saat penyembelihan serta
terpancarnya-atau mengalirnya darah pada saat penyembelihan.
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Artinya:

Diantara tanda adanya hayah mustagirrah adalah adanya gerakan yang kuat
setelah pemotongan saluran pernafasan dan saluran makanan serta
terpancarnya darah.

8) Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan dan
pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab

penyembelihan tersebut.

%6Syamsu al-Din Muhamad ibn Ahmad al-Khatib al-Syarbini al-Syafii, Al-Igna’ fi Halli
Alfazi Abi Syuja’, Juz 2 (Beirut: Dar al-Figr, 1431 H), h. 579.

57Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, Raudhatut Thalibin Wa Umdatul
Muftin, Juz 3 (Cet. II; Beirut: Al-Maktab al-Islamy, 1412 H/1991 M), h. 203.
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Al-Syarbini menjelaskan dalam kitabnya bahwa kematian hewan
sembelihan harus dapat dipastikan sebab kematiannya karena sebab
penyembelihan. Maka jika ada sebab lain yang menyertai penyembelihan, yaitu
sebab yang pada umumnya menyebabkan kematian maka status sembelihan
tersebut tidak halal.
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Artinya:
Barangsiapa yang..menyembelih hewan, kemudian_ada orang lain yang

mengeluarkan isi perutnya atau menyobek lambungnya secara bersamaan
maka hukumnya tidak halal karena penyebab kematiannya tidak tertentu.

Al-Syafii memberikan penjelasan terkait hewan sembelihan yang telah
disembelih. Diantara penjelasan tersebut Al-Syafii mengungkapkan bahwa
sebaiknya hewan sembelihan telah benar-benar mati, kemudian setelah itu barulah
dapat ‘dilakukan pengolahan terhadaphewan sembelihan  tersebut, seperti
memotong dan menguliti.
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Artinya:

Umar bin al-Khattab ra. melarang untuk menyembelih sampai ke tulang

leher dan mempercepat terlepasnya ruh dan memotong sum-sum tulang,

atau menyembelih kambing kemudian mengenai tulang bagian belakang

lehernya dari tempat penyembelihan untuk untuk memotong tulang lehernya
dan begitupula dari tulang leher bagian belakang atau memotong kepala

%8Syamsu al-Din Muhamad ibn Ahmad al-Khatib al-Syarbini al-Syafii, Al-Igna’ fi Halli
Alfazi Abi Syuja’, Juz 2 (Beirut: Dar al-Figr, 1431 H), h. 578.

S9Abu Abdillah Muhamad ibn Idris al-Syafii, Al-Umm, Juz 2 (Cet.II; Beirut: Dar al-Fikr,
1403 H/1983 M), h. 262.
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sembelihan untuk mempercepat menghentikan gerakan hewan yang telah
disembelih maka aku tidak menyukainya. Dan kemudian menguliti atau
memotong sesuatu dari bagian tubuh hewan sembelihan dan hewan masih
diantara hidup dan mati atau memegang dengan memukulnya atau selain
daripada itu sampai hewan sembelihan menjadi dingin, dan tidak ada lagi
gerakan. Dan jika seseorang melakukan salah satu dari apa yang tidak aku
sukai (makruh) hingga ia menyelesaikan penyembelihan maka hal tersebut
adalah sesuatu yang buruk, akan tetapi tidak diharamkan yang demikian itu,
karena sesungguhnya hewan tersebut adalah hewan yang telah disembelih.

Sejalan dengan pendapat Al-Syafii tersebut Al-Baihaqi meriwayatkan asar
dari Umar ra. terkait dengan perlakuan terhadap hewan yang telah disembelih.
Termasuk untuk memperhatikan agar hewan sembelihan benar-benar telah lenyap
ruh dari jasadnya
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Artinya:

Dari_ Al-Farafisah al-Hanafy, dari Umar bin al-Khattab bahwa

sesungguhnya dia berkata : Penyembelihan itu pada leher(tenggorokan) dan

leher bagian bawah, dan janganlah Kalian terburu-buru untuk melepaskan
ruh dari hewan sembelihan.

Al-NawawT menjelaskan pula tentang asar yang diriwayatkan oleh Al-
Baihaqi dari Al-Farafisah tentang perlakuan terhadap hewan yang telah disembelih.
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Artinya:
Sebaiknya jika seseorang menyembelih maka jangan sampai memutuskan

lehernya dan jangan mengulitinya sebelum sembelihan menjadi dingin,
sebagaiman riwayat bahwa Al-Farafisah berkata kepada Umar ra. bahwa

8Abu Bakr ibn Ahmad al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, Al-Sunan al-Kubra, Juz 19 (Cet.;
Kairo: Markaz Hijr Lilbuhus wa al-Dirasat al-‘Arabiyyati wa al-Islamiyyati, 1432 H/2011 M), h.
308, no. 19154.

61Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, Al-Majmu’ Syarhi al-Muhazzab,
Juz 9 (Kairo: Idaratut Tiba’ah al-Muniriyyah, 1344 H), h. 84.
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sesungguhnya kalian memakan makanan yang tidak kami makan, Umar ra.
bertanya: Apakah itu wahai Abu Hassan?, kemudian ia menjawab: Kalian
terburu-buru untuk mengonsumsi hewan yang ruhnya benar-benar telah
terputus (hewan benar-benar mati), Maka kemudian Umar ra.
memerintahkan orang-orang untuk menyampaikan kepada orang-orang
bahwa penyembelihan adalah pada leher (tenggorokan) dan leher bagian
bawah untuk hewan-hewan yang mampu untuk disembelih, dan janganlah
kalian tergesa-gesa melenyapkan ruh dari hewan sembelihan.

b. Pandangan Mazhab Hambali terhadap Standar Penyembelihan Halal MUI

Berdasarkan Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal dalam Fatwa MUI

Nomor 12 Tahun 2009, maka ada 8 poin yang akan kami bahas berdasarkan

pandangan Mazhab Hambali, diantaranya :

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

Kondisi.hewan harus dalam keadaan sehat

Penyembelih beragama Islam dan sudah akil balig dan memahami tata cara
penyembelihan secara syari serta memiliki keahlian dalam penyembelihan

Alat-penyembelihan harus tajam dan alat yang dimaksud bukan kuku,
gigiftaring atau tulang

Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih.dan menyebut asma
Allah

Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan
saluran -~ makan (mari/esophagus), saluran pernafasan/tenggorokan
(hulgum/trachea), dan dua pembuluh darah (wadajain/vena jugularis dan
arteri carotids).

Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.

Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda
hidupnya hewan (hayah mustagirrah).

Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan dan
pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab

penyembelihan tersebut.
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Berikut adalah pembahasan terkait dengan poin-poin tersebut di atas
berdasarkan pandangan Mazhab Hambali:
1) Kondisi hewan harus dalam keadaan sehat
Dalam Mazhab Hambali kondisi hewan yang akan disembelih sebaiknya
dalam keadaan sehat. Jika hewan kurban yang hukumnya wajib seperti nazar dan
fidyah, maka pada asalnya tidak diperbolehkan adanya cacat atau kekurangan
A c;\P‘Y\ ;a ne L@_u AN e.u ‘ a_ajiij\ UA Al Z\L\M\ g_a;j\ 13)
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Artinya:

Apabila diwajibkan ‘Kurban yang baik bebas dari cacat, kemudian terjadi
cacat-padanya yang menjadikannya tidak diperbolehkanuntuk dikurbankan.
Apabila ia telah menyembelihnya maka diperbolehkan baginya sembelihan
tersebut.

Kemudian Ibn. Qudamah menjelaskan terkait dengan- hadis yang
menerangkan . akan bolehnya berkurban dengan domba yang yang pada asalnya
bebas dari-cacat, akan tetapi kemudian terjadi sesuatu hal yang menimbulkan cacat
pada bagian tubuh hewan tersebut. Pada redaksi hadis tersebut Rasulullah saw.
memerintahkan untuk berkurban dengan hewan kurban yang telah diterkam oleh

serigala.
}\ ‘\_uS\ (e c_uﬂ\ c_al.mlﬁ c‘\.a Lﬁ“‘” L..n.\S Luu.u‘ d\ﬁ chJJ;J\ ‘_;1\
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Artinya:

Dari Abu Sa’id al-Khudry, berkata: Kami membeli domba untuk kami
berkurban dengannya, kemudian serigala menerkam dari arah pantat atau
telinganya, maka kami bertanya kepada Nabi saw., maka beliau
memerintahkan kepada kami untuk berkurban dengannya.

52Abu Muhamad Abdillah ibn Ahmad ibn Muhamad ibn Qudamah al-Magqdisi, Al-Mugni,
Juz 13, h. 373.

83Abu Abdillah Muhamad ibn Yazid ibn Majah, Sunan Ibnu Mdjah, Juz 4 (Cet. II; t.t.: Dar
al-Risalah al-*Alamiyah, 1430 H/2009 M), h. 322, no. 3146.
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Al-Bukhart meriwayatkan hadis tentang seorang wanita yang menyembelih
domba yang dalam keadaan sakit. Sementara Rasulullah saw. tidak menanyakan
tentang kondisi domba tersebut.
us:elm‘jﬂ\_\lf: \#H\J@cyabu&da\f\u\duwuﬁ&
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Artinya:

Dari Ka’ab bin Malik, bahwasanya seorang wanita telah menyembelih

seekor domba dengan sebuah batu, maka Nabi saw. ditanya tentang hal

tersebut, maka-Rasulullah saw. memerintahkan untuk memakannya. Dan

Al-Laits berkata : menceritakan kepada kami Nafi’ bahwa sesungguhnya ia

mendengar:seorang laki-laki dari kalangan Anshar-mengabarkan kepada
Abdullah dari Nabi saw. bahwa wanita tersebut adalah budak Ka’ab.

Terkait dengan hadis tersebut diatas Ibn Qudamah menyatakan bahwa
ketika hewan yang sakit masih diyakini bahwa ia tidak akan mati,-masih mampu
bergerak, dan darahnya mengalir maka hukum sebelihannya halal.
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Artinya:

Bahwasanya ketika (hewan) tidak diyakini akan kematiannya, seperti hewan
yang sakit, ketika ia bergerak dan darahnya mengalir, maka hewan
(sembelihan) tersebut halal, wallahu a’lam.

Sebagaiman pendapat tersebut di atas dalam suatu riwayat Ahmad ibn
Hambal ditanya terkait dengan hewan yang sakit. Hewan tersebut dikhawatirkan
mati karena penyakitnya tersebut, maka hewan tersebut disembelih dan Ahmad ibn

Hambal membolehkannya.

54Abu Abdillah Muhamad ibn Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhart, Juz 5, h. 2096, no.
5185.

85Abu Muhamad Abdillah ibn Ahmad ibn Muhamad ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Mugn,
Juz 13, h. 315.
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Artinya:
Suatu ketika Ahmad bin Hambal ditanya tentang domba yang sakit, dan
dikhawatirkan kematian menghampirinya, maka domba tersebut disembelih
sementara tidak diketahui banyak tentang hewan tersebut apakah mata dari
hewan tersebut berkedip atau tangan dan kakinya bergerak, atau gerakan

ekornya dengan lemah, maka dialirkan darahnya (disembelih), Imam
Ahmad berkata : tidak.masalah.

2) Penyembelih ‘beragama Islam, sudah akil balig dan memahami tata
cara penyembelihan secara syar’i serta memiliki keahlian dalam
penyembelihan
Ibn Qudamah menyebutkan dalam kitabnya bahwa seorang penyembelih

hendaknya beragama Islam atau dari kalangan Ahli Kitab berdasarkan dalil Al-

Qur’an surah Al-Maidah ayat 5. Kemudian seorang penyembelii dipersyaratkan

pula orangyang berakal dan mampu melakukan penyembelihan.
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Artinya:

Penyembelih yang layak melakukan penyembelihan adalah orang yang
berakal, mampu melakukan penyembelihan, muslim, atau ahli Kitab.
Adapun anak kecil, orang gila, orang Kafir yang bukan ahli kitab, maka tidak
halal sembelihannya.

Sementara itu Al-Hajjawi menambahkan pula terkait dengan persyaratan

yang semestinya dipenuhi bagi seorang penyembelih. Dalam penjelasannya ia

%Baha al-Din ‘Abdu al-Rahman ibn Ibrahim al-Magqdisi, Al-‘Uddatu Syarh al- ‘Umdah,
(Kairo: Dar al-Hadis, 1424 H/2003 M), h. 494,

87Abu Muhamad Muwafiq al-Din Abdullah ibn Ahmad ibn Muhamad ibn Qudamah al-
Magqdisi, ‘Umdatul Figh, (t.t.: Al-Maktabah al-‘Asriyyah, 1425 H/2004 M), h. 116.
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menambahkan bahwa seorang remaja, perempuan, orang yang buta, dan orang yang
belum dikhitan diperbolehkan untuk melakukan penyembelihan.
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Artinya:
Penyembelih yang layak melakukan penyembelinan adalah semestinya
berakal, muslim, atau ahli kitab sekalipun remaja ataupun perempuan, atau

seseorang yang belum disunat atau buta, dan tidak diperolehkan sembelihan
orang yang mabuk dan gila, penyembah berhala, majusi dan murtad.

Sementara itu Al-Hajjawi mengemukakan persyaratan seorang
penyembelih hendaknya seorang laki-laki, berakal, beragama Islam serta dalam
keadaan suct.--Kemudian dipersyaratkannya seorang yang berakal karena niat
merupakan Syarat sahnya sebuah peyembelihan, karena seseorang yang tidak
berakal tidak-ada niat dalam dirinya untuk melakukan penyembelihan.®® Maka dari
itu tidak sah pula sembelihan anak-anak yang belum memasuki-umur mumayyiz.’

3) Alat penyembelihan harus tajam dan alat yang dimaksud bukan kuku,
gigiftaring atau tulang.

Ibn Qudamah mengemukakan bahwa terdapat dua syarat yang harus
dipenuhi terkait dengan alat penyembelihan. Pertama alat yang digunakan
hendaknya dalam keadaan tajam, sehingga dengan ketajamannya tersebut mampu
untuk memotong dan bukan karena berat dari alat yang dipergunakan. Kemudian

yang kedua adalah alat yang dipergunakan bukan gigi dan kuku.

%Miisa ibn Ahmad ibn Miisa ibn Salim ibn ‘Isa ibn Salim al-Hajjawi al-Maqdisi, Zadu al-
Musaqni’ fi Tkhtisari al-Mugni’, (Riyadh: Dar al-Wathan li al-Nasyr, 1431 H), h. 227.

8 Abdul Karim ibn Muhamad al-Lahim, Al-Matla 'u ‘ald Dagaiqi Zadi al-Mustagni’ (Fighu
al-At’imah wa al-Zakah wa al-Said wa al-Zabaih wa al-Aiman wa al-Nuzir), (Cet. I; Riyadh: Dar
Kuniz Isybiliya, 1433 H/2012 M), h. 123.

0Abdul Karim ibn Muhamad al-Lahim, Al-Matla u ‘ald Daqdigi Zadi al-Mustagni ’(Fighu
al-At’imah wa al-Zakah wa al-Said wa al-Zabaih wa al-Aiman wa al-Nuzir), h. 124.
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Artinya:

Adapun alat (penyembelihan), maka ada dua persyaratan; pertama, alat
hendaknya tajam, mampu memotong dan merobek dengan ketajamannya,
bukan karena beratnya. Kedua, alat bukan termasuk gigi dan bukan pula
kuku. Maka apabila kedua syarat tersebut terpenuhi pada suatu alat yang
digunakan, maka halal sembelihan dengannya.

Ibn Qudamah_menjelaskan pula bahwa disunahkan untuk menyembelih
dengan pisau yang tajam’! sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan
oleh Muslim dari sahabat Syaddad bin Aus.
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Artinya:

Dari Syaddad bin Aus ra. berkata ; dua riwayat yang telah-aku hafal dari

Rasulullah saw., beliau bersabda : Sesungguhnya Allah telah mewajibkan

ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh

(pada sesuatu yang dibolehkan syariat) maka lakukanlah dengan baik. Dan

apabila kalian menyembelih, maka lakukanlah penyembelihan dengan baik,

dan hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan
sembelihannya.

Sejalan dengan Ibn Qudamah, Al-Hajjawi menjelaskan pula terkait dengan
alat yang dapat digunakan dalam pelaksanaan penyembelihan. Alat yang dapat
digunakan adalah segala sesuatu yang sifatnya tajam dan bukan merupakan gigi dan

kuku.

"LAbu Muhamad Abdillah ibn Ahmad ibn Muhamad ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Mugn,
Juz 13, h. 305.

"2Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim, Al-Jami’ al-Sahih (Sahith Muslim), Juz 6, h. 72, no. 1955.
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Artinya:

Maka diperbolehkan penyembelihan dengan menggunakan segala sesuatu
yang tajam sekalipun merupakan curian, berupa besi, batu, (kulit) tebu dan
lain sebagainya kecuali gigi dan kuku.

Ibn Qudamah menerangkan pula terkait dengan penggunaan tulang. Bahwa
tulang bukan sebagaimana gigi, maka diperbolehkan menyembelih dengannya.
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Artinya:

Adapun tulang bukan termasuk gigi, maka sebagaimana pendapat Ahmad,
Syafii, dan Abu Saur, bolehnya penyembelihan menggunakan tulang.

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama Hanabilah terkait dengan
penggunaan tulang dalam penyembelihan. Diantaranya adalah pendapat 1bn
Usaimin dimana ia memilih pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah tentang
haramnya menggunakan tulang dalam penyembelihan sebagaimana hadis yang
diriwayatkan oleh Bukhari dari Rafi’ ibn Khadij.”®Begitu pula sebagaimana yang
diungkapkan oleh Al-Tayyar berdasarkan riwayat Ahmad ibn Hambal.”

4) Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut

asma Allah

"3Miisa ibn Ahmad ibn Misa ibn Salim ibn ‘Isa ibn Salim al-Hajjawi al-Maqdisi, Zadu al-
Musaqni’ fi Tkhtisari al-Mugni’, (Riyadh: Dar al-Wathan li al-Nasyr, 1431 H), h. 227.

"Muwafiq al-Din Abu Muhamad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhamad ibn Qudamah al-
Maqdisi, Al-Mugni, Juz 13, h. 302.

Muhamad ibn Salih al-Usaimin, Al-Syarh al-Mumti’ ald Zadi al-Mustagni’, Juz 15 (Cet.
I; t.t.: Dar Ibnu al-Jauzi, 1422 H), h. 70.

5Abdullah ibn Muhamad ibn Ahmad al-Tayyar, Wabalu al-Ghamamah fi Syarhi ‘Umdatil
Fighi li Ibni Qudamah, Juz 7 (Cet. I; Riyadh: Dar al-Watan li al-Nasyri wa al-Tauzi’, 1429 H), h.
185.
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Syarat penyembelih dalam Mazhab Hambali adalah diantanya sesorang
penyembelih harus berakal dan telah memasuki usia mumayyiz. Hal tersebut
penting karena seseorang penyembelih harus benar-benar menyadari apa yang ia
niatkan dan ia lakukan.

O s ddie 5 (G STl 4358 shy Al s A ERE )N
G ¥ ol JIK (G Y G G ¢ saall @A e i 1 K

77 2l Al oy Y ATY AT W Jad Al o DREI 5 ¢ iR 5
Artinya:

Adapun penyembelih maka baginya dua persyaratan; agamanya, seorang

penyembelih adalah muslim atau ahli kitab, akalnya, yaitu seseorang yang

memiliki akal mengetahui sembelihan yang akan disembelih, maka jika
tidak- berakal, -sebagaimana anak kecil yang belum memasuki usia

mumayyiz, dan orang gila, dan orang yang mabuk tidak halal apa yang
disembelihnya, karena tidak benar apa yang diniatkannya.

al-Lahim menjelaskan pula terkait dipersyaratkannya seseorang yang
berakal untuk melakukan penyembelihan. Karena seseorang yang.tidak berakal
tidak mungkin menghadirkan niat yang benar dalam dirinya untuk melakukan

sesuatu.
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Artinya:
Dipersyaratkannya akal untuk penyembelihan yang benar : Karena niat
menyembelih syarat dari penyembelihan yang benar (halal), dan orang yang

tidak berakal maka ia tidak ada niat padanya, maka jika ia tidak berniat
melakukan penyembelihan maka tidak benar penyembelihannya.

""Muwafiq al-Din Abu Muhamad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhamad ibn Qudamah al-
Maqdisi, Al-Mugni, Juz 13, h. 301.

8 Abdul Karim ibn Muhamad al-Lahim, Al-Matla 'u ‘ald Dagaiqi Zadi al-Mustagni’ (Fighu
al-At’imah wa al-Zakah wa al-Said wa al-Zabaih wa al-Aiman wa al-Nuzir), (Cet.I; Riyadh: Dar
Kuniz Isybiliya, 1433 H/2012 M), h. 123.
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Ibn Usaimin menambahkan persyaratan seorang penyembelih dalam kitab
syarahnya. Diantara syarat halalnya hasil sembelihan adalah niat untuk

menyembelih.
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Artinya:

Maka syarat-syarat sembelihan ada delapan: pertama: keahlian
penyembelih, dan berbagai cabang-cabangnya, kedua: niat menyembelih....

Kemudian _al-Lahim" menjelaskan -pula akan-pentingnya niat dalam
penyembelihan. Karena ketika hewan disembelih tanpa adanya niat, maka hewan
tersebut tidak-diperbolehkan untuk dikonsumsi.
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Artinya:

Niat menyembelih merupakan syarat diperbolehkannya sembelihan, maka

jika dilakukan penyembelihan hewan tanpa tujuan menyembelih maka

sembelihan tersebut tidak diperbolehkan (untuk dikonsumsi). Sebagaimana
hadis “sesungguhnya amal tergantung daripada niat”. Sesungguhnya jika

hewan mati tanpa satu sebab maka tidak diperbolehkan untuk
menyembelihnya, maka begitu pula jika tidak berniat pada sembelihannya.

Kemudian, diantara syarat penyembelihan yang disebutkan dalam Mazhab
Hambali adalah dipersyaratkannya mengucapkan bismillah. Akan tetapi jika
terluput tanpa adanya kesengajaan maka sembelihannya tetap diperbolehkan untuk

dikonsumsi.

"Muhamad ibn Salih al-Usaimin, Al-Syarh al-Mumti’ ala Zadi al-Mustagni’, Juz 15, h. 87.

8Abu Abdillah Muhamad ibn Ismail ibn lbrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-
Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dar Tauq al-Najah, 1422 H), h. 6, no. 1.

8L Abdul Karim ibn Muhamad al-Lahim, Al-Matla 'u ‘ald Daqaiqi Zadi al-Mustaqni’ (Fighu
al-At'imah wa al-Zakah wa al-Said wa al-Zabaih wa al-Aiman wa al-Nuzir), (Riyadh: Dar Kuniiz
Isybiliya, 1433 H/2012 M), h. 185.
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Artinya:
Hendaknya seseorang ketika menyembelih hewan mengucapkan
“bismillah”, dan tidak diperbolehkan selain daripada itu, dan jika

meninggalkannya karena lupa maka diperbolehkan, tidak diperbolehkan
jika dilakukan dengan sengaja.

Ibn Qudamah menyebutkan pula dalam kitabnya terkait pengucapan
“bismillah” pada saat penyembelihan. Ibn Qudamah menegaskan jika tidak
membaca bismillah dengan sengaja pada saat penyembelihan maka sembelihannya
tidak dapat dikonsumsi. Hal tersebut menandakan bahwa hasil sembelihan yang
tidak dibacakan -bismillah dengan sengaja maka status-sembelihannya adalah
haram.
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Artinya:

Dan jika meninggalkan mengucapkan “bismillah’ terhadap sembelihannya
dengan sengaja, maka (sembelihannya) = tidak dimakan, dan jika
meninggalkannya karena lupa, (maka sembelihannya boleh untuk) dimakan.

Ibn Qudamah menjelaskan dalam kitabnya, bahwa mengucapkan nama
Allah dapat diucapkan tanpa menggunakan bahasa Arab. Karena maksud dari
menyebut nama Allah adalah mencakup semua bahasa.
253 staball BY eigall Gl 5ol al edioall ks s A ) 585 845
o6, ol pasts (Jiad b 5 ol A
Artinya:

82 Abdul Karim ibn Muhamad al-Lahim, Al-Matla 'u ‘ald Daqdiqi Zadi al-Mustagni’ (Fighu
al-At’imah wa al-Zakah wa al-Said wa al-Zabaih wa al-Aiman wa al-Nuzir), (Riyadh: Dar Kuniiz
Isybiliya, 1433 H/2012 M), h. 122.

8Muwafiq al-Din Abu Muhamad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhamad ibn Qudamah al-
Maqdisi, Al-Mugni, Juz 13, h. 290.

8Muwafiq al-Din Abu Muhamad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhamad ibn Qudamah al-
Maqdisi, Al-Mugni, Juz 13, h. 260.



98

Dan jika disebut nama Allah selain bahasa Arab, diperbolehkan sekalipun
lebih baik menggunakan bahasa Arab, karena maksud dari menyebut nama
Allah, yaitu termasuk semua bahasa.

5) Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui
pemotongan saluran makan (¥ & Hlesophagus), saluran
pernafasan/tenggorokan (hulgum/trachea), dan dua pembuluh darah
(&2 lvena jugularis dan arteri carotids)

Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya bahwa penyembelihan adalah
pada leher (tenggorokan).dan leher bagian bawah. ‘Asar tersebut diriwayatkan dari
Abdullah bin Abbas ra.
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Artinya:

Dari_~Abdullah bin Abbas ra., bahwa sesungguhnya  ia berkata:
‘Penyembelihan itu pada leher (tenggorokan) dan leher bagian bawah.

Kemudian dalam kitab Mazhab Hambali dijelaskan terkait denga asar
tersebut. Dimana yang dimaksud dalam riwayat tersebut adalah tenggorokan dan
saluran makan dan lebih sempurna dengan memotong pula dua pembuluh darah.
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8Imam Abu Bakr Ahmad ibn Al-Husayn ibn ‘Ali al-Baihaqi, Al-Sunan al-Kubra, Juz 9
(Cet. I11; Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H/2003 M). h. 466, nomor hadis 19122.
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Artinya:

Penyembelihan pada leher (tenggorokan) dan leher bagian bawah
hendaknya memotong tenggorokan dan saluran makan dan apa yang dengan
pemotongannya hewan sembelihan tersebut mati, Dan telah diketahui
bahwa penyembelihan adalah memotong tenggorokan dan saluran makan,
dan cukup yang demikian itu pada keduanya. Dan adapun dari Ahmad dari
riwayat yang lain, bahwa penyembelihan pada umumnya adalah memotong
kedua saluran tersebut beserta dua urat nadi. Sebagaimana Abu Hurairah
meriwayatkan, ia berkata : Rasulullah-saw. melarang dari hidangan setan,
yaitu sembelihan-yang disembelih akan tetapi tidak memutuskan saluran
(yang semestinya dipotong) kemudian-meninggatkannya hingga mati (H.R.
Abu Daud). Dalil pertama adalah menjelaskan tentang memotong bagian
yang dengannya hewan sembelihan mati, maka diperbolehkan sebagaimana
memotong dua urat nadi. Adapun hadis maka kemungkinan yang dimaksud
adalah _tidak memotong saluran makan. Dan jika hal tersebut benar maka
penyembelihan yang sempurna adalah - memotong -empat saluran
tenggorokan yaitu saluran pernafasan, dan saluran makan yaitu saluran
makanan dan minuman, dan dua urat yang-meliputi tenggorokan, dan urat
tersebut lebih cepat melepaskan ruh hewan maka hal tersebut ringan bagi
hewan dan hal tersebut menjadi lebih utama.

[bn Usaimin mengemukakan bahwa yang penting untuk dipotong dalam
pelaksanaan penyembelihan adalah pembuluh darah. Karena menurut pendapat Ibn
Usaimin bahwa darah tidak mungkin dialirkan dengan baik Kkecuali dengan
memotong pembuluh darah tersebut.

VI Ra ¥ 1 iy @l el IR G & s ek g 0
Wb 5 3501 L sitd gl ol () N lasals sl adady

o 133 V) A S (SR Y 5 a3 ha o ATy (llans (U (e

Artinya:

Mengalirkan darah, yaitu memancarkannya. Sehingga seperti halnya sungai,
atau mendorong dengan kuat, dan ini tidak terjadi kecuali dengan memotong
dua urat nadi, dan kedua urat tersebut dikenal dikalangan manusia dengan
pembuluh darah, dan orang menyebutnya pula urat, dan keduanya

8Baha al-Din ‘Abdu al-Rahman ibn lbrahim al-Magqdisi, Al- ‘Uddatus- Syarh al- ‘Umdah fi
Fighi Imam al-Sunnah Ahmad bin Hambal (Kairo: Dar al-Hadis, 1424 H/2003 M), h. 493.

8"Muhamad ibn Salih al-Usaimin, Al-Syarh al-Mumti’ ala Zadi al-Mustagni’, Juz 7, h. 447,
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merupakan pembuluh darah yang berada di sekitar tengggorokan, dan tidak
mungkin untuk mengalirkan darah kecuali dengan memotong urat tersebut.

Ibn Usamin menjelaskan pula bahwa penyembelihan yang memenuhi tujuan
penyembelihan yaitu mengalirkan darah dengan sempurna. Oleh karena itu ia
menjelaskan bahwa penyembelihan yang mampu mengalirkan darah dengan
sempurna adalah dengan memotong dua pembuluh darah, saluran makan serta
tenggorokan.
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Artinya:

Dan diketahui bahwa jika dalam penyembelihan memotong tenggorokan
dan saluran makan dan tidak memotong dua pembuluh darah, maka darah
akan tersisa dan tidak keluar, karena darah yang keluar dari tenggorokan dan
saluran makan akan menjadi sangat lemah (sedikit) sekali, sebagaimana
darah yang keluar dari urat lainnya, sebagaimana pada tangan atau pada
kaki, atau yang serupa dengannya.

Ihn Usaimin menjelaskan pula bahwa terdapat perbedaan di kalangan ulama
terkait dengan bagian yang mesti dipotong dalam penyembelihan. Karena tidak ada
nas yang jelas menunjukkan terkait bagian-bagian yang mesti dipotong, kecuali
mengalirkan darah. Maka jika memotong secara sempurna (4 saluran) maka para
ulama sepakat akan kehalalan sembelihan tersebut.®®

6) Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.

Pada kitab ~Mazhab  Hambali ~ dijelaskan tentang pengulangan
penyembelihan yang dilakukan. Pengulangan dilakukan untuk menyempurnakan
pemotongan saluran yang semestinya dipotong dengan sempurna dalam
pelaksanaan  penyembelihan.  Seperti  mengangkat tangan  sebelum

menyempurnakan pemotongan dua saluran, tenggorokan dan saluran makan. Maka

8Muhamad ibn Salih al-Usaimin, Al-Syarh al-Mumti’ ala Zadi al-Mustagni’, Juz 7, h. 448.
89Muhamad ibn Salih al-Usaimin, Al-Syarh al-Mumti’ ala Zadi al-Mustagni’, Juz 15, h. 74.
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dengan catatan pengulangan atau penyempurnaan tersebut harus dilakukan dengan
segera.
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Artinya:
Jika seorang penyembelih memotong tenggorokan, kemudian ia

mengangkat tangannya sebelum memotong saluran makan, tidak mengapa
jika mengulang kemudian menyempurnakan penyembelihan dengan segera.

Al-Hajjawi dalam kitabnya menjelaskan tentang penyembelihan hewan
yang dilakukan dari posisi tengkuk. Maka ketika hal tersebut dilakukan dengan
lambat maka tidak diperbolehkan. Adapun jika dilakukan dengan cepat maka tidak
mengapa.
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Artinya:

Dan jika dengan susah payah dan memperlambat pemotongannya dan
memperpanjang rasa sakit bagi hewan maka tidak diperbalehkan.

7) Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai
tanda hidupnya hewan (hayah mustagirrah)

Dalam Mazhab Hambali dijelaskan mengenai tanda hidupnya hewan yang

akan disembelih. Diantara tanda tersebut adalah mengalirnya darah pada saat

pelaksanaan penyembelihan.
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%Abdullah ibn Ahmad ibn Yahya al-Maqdisi, Syarh Dalil al-Talib, Juz 3 (Cet. I; Riyadh:
Dar Atlas li Nasyr wal al-Tauzi’, 1436 H/2015 M), h. 561.

%1Abu al-Naja Syaraf al-Din Miisa al-Hajjawi al-Magqdisi, Al-Igna’ fi Fighi al-lmam Ahmad
bin Hambal, Juz 4 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1431 H), h. 318.

922Abu Abdillah Muhamad ibn Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 2, h. 881, no. 2356.

%Muwafigq al-Din Abu Muhamad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhamad ibn Qudamah al-
Magqdisi, Al-Mugni, Juz 13 (Cet. III; Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub li Tiba’ati wa al-Nasyr, 1417
H/1997 M), h. 310.
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Artinya:
Apa saja yang mampu mengalirkan darah, dan disebutkan nama Allah

padanya, maka makanlah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa tidak
diperbolehkan dalam penyembelihan jika tidak mengalirkan darah.

Ibn Usaimin menjelaskan bahwa tanda hewan sebelihan yang akan
disembelih dalam keadaan hidup adalah mengalirnya darah berwarna merah.
Adapun jika darah yang mengalir adalah darah berwarna hitam maka status hewan
sembelihan tersebut telah menjadi bangkai sebelum penyembelihan.
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Artinya:
Tanda hidupnya sembelihan adalah ketika disembelih- maka mengalir

darinya darah, darah yang dikenal adalah berwarna merah, kecuali jika
darah berwarna hitam yang biasa keluar dari bangkai.

Kemudian Al-Tayyar memberikan penjelasan terkait dengan tanda
hidupnya hewan sembelihan. Diantara tanda-tandanya adalah adanya pergerakan,
kemudian mengalirnya darah. Kemudian Al-Tayyar mengutip pendapat Ibn
Taimiyah bahwa jika hewan yang akan disembelih hidup maka setelah disembelih
halal dagingnya dan tidak perlu memperhatikan tanda-tanda (§\-}$j\ f’u\»\s)

EM\yang membuktikan bahwa hewan yang disembelih tersebut sebelumnya
adalah hewan yang hidup.
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%Muhamad ibn Salih al-Usaimin, Al-Syarh al-Mumti’ ala Zadi al-Mustagni’, Juz 7, h. 449.
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Artinya:

Hendaknya pada sembelihan terdapat tanda kehidupan, maka jika tidak ada
tanda kehidupan pada hewan sembelihan maka hukumnya tidak halal, dan
yang menjadi patokan untuk mengetahui hidup dan matinya hewan yang
akan disembelih maka mencakup salah satu dari dua hal berikut: hal
pertama: gerakan; maka ketika bergerak dengan sedikit gerakan atau banyak
pada tangan atau kaki, atau pada mata, atau pada telinga atau ekor atau selain
itu; maka demikian itu adalah tanda hidupnya hewan sembelihan, maka
status hewan sembelihan menjadi mubah. Hal kedua: mengalirnya darah
merah yang keluar dari sembelihan yang disembelih biasanya dengan deras
jika tidak bergerak, terkait dengan haltersebut Syaikhul Islam Ibn Taimiyah
berkata, yang-benar adalah, bahwa apabila ‘hewan hidup kemudian
disembelih-maka halal dimakan dan tidak perlu‘pada yang demikian (tanda)
pergerakan hewan yang telah disembelih, karena gerakan hewan yang
disembelih-tidak ada tanda khusus, bahkan terkadang waktunya sangat
panjang dan pergerakannya sangat ‘banyak, dan ‘Rasulullah saw. telah
bersabda apa saja yang mampu mengalirkan darah dan disebutkan nama
Allah padanya maka makanlah.

Scbagaimana hadis Ka’ab tentang seorang budaknya -yang melakukan
penyembelihan terhadap domba yang digembalakannya. Al-Tayyar mengatakan
bahwa hal tersebut karena adanya tanda hayah mustagirrah kemudian ia
menyembelihnya, dan jika tanda tersebut tidak ada maka sembelihan tersebut
tidaklah halal.®

8) Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan  dan
pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab
penyembelihan tersebut.

Dalam Mazhab Hambali terdapat perbedaan pandangan terkait dengan
hewan yang telah disembelih. Al-Khiragi bersandar pada perkataan Ahmad bin

Hambal mengharamkan hewan yang ketika disembelih dan ruhnya bulum lenyap

% Abdullah ibn Muhamad ibn Ahmad al-Tayyar, Wabalu al-Ghamamah fi Syarhi ‘Umdatil
Fighi li Ibni Qudamah, Juz 7, h. 191

%Abdullah ibn Muhamad ibn Ahmad al-Tayyar, Wabalu al-Ghamamah fi Syarhi ‘Umdatil
Fighi li Ibni Qudamah, Juz 7, h. 193.
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secara sempurna kemudian terjadi sesuatu yang pada umumnya menyebabkan
kematian, seperti tertimpa sesuatu atau tenggelam dalam air. Sementara dari
kalangan ulama mutaakhirin meyatakan bahwa hewan sembelihan tersebut tidaklah
haram.®’

Ibn Qudamah menjelaskan terkait dengan perlakuan terhadap hewan yang
telah disembelih. Diantaranya adalah memotong bagian tubuh hewan yang telah
disembelih sementara ruhnya belum lenyap secara sempurna. Maka disebutkan
bahwa para ahli ilmu memakruhkan hal* tersesebut namun hal tersebut

diperbolehkan berdasarkanriwayat Ahmad.
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Artinya:

Yang demikian itu (memotong bagian tubuh hewan sembelihan yang ruhnya
belum lenyap seutuhnya) dimakruhkan oleh para ahli ilmu, diantara mereka;
‘Ata, dan ‘Amru bin Dmar, Malik, dan Syafii, dan kami tidak mengetahui
tentang perselisinan di anatara mereka. Dan telah berkata Umar ra.
Janganlah kalian tergesa-gesa untuk mengonsumsi hewan sembelihan
sehingga (ruhnya) lenyap (sepenuhnya). Maka jika bagian (tubuh) dipotong
sebelum ruh lenyap secara sempurna dan setelah penyembelihan, maka yang
jelas adalah kebolehannya (mengonsumsi daging sembelihan). Karena
sesungguhnya Ahmad ditanya tentang seseorang yang telah menyembelih
ayam, kemudian memotong kepalanya? Ahmad berkata : “sembelihannya
dapat dimakan”. Kemudian ditanyakan kembali kepadanya: “begitu pula

9 Abu Muhamad Abdillah ibn Ahmad ibn Muhamad ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Mugni,
Juz 13, h. 306-307.

%Muwafiq al-Din Abu Muhamad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhamad ibn Qudamah al-
Maqdisi, Al-Mugni, Juz 13, h. 310.
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yang terpisah dari tubuhnya?”, ia menjawab: “Ya”. Bukhari berkata: 1bn
Umar berkata dan Ibn Abbas: “Apabila kepala telah terpotong maka tidak
mengapa”. Dan hal tersebut sebagaimana perkataan ‘Ata, Al-Hasan, Al-
Nakha’i, Al-Sya’bi, Al-Zuhri, Al-Syafii, Ishag, Abu Saur, dan para sahabat
Ahlu Ra’ i, demikian itu karena pemotongan dilakukan setelah
penyembelihan, maka sama halnya jika memotongnya setelah dalam
keadaan mati.

Kemudian Ibn Qudamah menyampaikan pula tentang memisahkan kulit dari
daging hewan yang jasadnya belum dalam keadaan dingin. Maka menurutnya hal
tersebut sama dengan memotong bagian tubuh dari hewan tersebut, dan termasuk
perbuatan yang menyakiti hewan sembelihan sehingga hal tersebut dimakruhkan.
”}j Jm;d\tlass cu\jﬁﬂummuﬁ_ﬂqﬁu\dﬁu\jﬁj\é@”’
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Artinya:

Dan dimakruhkan menguliti hewan sebelum jasadnya dingin; karena pada

yang-demikian itu menyakiti hewan sembelihan, dan hal tersebut sama

seperti-memotong bagian tubuh hewan, dan dimakruhkan-meniup daging
(mengisi udara) yang akan dijual; karena hal tersebut termasuk kecurangan.

C.Perbandingan Standar Sertifikasi Penyembelithan Halal MUI dengan

Pandangan Mazhab Syafii dan Hambali tentang Penyembelihan Halal

1. Perbandingan Mazhab Syafii dan Hambali tentang Penyembelihan
Halal
Adapun secara umum perbandingan antara pendapat ulama dalam Mazhab
Syafii ‘dengan pendapat para ulama dalam Mazhab Hambali tentang Standar

Penyembelihan Halal MUI dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Perbandingan Mazhab Syafii dan Hambali tentang Penyembelihan Halal
berdasarkan Fatwa MUI Nomor 12 tahun 2009

No. | Pandangan Mazhab Pandangan Mazhab Ket.
Syafii Hambali

%Muwafigq al-Din Abu Muhamad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhamad ibn Qudamah al-
Maqdisi, Al-Mugni, Juz 13, h. 310.
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Sembelihan sebaiknya | Sembelihan sebaiknya Sama
dalam keadaan sehat. | dalam  keadaan  sehat

Jika hewan sakit ringan | terutama untuk  hewan

dan tidak | kurban, boleh
mempengaruhi kualitas | menyembelih hewan yang

daging maka | sakit jika dikhawatirkan
diperbolehkan, begitu | akan mati.

pula hewan yang sakit

dan dikhawatirkan-akan

mati.

Penyembelihan  dapat | Penyembelihan dapat Berbeda
dilakukan oleh seorang | dilakukan oleh seorang

Muslim dan Ahli Kitab. | Muslim dan Ahli  Kitab.

Makruh jika dilakukan
non muslim (ahli kitab)
untuk sembelihan yang
sifatnya wajib, adapun
jika sembelihan yang
sifathya sunah atau
mubah maka
diperbolehkan

diwakilkan kepada ahli
kitab,  serta  tidak
dipersyaratkan akil
balig, memahami

penyembelihan  syar,

Dipersyaratkan akil balig,
dan mampu melakukan
penyembelihan dan
memahami penyembelihan

syar’i.
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serta ahli dalam

penyembelihan.

Alat sebaiknya tajam,
bukan gigi, kuku dan
tulang. Meski terdapat
perbedaan pendapat di
kalangan ulama Mazhab
Syafii tentang
penggunaan tulang,
namun berdasarkan
pendapat Al-Nawawi
penggunaan tulang

diharamkan.

Alat harus tajam, bukan
gigi-dan kuku, dan tulang.
Terdapat pula perbedaan
pendapat di  kalangan
ulama Mazhab Hambali
tentang penggunaan-tulang,
berdasarkan pendapat Ibn
Usaimin  yang bersandar
pada perkataan Ibn
Taimiyah bahwa
penggunaan tulang

diharamkan.

Sama

Niat  menyembelih dan
menyebut nama Allah
(mustakab), dan boleh
menambah salawat atas
Nabi saw., jika dengan
sengaja meninggalkan

bacaan bismillah maka

sembelihannya halal.

Niat menyembelih dan

menyebut nama Allah.

Berbeda

Diperbolehkan
mengalirkan darah
hanya dengan

memotong tenggorokan

Mengalirkan darah dengan
memotong  tenggorokan,
saluran makan dan lebih

sempurna dengan

Berbeda
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dan saluran makan | memotong pula  dua
(minimal), disunahkan | pembuluh darah (4
pula memotong dua | saluran).
pembuluh darah
(sempurna).
Satu kali dan secara | Satu kali dan secara cepat. Berbeda
cepat Dapat dilakukan dua kali
untuk ~ menyempurnakan
penyembelihan dengan
syarat harus segera
dilakukan dan
penyembelihan “dilakukan
dengan cepat.
Adanya aliran darah | Adanya — aliran = darah Sama
dan/atau gerakan | dan/atau gerakan sebagai
sebagai-tanda hidupnya | tanda hidupnya hewan,
hewan. namun jika pada awalnya
hewan. hidup maka tidak
perlu tanda tersebut.
Mati sebab | Mati sebab penyembelihan. Sama
penyembelihan.
Pengolahan dilakukan | Pengolahan dilakukan Sama

setelah hewan mati
secara sempurna dan

dimakruhkan mengolah

setelah hewan mati secara
sempurna dan dimakruhkan
mengolah hewan sebelum

mati secara sempurna.
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hewan sebelum mati

Secara sempurna.

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut di atas maka ada beberapa
kesamaan pendapat antara Mazhab Syafii dan Hambali tentang standar
penyembelihan. Mazhab Syafii dan Hambali memiliki kesamaan pandangan dalam
hal; a) hewan sembelihan sebaiknya dalam keadaan sehat dan dalam kondisi
tertentu hewan yang sakit dapat disembelih, b) penyembelihan dapat dilakukan
seorang Muslim dan Ahli Kitab, c) alat sebaiknya-tajam, bukan gigi, kuku, dan
tulang, d) adanya aliran darah atau gerakan sebagai tanda hidupnya hewan (hayah
mustagirrah), dalam Mazhalh Hambali jika hewan yang disembelih pada awalnya
dalam keadaan hidup maka tidak diperlukan tanda-tanda tersebut, €) Memastikan
kematian -hewan disebabkan oleh penyembelihan dan dimakruhkan mengolah
hewan yang belum mati secara sempurna.

Adapun perbedaan pandangan antara Mazhab Syafii dan-Hambali adalah
pada; a) penyembelih dipersyaratkan akil balig, memahami penyembelihan syar’i
dan mampu melakukan penyembelihan berdasarkan Mazhab Hambali, sementara
dalam Mazhab Syafii tidak dipersyaratkan, b) dipersyaratkan niat menyembelih dan
membaca bismillah dalam Mazhab Hambali, sementara dalam Mazhab Syafii
hanya dipersyaratkan niat, dan c) dipersyaratkan penyembelihan dengan cepat dan
hanya sekali dalam Mazhab Syafii, sementara dalam Mazhab Hambali dapat
dilakukan dua kali untuk penyempurnaan dan dilakukan dengan segera.

2. Perbandingan Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal MUI dengan

Pandangan Mazhab Syafii

Kemudian perbandingan selanjutnya yaitu perbandingan antara fatwa MUI
tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal dengan pandangan Mazhab Syafii

terkait dengan penyembelihan halal pada tabel berikut.
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Tabel 2. Perbandingan Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 dan Mazhab Syafii tentang

Penyembelihan halal

Islam,.  akil - balig,
memahami
penyembelihan  syari,

dan ahli menyembelih.

dilakukan - seorang Muslim
dan Ahli Kitab. Makruh jika
dilakukan non muslim atau
ahli kitab untuk sembelihan
yang sifatnya wajib, adapun
jika-  sembelihan yang
sifatnya sunah atau mubah
maka diperbolehkan, serta
tidak dipersyaratkan aKil
balig, memahami
penyembelihan syar’i, serta

ahli dalam penyembelihan.

No. | Fatwa MUI No. 12 Pandangan Mazhab Syafii Ket.
Tahun 2009
1. | Kondisi hewan harus | Sembelihan sebaiknya dalam Sama
dalam keadaan sehat. keadaan sehat. Namun jika
kondisi hewan  dalam
keadaan sakit ringan dan
tidak mempengaruhi-kondisi
daging hewan maka
diperbolehkan. Begitu-‘pula
ketika -~ hewan  sakit. dan
dikhawatirkan akan mati.
2. [\Penyembelih beragama | Penyembelihan dapat Berbeda
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Alat harus tajam, bukan | Alat sebaiknya tajam, bukan Sama
gigi, kuku dan tulang. | gigi, kuku dan tulang.
Niat menyembelih dan | Niat ~ menyembelih  dan Berbeda
menyebut asma Allah | menyebut nama  Allah
(mustaizab), ‘dan  boleh
menambah salawat atas Nabi
saw., jika dengan sengaja
meninggalkan bacaan
bismillah maka
sembelihannya halal.
Mengalirkan darah, | Mengalirkan darah Berbeda
memotong diperbolehkan hanya
tenggorokan,  saluran | memotong tenggorokan dan
makan, dan dua | saluranmakan (minimal),
pembuluh darah disunahkan memotong dua
pembuluh darah (sempurna).
Satu kali dan secara | Satu kali dan secara cepat Sama
cepat
Adanya aliran darah | Adanya aliran darah dan/atau Sama
dan/atau gerakan | gerakan sebagai  tanda
sebagai tanda hidupnya | hidupnya hewan
hewan
Mati sebab | Mati sebab penyembelihan Sama

penyembelihan
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Pengolahan setelah | Pengolahan setelah hewan Sama
hewan dalam keadaan | dalam keadaan mati dan
mati dimakruhkan mengolah

hewan sebelum mati secara

sempurna

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka ada beberapa hal dari fatwa yang
ditetapkan oleh MUI sejalan dengan pandangan  Mazhab Syafii tentang
penyembelihan halal.. Diantaranya; a) Hewan sebaiknya dalam keadaan sehat
namun dalam Mazhab Syafii pada kondisi tertentu jika hewan mengalami sakit
yang ringan dan. tidak berpengaruh terhadap kualitas. daging hewan tersebut,
ataupun - kondisi hewan yang sakit dan dikhawatirkan “akan mati maka
diperbolehkan untuk disembelih, b) alat harus tajam, bukan gigi, kuku dan tulang,
c) penyembelihan dilakukan satu kali dan secara cepat, d) adanya-aliran darah atau
gerakan sebagai tanda hidupnya hewan (hayah mustagirrah), dan ) matinya hewan
disebabkan oleh penyembelihan, dan f) pengolahan dilakukan setelah hewan mati
secara sempurna, dan dalam Mazhab Syafii pengolahan hewan sebelum mati secara
sempurna dihukumi-makruh.

Adapun hal-hal yang tidak sejalan antara fatwa MUI dengan standar
penyembelihan halal berdasarkan Mazhab Syafii, yaitu a) penyembelih beragama
Islam, akil balig, memahami penyembelihan syar’i, dan ahli menyembelih,
sementara dalam Mazhab Syafii seorang Ahli Kitab boleh melakukan
penyembelihan dan dimakruhkan untuk sembelihan yang sifatnya wajib, serta tidak
dipersyaratkan akil balig dan memahami penyembelihan syar’i, b) niat dan
menyebut asma Allah dalam penyembelihan, sementara dalam Mazhab Syafii
hanya dipersyaratkan niat dan tidak mengapa tidak membaca bismillah saat

penyembelihan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, ¢) mengalirkan darah
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cukup memotong tenggorokan dan saluran makan dalam Mazhab Syafii, sementara
dalam fatwa MUI dipersyaratkan pula memotong dua pembuluh darah.
3. Perbandingan Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal MUI dengan
Pandangan Mazhab Hambali
Kemudian, berikut ini adalah tampilan tabel perbandingan antara fatwa MUI
tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal dengan pandangan Mazhab

Hambali terkait dengan penyembelihan halal.

Tabel 3. Perbandingan Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 dan Mazhab Hambali
tentang Penyembelihan halal

No. | Fatwa MUI No. 12 Tahun Pandangan Mazhab Ket.
2009 Hambali
1. | Kondisi_hewan harus dalam | Kondisi hewan sebaiknya Sama
keadaan sehat. dalam. keadaan  sehat,
diantaranya hewan

qurban. = Diperbolehkan
menyembelih hewan yang

sakit jika dikhawatirkan

akan mati.
2. | Penyembelih beragama | Boleh dilakukan seorang Berbeda
Islam Muslim dan Ahli Kitab
Memahami penyembelihan | Memahami Sama
syar’i penyembelihan syar’i
Akil balig Akil balig Sama
Ahli menyembelih mampu menyembelih Berbeda
3. | Alat harus tajam, bukan gigi, | Alat harus tajam, bukan Sama

kuku dan tulang gigi, kuku dan tulang.
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Niat menyembelih  dan | Niat menyembelih dan Sama
menyebut asma Allah menyebut nama Allah
(bismillah)
Mengalirkan darah dengan | -Mengalirkan darah Sama
memotong  tenggorokan, | dengan memotong
saluran makan, dan dua | tenggorokan, saluran
pembuluh darah makan dan dua pembuluh
darah:
Penyembelihan = dilakukan | Dapat dilakukan dua kali Berbeda
satu kali (pengulangan) untuk
menyempurnakan
penyembelihan  dengan
syarat = harus  segera
dilakukan.
Penyembelihan secara cepat | Penyembelihan  secara Sama
cepat
Adanya aliran darah | Adanya aliran darah Sama
dan/atau gerakan sebagai { dan/atau gerakan sebagai
tanda hidupnya hewan tanda hidupnya  hewan,
namun jika pada awalnya
hewan = dalam keadaan
hidup maka tidak
diperlukan tanda tersebut.
Mati karena sebab | Mati  karena  sebab Sama

penyembelihan

penyembelihan.
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Pengolahan setelah hewan | Pengolahan setelah Sama
dalam keadaan mati hewan dalam keadaan
mati. Dimakruhkan

mengolah hewan sebelum

hewan benar-benar dalam

keadaan mati.

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka ada beberapa hal terkait pandangan
Mazhab Hambali yang sejalan.dengan fatwa yang-ditetapkan oleh Komis Fatwa
MUI tentang standar penyembelihan halal. Diantara pandangan Mazhab Hambali
yang sejalan dengan fatwa MUI adalah, a) hewan dalam keadaan sehat, meski
dalam Mazhab Hambali hewan yang sakit dan dikhawatirkan-akan mati maka
diperbolehkan untuk menyembelihnya, b) penyembelih dipersyaratkan akil balig,
memahami penyembelihan syar’i, ¢) niat menyembelih dan menyebut nama Allah
(bismillah), d) Alat harus tajam, bukan gigi dan kuku, dan (berdasarkan riwayat
Ahmad) ‘termasuk tulang, e) dalam Mazhab Hambali dalam suatu riwayat
dipersyaratkan memotong saluran makan, pernafasan dan dua pembuluh darah, f)
penyembelihan secara cepat, g) adanya aliran darah atau gerakan sebagai tanda
hidupnya hewan, h) hewan mati karena sebab penyembelihan, i) pengolahan setelah
hewan benar-benar dalam keadaan mati, meski dalam Mazhab Hambali hanya
sebatas makruh. Diantara beberapa pandangan tersebut yang menjadi dasar bagi
Komisi Fatwa' MUI dalam menetapkan fatwa adalah pada poin (c) vyaitu
dipersyaratkan membaca bismillah, berdasarkan pendapat al-Buhiti, dan poin (h)
matinya hewan karena sebab penyembelihan, berdasarkan pendapat Ibn Qudamah.

Pandangan Mazhab Hambali yang tidak sejalan dengan fatwa MUI adalah;
a) berdasarkan fatwa MUI penyembelih hanya dipersyaratkan beragama Islam,

sementara dalam Mazhab Hambali penyembelihan boleh dilakukan Ahli Kitab, b)
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penyembelihan dipersyaratkan ahli dalam penyembelihan, sementara dalam
Mazhab Hambali hanya dipersyaratkan mampu menyembelih, b) dalam Mazhab
Hambali penyembelihan dapat dilakukan dua kali sebagai penyempurnaan dan
dengan syarat dilakukan segera, sementara dalam fatwa MUI hanya sekali
penyembelihan.

4. Perbandingan Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal MUI dengan
Pandangan Mazhab Syafii dan Hambali tentang Penyembelihan Halal
Berikut ini adalah ‘perbandingan antara beberapa poin dari Fatwa MUI

Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal dengan

pandangan Mazhah Syafii dan Hambali tentang penyembelinan halal.

Tabel 4. Perbandingan Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 dan Mazhab Hambali
tentang Penyembelihan halal

No. | Fatwa MUl No. Pandangan Pandangan Ket.
12 Tahun 2009 Mazhab Hambali Mazhab Syafii

1. Kondisi - hewan | Kondisi hewan | Sembelihan Sama
harus dalam | sebaiknya dalam | sebaiknya <dalam
keadaan sehat keadaan sehat, | keadaan sehat.

diantaranya hewan | Jika hewan sakit
qurban. ringan dan tidak
Diperbolehkan mempengaruhi
menyembelih hewan | kualitas  daging
yang sakit  jika | maka
dikhawatirkan akan | diperbolehkan,
mati. begitu pula hewan
yang sakit dan
dikhawatirkan

akan mati.
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Penyembelih Penyembelih seorang | Penyembelih Berbeda
beragama Islam Muslim dan Ahli | seorang Muslim
Kitab dan Ahli Kitab.
Makruh jika
dilakukan ahli
Kitab untuk
sembelihan yang
sifathya  wajib,
adapun jika
sembelihan .. yang
sifatnya sunah
atau mubah maka
diperbolehkan,
Memahami Memahami Tidak Berbeda
penyembelihan penyembelihan dipersyaratkan
syari syar’i memahami
penyembelihan
syar’i
Akil balig Akil balig Tidak Berbeda
dipersyaratkan
akil balig
Ahli Mampu Tidak Berbeda
menyembelih menyembelih/tidak | dipersyaratkan

dipersyaratkan ahli
dalam

penyembelihan

ahli dalam

penyembelihan.
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Alat harus tajam, | Alat harus tajam, | Alat  sebaiknya | Sama
bukan gigi, kuku | bukan gigi, kuku dan | tajam, bukan gigi,
dan tulang tulang. kuku dan tulang.
Niat Niat menyembelih | Niat menyembelih | Berbeda
menyembelih dan | dan menyebut nama | dan menyebut
menyebut  asma | Allah (bismillah) nama Allah
Allah (mustakab), dan

boleh menambah

salawat atas Nabi

saw., jika“dengan

sengaja

meninggalkan

bacaan bismillah

maka

sembelihannya

halal.
Mengalirkan Mengalirkan  darah | Diperbolehkan Berbeda
darah, memotong | dengan - memotong | hanya memotong

tenggorokan,
saluran  makan,
dan dua pembuluh

darah

tenggorokan, saluran

makan dan
memotong dua
pembuluh darah,

dalam riwayat lain
cukup memotong
saluran makan dan

saluran pernafasan.

tenggorokan dan

saluran makan
(minimal),
disunahkan
memotong  dua

pembuluh  darah

(sempurna).
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6. |Satu kali dan | Dapat dilakukan dua | Satu kali dan | Berbeda
secara cepat kali untuk | secara cepat
menyempurnakan
penyembelihan
dengan syarat harus
segera dilakukan dan
penyembelihan
dilakukan = dengan
cepat.

7. | Adanya aliran | Adanya aliran darah | Adanya aliran | Sama
darah - dan/atau | dan/atau gerakan | darah dan/atau
gerakan sebagal | sebagai tanda | gerakan sebagai
tanda - hidupnya | hidupnya hewan, | tanda  hidupnya
hewan. namun——jika— pada | hewan.

awalnya hewan
hidup maka tidak
perlu tanda tersebut.

8. | Mati karena sebab | Mati karena sebab | Mati karena sebab | Sama
penyembelihan. | penyembelihan. penyembelihan.
Pengolahan Dimakruhkan Dimakruhkan Sama

setelah hewan
dalam keadaan

mati

mengolah hewan
sebelum hewan
benar-benar dalam

keadaan mati.

mengolah  hewan
sebelum  hewan
benar-benar dalam

keadaan mati.

Berdasarkan tabel

tersebut di atas maka antara fatwa MUI dengan

pandangan Mazhab Syafii dan Hambali terkait tentang syarat penyembelihan halal
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terdapat beberapa kesamaan yakni dalam hal; a) kondisi hewan sebaiknya dalam
keadaan sehat, b) alat harus tajam bukan gigi, kuku dan tulang, meskipun terkait
dengan tulang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Mazhab Syafii dan
Hambali, c) adanya aliran darah dan/atau gerakan sebagai tanda hidupnya hewan,
dan d) memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan, e) pengolahan
dilakukan setelah hewan benar-benar dalam keadaan ‘mati, meskipun dalam
kalangan Mazhab Syafii dan Hambali hanya sebatas makruh. Selain dari lima hal
tersebut secara keseluruhan-tidak ada kesamaan, -meskipun antara fatwa MUI
dengan Mazhab Syafii, atau antara fatwa MUI dengan Mazhab Hambali masing-
masing memiliki cukup banyak kesamaan.

Dengan demikian dalam penetapan fatwa, Komisi Fatwa MUI berusaha
menampung pendapat antara pendapat ulama Mazhab Syafii dan Hambali. Hal
tersebut dapat terlihat pada dasar penetapan fatwa MUI, dimana Komisi Fatwa
mengutip pendapat 1bn Qudamah dan ~Al-Syarbini tentang memastikan matinya
hewan disebabkan oleh penyembelihan dan begitu pula “Al-Buhiti tentang
dipersyaratkannya membaca bismillah. Sehingga Komisi Fatwa MUI tidak terkesan

hanya terpaku pada Mazhab Syafii atau Mazhab Hambali.



BAB V
PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan tentang Standar Sertifikasi
Penyembelihan Halal berdasarkan perspektif Mazhab Syafii dan Hambali. Maka
kami menarik kesimpulan berdasarkan permasalah dan tujuan dari penelitian yang
telah kami rumuskan sebelumnya.

Pertama, Fatwa MUI.Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi
Penyembelihan Halal adalah standar yang ditetapkan-oleh Komisi Fatwa MUI.
Berdasarkan-.dalil- Al-Qur’an, Hadis Rasulullah saw., pendapat para ulama
khususnya Mazhab Syafii dan Hambali, dan berpegang pada pedoman dan prosedur
penetapan fatwa MUI. Komisi Fatwa MUI menetapkan tujuh ketentuan hukum
yang harus dipenuhi sebagai pedoman dan acuan untuk memperoleh sertifikat atau
pengakuan halal atau fatwa halal secara tertulis, yaitu tentang; a) hewan yang akan
disembelih; b) penyembelih, c) alat yang dipergunakan, d) proses-penyembelihan,
e) pengolahan, penyimpanan serta pengiriman, f) sunah penyembelihan, stunning,
mengutamakan penyembelihan  secara  manual, dan g) keharaman
penggelonggongan hewan.

Kedua, berdasarkan perspektif Mazhab Syafii terdapat beberapa ketentuan
hukum dalam fatwa MUI yang sejalan dengan pandangan Mazhab Syafii dan begitu
pula dengan Mazhabh Hambali, yakni terkait dengan syarat penyembelihan.
Pandangan Mazhab Syafii yang sejalan dengan fatwa MUI adalah; a) hewan dalam
keadaan sehat, b) alat penyembelihan harus tajam bukan gigi, kuku dan tulang, c)
penyembelihan dilakukan satu kali dan secara cepat, d) adanya aliran darah dan
gerakan sebagai tanda hidupnya hewan (hayah mustagirrah) pada saat

penyembelihan, e) matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan, dan f)
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pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati. Adapun ketentuan
hukum yang tidak sejalan antara fatwa MUI dengan standar penyembelihan halal
berdasarkan Mazhab Syafii, yaitu a) penyembelih beragama Islam, akil balig,
memahami penyembelihan syari, dan-ahli menyembelih, sementara dalam Mazhab
Syafii seorang Ahli Kitab boleh melakukan penyembelihan dan makruh untuk
sembelihan yang sifatnya wajib, dan tidak dipersyaratkan akil balig, ahli
menyembelih dan memahami penyembelihan syar’i, b) niat menyembelih dan
menyebut asma Allah, sementara dalam Mazhab.Syafii cukup dengan niat, c)
mengalirkan darah dengan memotong tenggorokan, saluran makan, dan dua
pembuluh darah, dimana dalam Mazhab Syafii cukup memotong dua saluran, yaitu
saluran makan/minum dan saluran pernafasan.

Kemudian, pandangan Mazhab Hambali terhadap fatwa MUI Nomor 12
Tahun 2009 juga terdapat beberapa kesamaan dan beberapa -diantaranya pula
merupakan dasar yang digunakan Komisi-Fatwa MUI dalam menetapkan fatwa.
Beberapa poin fatwa yang sejalan yaitu, a) hewan dalam keadaan sehat, b)
penyebelih seorang muslim, akil balig dan memahami penyembelihan secara syar’i,
¢) niat menyembelih dan menyebut asma/nama Allah, d) Alat harus tajam, bukan
gigi dan kuku, dan termasuk tulang, €) adanya aliran darah atau gerakan sebagai
tanda hidupnya hewan (hayah mustagirrah) pada saat penyembelihan, f)
mengalirkan darah dengan memotong empat saluran, dan g) hewan mati karena
sebab penyembelihan, serta h) pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan
mati. Sementara fatwa MUI yang tidak sejalan dengan pandangan Mazhab Hambali
adalah a) penyembelih beragama Islam dan ahli dalam penyembelihan, sementara
dalam Mazhab Hambali penyembelih boleh dilakukan seorang Muslim dan Ahli

Kitab dan tidak dipersyaratkan ahli dalam menyembelih, b) penyebelihan
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dilakukan sekali dan secara cepat, dimana dalam Mazhab Hambali boleh dilakukan

pengulangan untuk penyempurnaan.

B. Implikasi Penelitian

Perlu dilakukan kajian mendalam terkait dengan pertimbangan yang
dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI Khususnya Bidang POM dan Iptek terkait
dengan perumusan fatwa tentang Standar Sertifikasi Penyebelihan Halal. Sehingga
dapat diketahui secara utuh baik terkait dengan latar belakang historis, dasar
Undang-Undang wyang. berlaku di Indonesia, serta aturan yang terkait dengan
lembaga yang berwenang dalam bidang pertanian pada bidang peternakan dan
kesehatan -hewan sehingga dirumuskannya Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009

tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.
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LAMPIRAN

STANDAR SERTIFIKASI
PENYEMBELIHAN HAILAL

2=

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESTA
Nomor 12 Tahun 2009

Tentang

STANDAR SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN HALAL

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

Menimbang :

1z

bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan
di dalam Islam harus mengikuti tata cara
yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam
agar dapat dikunsumsi oleh masyarakat
muslim;

bahwa  dalam  pelaksanaan  proses
penyembelihan  hewan.  dewasa .ini,
banyak sekali rumah potong hewan yang
memanfaatkan peralatan modern seiring
dengan perkembangan teknologi, sehingga
muncul beragam model penyembelihan dan
pengolahan yang menimbulkan pertanyaan
terkait dengan kesesuaian pelaksanaan
penyembelihan tersebut dengan hukum
Islam;

bahwa oleh karena itu dipandang perlu
adanyafatwatentangstandarpenyembelihan

halal untuk dijadikan pedoman.
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Mengingat :
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Firman Allah SWT:

e L 5 oy e 2 S TG
"Maka makanlah binatang-binatang (yang
halal) yang disebut nama Allah ketika
menyembelihnya, jika kamu beriman
kepada ayat-ayatNya.” (QS. Al-An’am [6]:
118)
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“Diharamkan bagimu (memakan)
bangkai, darah, daging - babi, (daging
hewan) yang disembelih atas nama selain
Allah, yang tercekik,« yang terpukul,
yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam
binatang = buas; kecuali . yang .- sempat
kamu menyembelihnya, dan (diharamkan
bagimu) yang disembelih untuk berhala.
Dan (diharamkan juga) mengundi nasib
dengan anak panah. Itu adalah perbuatan
kefasikan” (QS. Al-Maidah [5] :3)
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“Dan janganlah kamu memakan binatang-
binatang yang tidak disebut nama Allah
ketika ‘menyembelihnya. Sesungguhnya
perbuatan yang semacam itu adalah
suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu
membisikkan kepada kawan-kawannya
agar mereka membantah kamu; dan jika
kamu menuruti mereka, sesungguhnya
kamu tentulah menjadi orang-orang yang
musyrik”. (QS. Al-An’am [6] :121)

R N I T T 2 T T T AL
Sl le ey L ) s
“(Yaitu) orang yang menghalalkan
bagi mereka segala yang baik dan
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mengharamkan bagi mereka segala yang

buruk” (QS. Al-A’raf [7]: 157)
<J.9 JL; a X’ (L-u\'\ 4.«...@_: \_J:-l

“Dihalalkan bagimu bznatang ternak,
kecuali yang akan dibacakan kepadamu’.
(QS. Al-Maidah [5] :1)

- 55 +* £ _- e z
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“Dan Dia telah. menciptakan binatang
ternak untuk kamu; padanya ada (bulu)
yang menghangatkan dan berbagai-

bagai manfa’at, dan sebahagiannya kamu
makan. (QS. Al-Nahl [16]: 5)

Hadis Rasulullah s.a.w.; antara lain:
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"Dari Syidad bin Aus.ra. bahwasanya
rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya
Allah mengharuskanberbuatbaik terhadap
segala hal. Untukitu, bilakalian membunuh,
bunuhlah dengan cara yang baik dan bila
kalian menyembelih, sembelihlan dengan
cara yang baik. Dan hendaknya satu di
antara - kalian mempertajam pisaunya
serta membuat senang hewan yang akan
disembelih.” (HR. Muslim dalam Kitab
Shahih Muslim juz 3 halaman 1548 hadis
nomor 1955. Diriwayatkan juga oleh Imam
Ibn Hibban dalam Shahihnya juz13 halaman
199, dan Imam al-Turmudzi dalam Sunan
al-Turmudzi juz 4 halaman 23)
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“Dari Rafi’ bin Khudaij ra ia berkata:
Rasulullah saw bersabda: “(Hewan yang
disembelih dengan) alat yang mengalirkan
darah dan disebut nama Allah atasnya
maka makanlah, sepanjang alat tersebut
bukan gigi dan kuku. Gigi (dilarang)
karena merupakan tulang sedang kuku
adalah alat potongnya orang habasyah”
(HR. Jama’ah, antara lain dalam Musnad
Ahmad juz 4 halaman 142).
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“Dari Abi Umamah-al-Bahily y ra "bahwa
rasulullah saw bersabda:. (Dibolehkan
sebagai alat menyembelih) setiap alat yang
memotong urat-urat sepanjang bukan
taring ataupun kuku” (HR. al-Baihaqi,
sebagaimana dalam Sunan-al-Baihaqi al-
Kub1 ajuz 9 halaman 278
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“Dari Abdillah bin Umar ra ia berkata:
Rasulullah saw memerintahkan
untuk < mempertajam pisau (alat untuk
menyembelih) dan menyembunyikannya
dari  binatang ternak (yang akan
disembelih)” (HR. Imam Ahmad dalam
Musnad Ahmad juz 2 halaman 108 hadis
nomor 5864, dan Ibn al-Baihaqi dalam
Sunan al-Baihaqi al-Kubra juz 9 halaman
280)
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“Dari AbdillahIbn Umar ra bahwanabi saw
bertemu dengan Zaid bin ‘Amr bin Nufail
di dekat Baldah sebelum turunnya wahyu,
kemudian dihidangkan makanan (berupa
daging) kepada nabi saw, namun beliau
enggan memakannya lantas bersabda:
“Sesungguhnya saya tidak memakan
daging yang kalian-sembelih atas berhala-
berhala kalian: Aku'tidak makan makanan
yang tidak disebut. nama Allah atasnya”.
(HR. Al-Bukhari sebagaimana dalam Shahih
al-Bukhari juz 3 halaman 1391 hadis nomor
3614. Juga diriwayatkan” Imam al-Nasai
dalam al-Sunan al-Kubra juz 5 halaman 55
hadis nomor 8189).

Memniperhatikan : 1. PendapatImam al-Qurthubydalam tafsirnya
mengenai ketentuan alat  penyembelihan
sebagai berikut:
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“Para Ulama berbeda pendapat mengenai

bagaimana sahnya sembelihan. Menurut

Jjumhur Ulama bahwa setiap alat yang

mampu  memotong = urat-urat dan

mengeluarkan darah adalah termasuk
alat penyembelihan selain gigi dan kuku.

Pendapat ini didukung oleh atsar yang

mutawatir” (Imam al-Qurthuby dalam

Tafsir al-Qurthubi, juz 6, halaman 53).

2. Pendapat Imam al-Bahuty dalam Kitab
Kasysyaf al-Qina tentang persyaratan
tasmiyah dalam penyembelihan hewan

sebagai berikut:
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“Dasar keahrusan menyebut nama Allah
ketika menyembelih adalah firman Allah “
Dan janganlah kamu memakan binatang-
binatang yang tidak ‘disebut nama Allah
ketika menyembelihnya. Sesungguhnya
perbuatan yang semacam ititadalah suatu
kefasikan” Fisq adalah haram. Nabi saw
ketika menyembelih juga menyebut nama
Allah..... Dan disunnahkan membaca takbir
menyetai tasmiyah dengan mengucapkan
“Bismillahi Wallahu Akbar” sebagaimana
hadis nabi saw ketika beliar-imenyembelih
mengucapkan “Bismillahi Wallahu Akbar”,
demikian juga yang dilakukan Ibn Umar.
Tidak ada perbedaan bahwa wcapan
“Bismillah” saja sudah cukup”. (Imam
al-Bahuty dalam Kasysyaf al-Qina’, juz 6
halaman 208).

Pendapat Imam al-Syarbini dan Ibn
Qudamah mengenai proses penyembelihan
hewan sebagai berikut:
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“Barangsiapa yang menyembelih hewan,
kemudian ada orang lain yang mengeluar-
kan isi perutnya atau menyobek lambung-
nya secara bersamaan maka hukumnya
tidak halal karena penyebab kematiannya
tidak tertentu”. (Imam al-Syarbini al-Khatib
dalam Kitab al-Igna’ juz 2 halaman 578)
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Apabila ada hewan yang telah disembelih
kemudian tubuhnya bergerak dan belum
mati lantas jatuh ke air atau tertimpa
sesuatu di atasnya maka hewan tersebut
tidak dimakan, yakni tertimpa sesuatuyang
secara - umum menyebabkan kematian.
Pendapat ini adalah yang disebutkan
Imam al-Kharqi sebagai pendapat Imam
Ahmad. Sementara, kebanyakan ulama
mutaakhkhirin pengikut madzhab Hanbali
menyatakan yang demikian tidak haram.
Demikian pandangan mayoritas fuqaha.
Hal ini mengingat jika sudah disembelih
maka dihukumi mati. Demikian juga
jika  dipenggal  kepalanya  setelah
penyembelihan hukumnya tidak haram,
sebagaimana pandangan Imam Ahmad.....
Landasan Imam al-Kharqi adalah hadis
nabi saw yang diriwayatkan Imam ‘Adi bin
Hatim “Apabila hewan jatuh ke dalam air
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maka jangan dimakan”. Ibnu Mas’ud juga
meriwayatkan “Barang siapa melempar
burung (untuk berburu) kemudian jatuh ke
air dan tenggelam maka jangan dimakan
karena tenggelam (bisa jadi) menjadi
sebab yang mematikan. Apabila berkumpul
sebab ini (tenggelam) beserta sebab
penyembelihan maka berarti berkumpul
antarayang menyebabkanboleh (dimakan)
yang menyebabkan haram. Dalam
kondisi ini dimenangkan yang haram. Di
samping itu, tidak ada jaminan sebab yang
menentukan kematian. Bisa jadi matinya
sebab dua aktifitas, yakni yang beleh dan
yang haram. Hal ini mirip dengan adanya
dua tindakan (subyek) dalam satu hal
(obyek) “atau jika ada (hewan buruan)
dilempar oleh orang muslim dan majusi
kemudian mati. (Ibn Qudamah, al-Mughni,
juz 9 halaman 318)

Pendapat Imam al-Syarbini dan Imam al-
Nawawi  mengenai tanda-tanda “hayah
mustaqirrah” sebagai berikut:
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Tanda hayah mustaqirrah adalah adanya
gerakan yang kuat setelah pemotongan
saluranpernafasan dan saluran makanan
menurut pendapat yang lebih shahih
dalam al-Zawaid dan al-Majmu’ (Imam
al-Syarbini al-Khatib dalam al-Igna’ juz 2
halaman 579).
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Diantara tandaadanya hayahmustaqirrah
adalah adanya gerakan yang kuat setelah
pemotongan saluran pernafasan dan
saluran makanan serta terpancarnya
darah. (Imam al-Nawawi, Raudlah al-
Thalibin, juz 3 halaman 203)
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Pendapat Wahbah al-Zuhaily mengenai tata

cara penyembelihan dengan alat modern

sebagai berikut:
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“Tidak ada halangan untuk menggunakan
sarana-sarana  yang memperlemah
gerakan hewan-dengan tanpa penyiksaan
terhadapnya . (untuk  penyembelihan
hewan). Untwk itu, dalam Islam dibolehkan
menggunakan cara pemingsanan modern
(stunning) yang tidak mematikan sebelum
penyembelihan”.  (Wahbah  al-Zuhaily
dalam al-Figh al-Islamy wa Adillatuh, juz 4
halaman 2800).

Fatwa  Majelis' Ulama Indonesia tentang
Penyembelihan ,__Hewan ‘Secara Mekanis
pada tanggal 18 Oktober 1976;

Keputusan Rapat koordinasi Komisi Fatwa
dan LP POM MUI serta Departemen Agama
RI, pada 25 Mei 2003 di Jakarta.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4
Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa
Halal.

Hasil < Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi
Fatwa - se-Indonesia II Tahun 2006 di
Pondok Pesantren Gontor Ponorogo tentang
Masalah-Masalah Kritis dalam Audit Halal.

Hasil Rapat Kelompok Kerja Komisi Fatwa
MUI Bidang Pangan, Obatan-obatan dan
Kosmetika beserta Tim LPPOM MUI pada
12 November 2009.

Pendapat peserta rapat-rapat Komisi Fatwa,
yang terakhir pada tanggal 17 November
2009 dan 2 Desember 2009.
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Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,
MEMUTUSKAN

Menetapkan: - FATWA TENTANG STANDAR
PENYEMBELIHAN HALAL

Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyembelihan ‘adalah penyembelihan hewan sesuai dengan
ketentuan hukum Islam.

2. Pengolahan adalah proses yang-dilakukan terhadap hewan setelah
disembelih, yang meliputi antara lain pengulitan, pencineangan,
dan'pemotongan daging.

3...Stunning ‘adalah suatu cara melemahkan hewan melalui

pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar pada
waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak.

4. 'Gagal penyembelihan adalah hewan yang disembelih-dengan tidak
memenuhi standar penyembelihan.

Ketentuan Hukum :
1. Standar Hewan Yang Disembelih

a. ~Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan.

b. Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih.

c. Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan
yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

N

Standar Penyembelih

a. Beragama Islam dan sudah akil baligh.
b. Memahami tata cara penyembelihan secara syar’i.
c. Memiliki keahlian dalam penyembelihan.

3. Standar Alat Penyembelihan

a. Alat penyembelihan harus tajam.
b. Alat dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang

4. Standar Proses Penyembelihan

a. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan
menyebut asma Allah.



136

HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

b. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui
pemotongan saluran makanan (mari’/esophagus), saluran
pernafasan/tenggorokan (hulqum/trachea),dan dua pembuluh
darah (wadajain/vena jugularis dan arteri carotids).

c. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.

d. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan
sebagai tanda hidupnya hewan (hayah mustaqirrah).

e. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan
tersebut.

5. Standar Pengolahan, Penyimpanan, dan Pengiriman

a! . Pengolahan dilakukan setelah hewan dalamkeadaan mati oleh
sebab penyembelihan.

b.. Hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan.

c. “Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal dan
nonhalal.

d. Dalam proses pengiriman daging, harus ada-informasi dan
jaminan mengenai status kehalalannya, mulai dari penyiapan
(seperti pengepakan dan pemasukan ke dalam kontainer),
pengangkutan —(seperti — pengapalan/shipping), hingga
penerimaan.

6. Lain-Lain

a. Hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk dihadapkan
ke kiblat.

b. Penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara
manual, tanpa didahului dengan stunning (pemingsanan) dan
semacamnya.

c. Stunning (pemingsanan) untuk mempermudah proses
penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat:

1) stunning hanya menyebabkan hewan pingsan sementara,
tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan
cedera permanen;

2) bertujuan untuk mempermudah penyembelihan;

3) pelaksanaannya sebagai bentuk ihsan, bukan untuk
menyiksa hewan;

4) peralatan stunning harus mampu menjamin terwujudnya
syarat a, b, ¢, serta tidak digunakan antara hewan halal dan
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nonhalal (babi) sebagai langkah preventif.

5) Penetapan ketentuan stunning, pemilihan jenis, dan teknis
pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang
menjamin terwujudnya syarat a, b, ¢, dan d.

d. Melakukan penggelonggongan hewan, hukumnya haram.

Rekomendasi (Taushiyah) :

1. Pemerintah diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam
penentuan standar penyembelihan hewan yang dikonsumsi oleh
umat Islam.

o

Pemerintah harus segera menerapkan standar penyembelihan yang
benar secara hukum Islam dan aman secara kesehatan di Rumah
Potong Hewan (RPH) untuk menjamin hak konsumen muslim
dalam mengonsumsi hewan halal dan thayyib.

3. LPPOM MUI diminta segera merumuskan petunjuk teknis
operasional berdasarkan fatwa ini sebagai pedoman-pelaksanaan
auditing penyembelihan halal, baik di dalam maupun luar negeri.

Ditetapkan di : Jakarta, 15 Dzulhijjah 1430 H
2 Desember 2009 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Sekretaris
ttd ttd

DR. KH. Anwar Ibrahim Dr. H. Hasanuddin, M.Ag
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